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o ....ﬁ.namun semua pelaku ekonorm menjanjikan opt1m1sme yang besar }calau secepatnya o
.'._'dapat dﬂakukan pembenahan Semakm cepat dan tepat pembenahan sema}un cepat

_:dan tepat puia kesmpan Indonesxa menghadapl AFTA o G S TN

Penehtlan 1m dllakukan khususnya untuk menemukan

. permasalahan/kelemahan segenap unsur pe‘:ndukunB potenm Ekonorm Bangsa dan
sekahgus menemukan pemecahannya agar keikutsertaan Indonesxa dalam AFTA

e benar-bena: bcrdaya saung tmvl dan mermhkl keunggulan kompcutlf

Dlsampmg pembenahan-pembenahan ntemal masmg masmg sektor
i .pendukung, peneht;an 3u0a menemukan bahwa terdapat masalah kalay mampu
' :dﬂalcsanal\a.n secara “Smergyhcs" keberhasﬂan akan semakin besar. Inti sinergi
. yang terpokok perlu diwujudkan adalah sinergi antara 2 pelaku ekonomi terbesar
| yakni sinei'gi antara sektor Pemerintah/BUMN dan sektor swasta.

.Sinergi antar BUMN dan swasta antara lain berupa :

~-Pertunya-dilahirkan—Pimpinan-bisnis-yang-berkemampuan-handal.....

dan berwawasan Internasional, yang harus ditangani bersama, termasuk
penyediaan institusi tempat latihan yang memenuhi standard kelayakan yang
dibutuhkan.




Y

tar mereka: agar tegelma smerg1 .menuju terwu;udnya."mcorporated" besar
"_-_:Z'__;"-Indonesm Kalau smergl dalam beniuk 1m mampu d1wu1udkan dlyakuu sukses
S 3Ind0nesm da}am AFTA akan 0pt1ma1 ' o

it
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'."'SENERGE SEKT@R PEMER!NTAH DAN SEKTOR SWASTA

ﬁ-?ENDAHULUANEgﬁffj_E

iii""A;f}LAmMRBELAKANG

e -1. Perekenom;an Duma )

_ Perkembangan ekonorm dunia masm dlhput; suasana ketidak
'_pasnan Perekonomian yang dlguncang resem ;\,rant7 berkepdruangan
'.deﬁsu neraca angga:an yang melanda sebagmn besar negara didunia
-;serta berbaval kesuhtan (perang tcrbatas, Dencana alam konflik etnis,
;.rawan pancran dan lam-lam) yang bermuara pada menurunnya potensi
perckonoml_an b_anyak negaxa, telah mewarnai kondisi perkembangan
ekonomi dunia itu.
| Berakhirnya perang dingin ditandai dengan runtuhnya
- Pemerintahan Sosialis dan  hegemoni komunis  mengakibatkan
lumpuhnya perekonomian d1 Eropa_ Timur, - membengkaknya
péngangguran di negara maju perbedaan perkembangan  ekonomi
Utara-Selatan yang semakin membesar telah menambah rumit dan
mempertajam kelesuan perekonomian dunia. 1)
Banyak pihak serta ahli-ahli ekonomi berpendapat bahwa
kondisi kelesuan perekonomian dunia itu akan masih berjalan dalam

waktu yang cukup lama. Semua itu mendorong Pemuka dunia dan

Pemimpin berbagai Bangsa berusaha mencari pemecahan untuk
memperbaiki perekonomian dunia tersebut. Berbagai dizlog dilakukan
baik multilateral maupun bilateral, berlingkup Internasional maupun

regional, infernal negara maju (Utara), antar negara berkembang

1. Arifin Siregar, SE, Sambutan Menperdag pada Pemasyarakatan Hasil KTT ASEAN 1V,
Tingkat Eselon 1 Pusat, Jakarta 17 Juni 1992, hal.2,

3 _DIJNDONESEA MENGHADAP! PELAKSANAAN AFTA




ain __:Kaﬁ:renanya globahsasz dlanggap tldak akan memperbmlq:_._
-I_.'_":.':perekonon.ﬁan duma Karenanya pula Pemuka Nega.ra— negam tertentu Ll
'..telah berusaha mengelompokkan dm, dengan : maksud menutup
"'.;'_-'--perekonommnnya dari komochtl asmg dan bebas bagl kemodm ‘negara

I_ '-Anggota dxtandzu dengan terbenmknya Masya.rakat Ekonorm Er0pa (MEE)
L 'da.n Pasar Bersama Amenka Utara (NAFTA) 2)

;PERMASALAHAN : [F )
1 __ Asean Free Trade Area (AFI‘A)

Negara yang tergabung daiarn ASEAN sudah sejak lama

memlklrkan kex]a sama dlbldanv ek_o_norm. Namun baru dapat
'-_'d1reahsasﬂ\an pada Konperen51 ngkat Tina.gi (KTT) ASEAN ke IV di
- Smgapura yang. melah;rkan “Smgapore Declaration of 1992" (Deklarasi
."Smgapura 1992) yang pada intinya terdiri atas 2 naskah yang menyangkut

bidang ekoncm;, yakni : 3)
a. Kerangka acuan bagi peningkatan kerja sama ekonomi (Frame
Work Agreement on Enchancing ASEAN Economic Cooperation)

dan

o
)
]

i
]
=
1
Leror)
a

kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (Agreement on the Common
Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free
Trade Area (AFTA).

2. Ibid. hal.3.
3.  Konsekwensi Kesejarshan AFTA; kita harus siap, Diskusi Panel Ahli Ekonomi

Kompas ke 18, Kompas, Jakarta 1 Mei 1992, hal. 3.

e, s Lodrte ! = X T
Srsama-yang erextip sevagal wanana menuyu




_ Kesepakatan 1tu dﬂaksanakan secara bertahap, muim 1 Ja.nuan 1993.
o Dan AFI‘A ini akan dxlaksanakan secara penuh 15 tahun ke,mudmn (beram s

;-_:::'f_';'imenun‘]ukkan pertumbuhan yang positip. Karenanya penerapan CEPT S
'.'menuju pelaksanaan AFTA adalah jawaban negara«ncgara ASEAN untuk :
"'_mehndungx dan mengangkat perekonomxan ASEAN. 4) Pertanyaan yang
meg__dasar adalah; Apakah Indonesia dalam kondisi perekonomian seperti
'sékaréﬁg ini, telah siap ﬁl.engantisipasi pelaksanaan AFTA 7  Apakah
-i_ndonesia mampu membanjiri ASEAN dengan produk -produknya yang

ﬁnggul, atau Indonesia akan kebanjiran produk negara Asean yang lain ?
'.Ka-lau produk Indonesia memiliki keunggulan, maka 300 juta penduduk
ASEAN akan menggunakanﬁya. Namun kalau keunggulan tidak dimiliki,
maka 180 juta penduduk Indonesia akan dimanfaatkan menjadi pasaran
empuk negara ASEAN lain. Kalau itu yang terjadi, berarti Industri
Indonesia akan sulit berkembang, karena Indonesia akan bersikap
konsumtif dan tidak produktip.
725 Kondisi Industri di Indonesia

" Bagaimana kondisi Industri di Indonesia dibanding dengan negara
ASEAN lainnya 7 Singapura memang paling siap menghadapi AFTA ini
5) dan memiliki keunggulan yang lebih tinggi dari semua negara ASEAN.
Tetapi 5 negara yang lain, dengan memperhimngkan berbagai unsur
perekonomiannya, kesemuanya mempunyal perimbangan yang hampir

merata. .

_-jDalam kelasuan perekonomxan duma memang ASEAN . W

Dalam kondisi demikian, apabila Indonesia tidak berusaha meningkatkan

perekonomian dan Industrinya, maka Indonesia akan sangat sulit

1692,

untuk  maju  dan  bersaing. Peningkatan itu  harus  diteliti;
4. Arnfin Siregar, SE, Op Cit, hal. 6.
5. Pande Raja Silalahil, Trade Creation dalam AFTA, Usahawan, No. 5 Th. XXI Mei




e "'-:'.:idengan menghalangkan berbagal kelemahan yang ada, memupuk kekuatan B

Barbl,cara 'él_lndustn dan_. :ikaltkan deng,_an SWOT nya '5:1.:]'- e e

i .-'3:'-'}_:-..yan ':dlhadapi

S ziihg : teknoiog

:keunggu}a_n 'Kegxatan 1tu. 'kalau dﬂaksanakan secara penuh akan. |

iy __merupakan kegzatan besa.r Karena berbagax keterbatasan penehuan yang

e 'dalarn arti bexposzsa kunc1 untuk penvembangan Untuk Indonesla hanya" |
S ada 2 yal\m tenaga kexja (Iabor) dan bahan baku (resources) Bmara labor
'beram managenal dan blcara resources beram temoiogz pangolahan 6)

| 3 Keunggulan Managerlal o

: Perekenomxan Indonesm yang se;ak 1ama dzdommasx Sektor
_ 'Pemennta.h suht untuk mengembangkan daya saing d1 bldanU manajerial.
Sikap, pandangan dan tm_dakan yang selalu harus dldasa.rkan_ pada alur
bli‘OkIatIS yang berbeht—beht mengakibatkan manajeménnya menjadi
_ lamban dan kaku sehingga sulit untuk mencapai efektifitas dan
| efisiensi yang tinggi. 7) | |
Sementara itu disekior swasta yang orientasi dasarnya mencetak
keuntungan/profit yang tinggi, mereka selalu berusaha mengembangkan
aktivitas yang efektip dan efisien disemua bidang, untuk dapat melahirkan
produktivitas tinggi dengan biaya yang serendah-rendahnya. Karena

dominasi sektor Pemerintah, maka sektor swasta agak terhambat

p efkfmb It g annya (ﬁm wey “iaiﬂ S e} 'dk l@% g ewaktu oy Oli b SEHT ﬁ?ﬂ?ﬂl i

surut dan terjadinya kejenuhan diberbagai bidang usaha Sektor Pemerintah,

6. Peluang Indonesia :Pembaharuan Budaya untuk Menunggang Gelombang,
Kompss, Jakarta I Mei 1992 hal.4.
7. Ir. Sarwono Kusumaatmadja, Sambutan Menpan pada Seminar IMC tentang

Public-Private participation, Jakarta 5 September 1992, Hal.l.




maka swasta dxbenkan peranan yang 1eb1h besar aga,r d.ipat menunjang

1tu dlharapkan dapat meiahlrkzm kﬁ:unggulan manajenal Indene:sm
Bagalmana dengan Kopnram ? Sebagm pelaku ekonmm kopera31 tidak
...tcrmasuk dalam Sektor Pemenntah Sedanv dan faktor kepengurusan
memihkx Sp&SlﬁkaSi tersendxn karena komodm yang dltangam bxasanya‘
"berhngkup agraris tradzsloml dari kepengurusannya bzasanya bukan ahlij;
-dan keanggotaannya hampn' 50 % terdiri dan golongan ekomoni lemah.
- Spesxﬁkasz ini memben c1r1 khusus dalam kiprahnya - 'Namun sektor
inipun harus berkembang seirama dengan pelaku ekonomi lain, Karena
itu, untuk se]anjut_nya koperasi akan dimasukkan sebabagi bagian sektor
swasta 9), ﬁntuk tidak memperumit pembahasan.

Ditinjau dari segi keunggulan manajerial, paduan sektor Pemerintah
dan Swasta di Indonesia dewasa ini belum mempunyai keunggulan
komparatip diantara sesama.anggota ASEAN. Di sekfor Swasta usaha
m;zmacu keunggulan manajerial itu cukup ‘gajam. Sedang di sektor
Pemerintah sudah menunjukkan adanya kemauan, dibuktikan dengan
adanya beberapa BUMN yang sudah mengembangkan manajemen modemn;
namun secara umum dapat dinilai masih perlu "political will" yang kuat

dan ditangani manajer-manajer yang handal dan profesional.

o e ey

; _'-’perekonomxan Indonesxa khususnya dan bldang non rmgas melalm

.:_kebljaksanaan dereguiam dan debuokraﬂsasz yang dxaphkasman se_]ak

- ') Kalau keung ulan manajenal mgm dlcapal maka peran swasta_'_ ' aa
_.53131“ dmﬂgkﬁtkaﬂ Sehlﬂgga daniLt dlcapai penmbangan yang'

e .’.'_-..seraa 'antara 'peran Sektor Pemenntah dan Swasta Kenntraan yang seram_ B

o 2, i
QL&\LU}. TOMCTInEn-Gan DL«I‘\J.U]. LJWG.GLCL aucud_u @DﬁLB HﬂblUHd.l U(ll.i

assets Bangsa; yang kalau dapat bersinergi, memperkuat satu dengan yang

8. Ibid hal.3; DR. Kristiadi JB., optimasi sumber daya pembangunan melaiui
peningkatan peran swasta dalam  pengembangan sektor publik, IMC, Jakarta 5 September 1992,
hal.2; Hindro T. Soemardjan , Peranan swasta dalam pengembangan Sektor Publik, IMC, Jakarta
5 September 1992, hal.2.

9. Ir. Sarwono Kusumgatmadja, Op Cit hal. 1.




;Keunggulan teknci{}gx

__;Produk apa yang dapat 'menguasai pasaran dan yang n‘empunyax:._:

ya pasn Produk—produk yang'_-

keunbgﬁlan_--.. inggi di ASEAN ? Jawab

i berteknologi tlnﬂgl 10) Produk sedemikian ity hanya dapat dladakan oleh. e
iE Perusahaan yang mermhki keunggulan manajenal _ Ry o
_' _ Komodm hasﬂ pcrtaman perkebunan pertambangan dan penkana.n,.:' o
e '_ _'_'.'_:-_secara kuant:ttatxp mempunyzu keleblhan Kalau dxoiah dlproses dan_
_'dlkemas denﬂan lebih baxk dlyaklm keiebman 1tu a}can menmgkatkan daya

i samcr 11) Dewasa ini produk perkebunan yang balk seia}u berpredzkat

o "Bangkok" dan mula.x pepaya dunan Jambu sampau buncra anggrek
- : Indonesm sebenamya mampu membuatuya, kalau para pengusahanya cukup

' JBh memanfaatkan peluanc dan mampu berkream

Keadaan serupa dihadapl oieh pengusaha yang memanfaatkan
”teknolog1 madya seperti, tekstﬂ arment, barang-barang dari kulit dan
sebagainya. 12) Intinya, kalau R.I. fidak mampu berkreasi dan
meningkatkan nilai tambah dari produksinya dibidang industri primer dan
manufaktur, maka R.I. tidak akan dapat bersaing dengan negara lain di

justru menjadi pasaran negara lain.

i0. BJ. Habibie, Saya tidak sebodch yang dikira orang, Mensitir ucapan Bapak
Presiden pada buku Soebarto; Pikiran, Ucapan dac Tindakan Saya, wawancara Tempo No.32,
Jakarta 10 Oktober 1992 hal. 26.

11. Peluang Indonesia, Kompas Op Cit hal.4.

12. Kalau perlu, bersaing sebagal Tukang Jahit, Kompas, Jakarta 28 April 1992
hal.3; yang tak kalah Penting, mengundang investasi, Kompas, Jakarta 28 April 1992 hal.3.

- WMMWWMW%EANMQ%D%%¥%€§&¢&MR1ﬂéakmﬁgﬁagw%ﬁi T e




Persamgan dl bidang mdustn pnmalr dan secundair ltu akan menjadl_-' o : T

T '-":'__lebzh tajam kalau nega:amegara sepem RRC 13) Indla dan }a.m—la.m tidak '. s 2

-kckuatan.'bersmng dl arena. mdustn pnrﬁmr dan secundénr dengan teknolocu o

- madya 1tu klta akan menghadap1 Pﬁrtarungan yang berat da_n Seru, yang_' SO e
"""1-_'_has11nya tzdak akan mengangkat pcnghasﬂan Nasmnal secara ta_;arn “R.L

memang pcﬂu memngkatkan daya samg dlarena ini, tetapl hendaknya

;-d1perh1tungkan Jangka sedang sa_}a dan }angan dzjad1kan arena pertaruhan
- dalam Jangka panjang ' . N _ _
-Dﬂepasnya mdustn berteknologx madya oleh negaraunegara maju (Jepang,

- AS dan lam-lam) serta negara-—negara Naga (Smgapura mean Hon gkong,

Korea) satu buku lain bahwa kalau mau maju harus berkonsentrasx pada

:produksz yang Hi Tech/berieknologl tinggl.

~Dan  kondisi ini hanya dapat dlcapal kalau sudah memiliki

keunggulan manajerial yang dzdukung dengan kualitas sumber daya manusia

yang tinggi.

~ Republik Indonesia selama PJPT I, khususnya pada Pelita- pelita
yang terakhir sudah merintis dan menapakkan kaki secara pasti menuju
te-rwujudnya industri yang menghasilkan produk berkualitas tinggi, seperti
IPTN, PT PAL, PT INKA, KRAKATAU STEEL dan sebagainya.
Industri-industri dibidang permesinan, otomotip, elektronik dan lain-lain,
juga mengalami kemajuan yang sangat berarti. Namun perlu disadari

bahwa dari segi kualitas, standard mutu, design, kemasan dan sebagainya

-belum-mempunyai-daya-saing-karena-dibidang -Hpengtek--Indonesia—ada—

diposisi terendah. 14)  Difference apalagi Comparative advantage belum

diraih, sehingga kita belum dapat merebut dan menguasai pasar secara

13. Ekonomi Sosialis Cina mencari jalan sendiri, Kompas, Jakarla 16 Oktober 1592

hal IX.; Waish James, Shanghai, Time, 5 Oktober 1992, hal. 20.

14. Konsekwensi Dinamis AFTA mengurai matarantai Ekonomi, Kompas, Jakarta 1

Mei 1992 hal.3.




- f:.}._.:hal-hal yang spesaﬁk dan_ Alam_ dan Buda}’: Bangsa Indonesm lelda_nﬂ.:-'-. S

5 j-dmpun keung gulan-k __nggulaimya dapat dicapal dengan menmgkatkan e )

"':::-:'__'_'-:_}\eunggulan manajenal dan memanfaatkan produk—produk H1-Tech.

(transpoﬁam—komumkas.l dan mforma51) Panwzsata leb1h ba.nyak

_-f'_:menenma dan memanfaatkan hasﬂ Industn berteknologi tm g8l dan_ :

= "__penmgkatannya akan dapat lebm tajam kaiau dldukung oleh keunggulan

| :':'-manajf:nal dan keunggulan Industn

5 Keunggulan hanya dapat du‘ebut dengan per_] uanﬂah :
Kenyataan Sejarah membuk’mkan bahwa teknologl 1tu ndal{ akan
d1ber1kan oleh para pemihknya dencran sukareia Tetap1 harus direbut
: dengan peij;uangan bahkan pengorbanan ‘Semakin t1ngg1 teknologl dan
ﬂmu pengetahuan (ILPENGTEK) yang ingin dikuaszu akan semakm kuat
pula pexjuangan dan penoorbanan yang harus: Kita bayar Bahkan kalau
| Ilpengtek itu telah kita kuasai sekalipun, kita akan menghadapi rongrongan
dan sulit memperoleh pengakuan.  Hambatan itu bisa datang dari luar
maupun dari dalam tubuh/Bangsa kita sendiri.

Pokok masalah ini sebenarnya bernilai "early warning" lain, yang

infifnya adalah kalai Tndonesid ingin maji, selufih potensi Bangsa haris
menyatu dalam cipta, karsa dan karya. Makin rapuh Kesatuan itu makin
besar kendala yang dih'adéxpi. Karena menghadapi lawan dari dalam jauh
lebih sulit dari pada menghadapi lawan dari luar. Penyatuan cipta, karsa
dan karya juga bermakna; kita harus rela berkorban dan mampu
menghargai hasil karya kita sendiri.  Sehingga berhasil dan tidaknya

Indonesia meraih berbagai keunggulan akan ditentukan oleh kemampuan




'_._::'.-_:pergeseran. struktur Indus' _tanpa evolum tcknologz 15) Sehmgga

o _merupakan sesuatu yang 'wa_;a:.r kalau klta harus beram berkorban dalam _- e

e j_".-bentuk rasa kurang puas menenma produk Hz-Tech kita ngkat _
S keberaman bcrkorban 1iu merupakan harga yang harus dzbaya.r, untul{
L :'merazh kesempumaan Makm tmgﬂi yang mampu Iata bayar makm cepat

'lﬂta ralh kesempurnaan . B S '
| Kebenaran dan permasalaha.n d1atas, k:ranya perlu dxbuknkan
i 'melalm satu penehnan agar klta meyakmz bahwa kemaju:an itu hanya dapat
= dlcapm denvan peguangan dan pangorbanan selumh warga masyaral\at
| Beberapa pokok permasa.lahan yang dlbahas akan merupakan materi
o dasa: untuk diteliti dan dzcan Jawaban dan pemecahannya, yang semuanya
aLan bermuara pada Jawaban atas pertanyaan; Usa.ha~usaha apakah yang
] dapat dxtempuh agar smergi antar sektor Pemerintah dan Sektor Swasta di
N Indonesm ini dapat diwujudkan, untuk dapat mencapai keunggulan didalam
persaingan antar Bangsa di ASEAN pada pelaksanaan AFTA dimasa yang
tidak lama lagi itu.

-G TUJUAN PENELITIAN

~eePade-dasarnya-tujuan-Penelitian-adalah-—usaha -untek-menenmukan-cara——

bertindak yang efektip dan efisien serta faktor yang be:pengaruh dalam meraih

‘keunggulan manajerial dan keunggulan produk berieknologi tinggi agar Indonesia

memiliki daya saing yang kuat dengan negara ASEAN yang lain dalam
pelakasanaan AFTA.

15. Kalau perlu, bersaing sebagal Tukang Jahit, Kompas Loc Cit.




- Tujuan dasar penelitian itu dapat dgabarkan dalam tuJ uananta:a, berupa :

. sebagaa asset Perekonomlan Nasxonal yang seram akzm melahlrkan
- }:eunggu}an manajenal yang memung}ﬂnkan menmgkatnya daya saing dan
- duma BISIIIS dan Industn Indonesia dlhngkungan ASEAN

3. Dlperolehnya kebenaran bahwa keunggulan mana_}enai dunia Bisnis

.'dan -Industn Indonesia ‘akan dapat menghasﬂkan produk-produk

beﬁeknologx tmgg1 yang unggul mutunya dan berguna serta dibutuhkan
| dipasar ASEAN.

4. Diperolehnya kebenaran bahwa ketiga tujuan diatas mustahil dapat

diwujudkan tanpa dukungan segenap potensi dan seluruh masyarakat

Indonesia,

. D. HIPOTESA

Dari permasalahan yang secara garis besar dikemukakan diatas dapat
dirumuskan hipotesa sebagai-berikut :

Upaya-upaya terpenting dari usaha meraih berbagai keunggulan usaha/Industri
Indonesia dalam menghadapi AFTA adalah :

1. Sinergi dari segenap unsur dan pelaku Ekonomi, untuk memperoleh

o 1 Dxperolehnya rumusan ca;ra bemndak yang tepat aga.r Indonesxa_

: .'t.ldak rnen;adi p" : aran negara 1am dan Justm Indonesm ciapat memanfaaﬂmn_ S

s 2 Daperolehnya kebenaran bahwa Smerg; Pemenntah dan Swasta"' Rk

keunggulan dibidang manajenial.
2. Peningkatan Industri primair dan secundair perlu ditingkatkan;
tetapi Industri tertiair yang berteknolgi tinggi harus diprioritaskan.

3. Tergalangnya kesatuan dan persatuan Bangsa untuk mendorong
terwujudnya kegiatan managerial bermutu tinggi yang dapat meningkatkan

produktifitas dan kualitas sumber daya Rangsa.




kebuaksanaan yang tertuang da]am'A}?T_' S L a

ey tabihtas dan keama.nan duma dapat terjaga sepem kondm waktu :
g _-peneht]an dﬂa}cukan dalam artl uda}{ tﬁijadl pemng besar yang mehbatkan
":"salah sam atay leblh dan Anggota ASEAN et e '_
| 30 Tldal\ texgadx hal ha.i negaup lam yaﬁg dcngan sengaja atau tidak
sengaga mengakxbatkan gagalnya pelaksanaan AFTA.

5 4 _ Pembangunan dan s1tuasx se,na kOﬂdlSl Indonesxa sendm cukup stabﬂ

o . dan bexjalan sesum dengan prooram yang te}ah dlrencanakan

CF. .MANFAAT PENELITIAN
_ o " _Selama ini perekenomian Indonema d1dommas1 oleh Pcmenntah (BUMN)
| '.dan baru mulal tahun 1983 Swasta dxbenkan péi’an yang lebih besar. Dengan
:.keya}qnan bahwa terpacunya sektor swasta dalam dunia .usaha . akan . dapat
'mengangkat daya samg dan perekonomaan Indonesxa akan timbul pertanyaan;
| penmbangan yang bagaimanakah yang paling baik agar sinergi Pemerintah dan
‘Swasta dapat melahirkan keunggulan manajerial untuk dapat menunjang
keberhasilan ekonomis Indonesia dalam rangka AFTA. Kalau penelitian ini

. berhasil menemukan langkah-langkah yang tepat untuk meﬁjawab pertanyaan itu,

maks-kalav-termuanrdilaksanakan secara-konsekwen Indonesia-diharapkan - mampu
ber_sa_ing dengan tegar diarena AFTA.

Kalau tuj L;aﬁ—tujuaﬂ antara diatas dapat diwujudkan pula, maka Indonesia akan
memperoleh manfaat yang cukup besar di segala bidang bukan hanya keberhasilan
dan kepandaian Sumber Daya manusia Indonesia yang dapat ditingkatkan saja
tetapi juga kemakmuran (GDP),  kesatuan/persatuan Bangsa dan gairah
berproduktivitas dari dunia usaha dan Industri dapat pula ditingkatkan.




Kalau teljadi hal ltu

_'-.-'_-;____-hanya dimaLsudkan Sebacra} usaha untuk mempcﬂa_;am hasﬂ penchtxan agar :

' '.cilperoleh kemmpulan—}cemmpulan ya.ng mantap dan }conpnhenmp

| DEFINISE

. '.';'..1 SINERGI

Dnndones;akan dan bahasa Inggns Synargy yang bermakna :

E fCross femhzanon of strenwth 16), yang diteljemahkan bebas dengan kata
-'_ s_aimg_meg__un_}ang, sgﬂmg memperkuat, saling memupuk kerjasama.

- 'Singkétan dari kata-kata "ASEAN Free Trade Area, 17)

. dltegemahkan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN. Pemimpin ASEAN

sejak lama telah mendambakan kerjasama dxbldang ekonomi. Baru pada
KTT ke 1V keinginan itu terkabul dengan disetujuinya AFTA yang
dilaksanakan secara bertahap mulai 1 Januari 1993 dan akan dilaksanakan
penuh 15 tahun kemudian (2008).

3. PEMERINTAH

kepentingan umum/Public. Pemerintah itu diorganisir tingkat pusat dan
tingkat daerah dan dibagi dalam Departemen-departemen yang merupakan

pelaksana dari fungsi-fungsi negara. Departemen-departemen dalam

16. Ahmad S. Adnanputra. MA.MS.DBA, Kuliah Deciston Making Analysis and

Corporate Strategy. Jakarta 19 Oktober 1991,

1. Axifin Siregar, Op Cit hal.7.




j__pemenntahan Bahkan Swasta dalam berbagal pembahasan d1tempatkan :: =

:"'sebagax 1awan (oposne/anu these) dan Pemenntah Dalam pembahasan_ 3
.-1211 kedua Sektor 1tu dlcan tmk temunya agar keduanya barsmerg1
' _'S MANAGEREAL ' '
_ Berasal dan kata ker]a Bahasa Invgns "to. manage ‘yang berarti
o mengendalzl\an memlmpm meiadem 18) Kata bendanya dalam bentuk
' -’perbuatan adalah "management yang beram Getung thmgs done through
Other people 19), dengan kata iaan berartl proses membuat  sesuatu
d1_ker_jakan :oleh orang lain. 20) Kata benda dalam bentuk

manué_i_a_jpcmimpin adalah "manajer" yang diartikan pemimpin perusahaan,
'd_irektﬁr_ 21) atau seseorang yang mempunyai keahlian memimpin

: pems.ahaan/_kegiatan usaha. Kata management dalam arti definitif oleh
_'E_ncyc}op_adia Americana ditulis :

the art of coordinating the elements of faciors of production toward the
achievinent of the purposes of an organization. It is the accomplisment of objective
through the used gf human labor, materials and machines 22).

Ajective atauy kata sifatnya adalah "managerial® yang berarti;

kegiatan/perbuatan yang dapat mewujudkan management yang efektip dan

efisien. - Makin kompleks kegiatan yang harus dilakukan, makin rumit

dan makin menuntut keahlian/keunggulan managerial yang tinggi dan
handal.

18. Drs. Jalianus Syah Adam Saleh, The Basic English Pocket Dictionary, Akodoma
Jakarta 1991, hal 346,
| 19. Ahmad 8. Adpanputra. MA.MS. DBEA. Loc Cit.
i 20. Philip Sadler, Prinsip Manajemen, Manajemen Umum, The Grow Hand book of
Management, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Kompas Gramedia, Jakarta 1989, hal 13.
21. Drs. Jalianus Syah Adam Saleh, Loc Cit.
22, Encyclopedia Americana, Grolier Incorporated, Danbury, Conecticut 06816,
volume 18 hal 213.




ni “techne” yang berarii seni atau keahilan, yang

23.

Obid volume 26 hal 367.




TINJ AUAN PUS TAKA

{f:ASEAN“FREE WEAREA . AFTA)

Pengertlan AFTA

"Smgapore Deciaratlon of 1992 . (De}daram Smgapura 1992) yang.

jmerupakan terobosan baru daiam membentuk kerjasama ekonorm sesama N

_ _ _nega,ra anggota ASEAN Pada nmnya Deklaram 1tu terdm atas 5 naska.h
B . '_Satu dan 5 keputusan 1tu adalah tentzmg amh kexgasama ekonoml ASEAN
o : (Duechons in. ASEAN Econormcs Ccoperanon) Yang menyangkut
: - _: ekonorm 1m terdm dan 2 naskah utama _1)_ '

- _a. Kerangka Acuan bag1 kerjasama Ekonomz (Frame Work

: Agreement on Enchangmg ASEAN Economic Cooperaﬁon) dan
b. Penurunan tarif bersama yang efektif sebagai wahana menuju
‘kawasan Perdagangén Bebas ASEAN (Agreement on the Common
‘Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free
. _Trade Area (AFTA) )

- Kedua naskah itu dzsepakan untuk dilaksanakan sejak | Januari
1993, dilakukan secara bertahap dalam waktu 15 tahun. Berarti AFTA akan
berlaku penuh bagi segenap negara ASEAN pada 1 Januari 2008.

Naskah pertama dimaksudkan sebagai perjanjian induk yang
memayungi semua perjanjian ekonomi ASEAN, mencakup baik yang sudah
maupun yang belum/akan disepakati. Sedang naskah ke 2 adalah petunjuk

e "-dmelenggarai an dx Smgapura tanogal 27 28 Jarman 1992 telah melahlrkan 5

konkrit yang bertujuan membentuk kawasan perdagangan bebas di ASEAN
selama jangka waktu 15 tahun.
2. Sejarah AFTA

1. Kamarulzaman Algamar. Konsekwensi Perjanjian Ekonomi ASEAN menuju Pasar
Bebas bagi Perckonomian Indonesia, makalah seminar, Jakarta 18 Maret 1992, bhal.l.;
Konsekwensi-konsekwensi Kesejarahan AFTA : "Kita harus siap”, Kompas Jakarta 1 Mei 1992.
Hal.3.; PRESS RELEASE FourthASEAN SUMMIT, Singapore 27-28 January 1992, hal 2,4,




_ __-melakukan kez:;asama d1b1dang perdagangan ntuk memugkaf;kan.f .

:-'.perkembangan pola produk51 dan yang perdagangan baru

: b Pertemuan Mam}a tanggal 24 Februan 1977. )

Pada pertemuan para Menten ASEAN ch Mamla awal 1977

dltandatangam : "Agreament on. ASEAN Prefercntial Trading

'Arranuements (ASEAN PTA) Persetu_;uan mx merupakan wahana

:menUJu hbarahsasx perdagangan berdasarkan penurunan tanf

Sebagai akxbat perbedaan kOi’ldlSl perekonorman negara anggota

ASEAN yang tajam dan beium se;mbang pada saat 1tu maka
' persetU}uan 1m tldak dapat dﬂaksanakan dengan baJL Atau

' 'dﬂaksanakan Juga dengan cara; menurunkan tanf kadang sampai O

'persen aias baxang~barang yang udak pernah dnmpor

~c. i KT’I‘ ASEAN 411 dx Magila 13-15 Desamber 1987.

' Doronga.n untuk melakukan kexjasama ekonomx ASEAN
semakin kuat, karena lahirnya Single European Market (SEM),
‘North American Free Trade Area (NAFTA), Asia-Pacific Economic
Cooperation (APEC). Perdana Menterl Malaysia Mahatir,

menanggapi semua it dengan melontarkan idea East Asia Economic

Lot e, L T U T D WS NP 3PP upu Jutp—— OO0
u1uuyua'1_.5 '\fomu; _yaus uxu\..«a_px&mx })auq ,LU uc:aculutfd &

menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Cina Li Peng di Kuala
Lumpur. Perdana Menteri Malaysia Mahatir secara resmi

mengajukan perﬁikirannya kepada ASEAN pada tanggal 4 Maret

Kerangka Acuan; Indonesia menjelaﬂg Kawasan Pasar Bebas ASEAN, 1993-2007

Diskusi Panel Ahli Ekonomi Kompas ke 18 - Jakarta 19 Maret 1992 hal 1-3.




e . 3-'_semakm kuat bzuk mternal maupun eksternal ASEA_N Dalam kzutan o

R ::f_lm szdang kcmsulta51 gabungan para Pejabat Semor Pohuk dan

Ekonom1 ASEAN membahas dcnvan senus dan bersﬂcap satu
o .Kalau harus d}&dakan maka kesempatan yang pahm cocok adalah
L K’I'T ASEAN ke IV ini. Sidang 1tu }cemudlan menyepakau 4 pokok~

:'pokok pler kexjasama mtemal dan 3 pokok hubungan ASEAN

_' dengan pihak Iua.r yang dlsepakatl untuk divodog d1 Kuala Lumpur
o pada tanggal 21 Juh 1991. N

" Dalam pembahasan Kuala Lumpur itu dzbahas juga usul

- 'Phlhpma tentang Peningkatan Ker_;asama Ekonormi ASEAN, usul

Thailand tentang kawasan Perdagangan bebas, usul Indonesia

' -”t_enta_'r_xg wahana mencapai kawasan perdagangan bebas, dan usul

..Malaysia tentang . Pengelompokkan Ekonomi Asia Timur, -Hasil

Kuala Lumpur kemudian dibahas lebil tajam lagi pada pertemuan
di Singapura tanggal 7-8 Oktober 1991. Diterimalah usui Singapura,
untuk mengajukan hasil pertemuan ini pada KTT ASEAN ke IV,
yang hasil akhimya seperti apa yang telah diuraikan didepan.
Pokok-pekok Pikir AFTA.

T ot

Aplﬂ(ﬁl;i CEPE-Scheme u.,u Hie AT yang UIIJEIKHM ARAr

tuntas selama 15 tahun itu diatur dengan pokok-pokok pikir yang cukup

rumif.

a. Ketentuan Umum. 3)

3.

Kamarulzaman Algamar op cit, hal 2.; Bachrum S Harahap, Peluang-peluang bagi

Perekonomian Indonesia untuk pemanfaaten 15 tzhun menuju kawasan Pasar Bebas ASEAN,
makalzah seminar, Jakarta 20 Maret 1992, hai 3.




__53) Penentuan produk—pmduk yang masuk skema CEPT

-~ -_skema' CEPT
| - ._'-.berdasarkan kla&ﬁkam Intemasxonal pada 6 angka dalam
£ .';.szstem yang ielah dlselaraskan (6 dxgxt Harmomzed System -
-:6 dxgltHS) ot _' :
.___4) L Negaraanggota yangbelum smp rnemasuk}can produk
‘tertentu. pada schema CEPT dapat mengadakan pengec,uallan ...............
'.berdasarkan pada 8—9 dlcrlt HS Pengecuahan ini bersifat
'.-semeniarasaja AU - - F ' I
5) | -Bagi produk-produk yang dianggap sensitif oleh
negara anggbta dapat dikeiuarkén dari skema CEPT dan
‘atas produk tersebut tidak dlbenkan konscm seperti yang
ditentukan da}am CEPT  berupa penurunan farif,
pen ghapusan hambatan bukan tarif (Non Tariff Barrier-N'TB)
dan lain-lain. Yang setelah § tahun, diadakan peninjauan
kembali untuk menentukan apakah produk tersebut akan
masuk CEPT atau diluar CEPT secara permanen, seperti

dimungkinkan oleh formula angka 6 digit HS.
6) Produk-produk. yang. masuk. CEPT. dipersvaratkan

40% kandungan lokal yang berasal dari negara-negara
ASEAN.

7y Bagi produk-produk dari ASEAN - PTA, setelah
penerapan MOP, tanf efektifnya menjadi 20% atau kurang,
dialihkan dalam skema CEPT. Produk-produk ASEAN -

PTA yang belum memenuhi ketentuan diatas, tetap




) _._.._Barano Modal ;

B | o '_ 3) "::Produk hasﬂ pertaman yang dlproses. SR
_- 4) Produk-»produk lam yang tldak termasuk deﬁmsz_ -
B "_produk pertaman (Produk Pertaman dxkeiuarkan dan CEPT) o

' :_' "_c. ' Penumnan tanf
e Penumnan tanf produk Skema CEPT dilakukan secara
- :'-be:rtahap sampal mencapzu tmekat antara 0- 5 % dﬂakukan da]am_
. wakw ISfahun. ] | | .
d. Y. Iadwal Penumﬂan tanf = & —

' '-'1) ; Penumnan tmgkat tanf yang sedang berlaku menjadi
20% dﬂakukan dalam waktu 5 - 8 tahun dimulai sejak 1
Januari 1993.

.2) ... Penurunan tingkat tarif berikutnya dari 20% menjadi

0-5 % dilakukan dalam waktu 7 tahun,

3) Secara keseluruhan proses penurunan tingkat tersebut
diatas tidak lebih dari 15 tahun.
4) Produk-produk yang sudah mencapai tingkat 20%

dapat menikmati konsesi CEPT, bila negara yang

bersangkutan-mengumumbkanr jadwal penuronan-tarifirya:
5) Jadwal penurunan tarif ifu tidak menghalangi negara
yang bersangkutan untuk menurunkan tarif secara lebih
cepat.

| ) Produk CEPT harus dibebaskan dari pembatasan
kuantitatif, dan hambatan-hambatan penggunaan valuta




 asing. Dalam wamswhhamb‘vdm btkbtk

) Tekstl
R _6)_ o Perhlasan dan Permaté
B f) _ Perabot dan kayu dan rotan
: 'g) Barang-barang kuht
| h) Piastlk i
) ', Obat-obatan
), ..El_e}.;tronika |
k)  Kimia
I . Produk hasil karet
m) Minyak Nabati
1) Keramik dan gelas
0) Copper Cathode
3) Disepakati pula pembentukan satu dewan (Council)
tingkat Menteri  dengan tugas mengkoordinasikan,
mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan CEPT dan

membantu AEM dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan

o B Lo oo o e e FA e 1 A o I

pelaksanaan-CEPT Badan-ini-beranggotakan--orang-wakil
senior dari masing-masing negara ASEAN dan Sekretaris
Jenderal ASEAN. Sekretariat ASEAN memberikan
dukungan Adminstrasi bagi kelancaran pelaksanaan tugas
badan tersebut.

4) Skema CEPT ini mulai efektif berlaku sejak 1
Januari 1993,




. AFTA Dalam Era Globalisasi.

- -'.Sekarang 1n1 kawasan 1tu d1kategonkan da]am 4), Mature Market (Pasar_ |
i ':_fyang sudah mapan), Mergmg Market (Pasar yang sedang mengembanﬂkan '

_ ._:.'-dm) dan The Emergence of Growth Market (Pasar yang sedang tumbuh)

e Dewasa 1m Asxa dlsebut The Next Emergmg Market dlmana Asean

' _'adalah baglan mtegralnya yang semuanya scdang tumbuh dengan pesat

::Dalam kOﬂdlSl ekonom: duma yang payah kawasan 1)’11 tumbuh dengan
" baik. leawasan ASEAN Juga terdapat 6(}0 juta penduduk jlka ditambah
ﬁ | penduduk Cma akan menjadz 25% total penduduk duma Df‘ngan demikian
| '-pengembangan AITA memperoleh 4 keuntungan komparauf

P Penduduk, penduduk besar yang terdidik dengan baik akan

memberi ASEAN sumber daya manusia yang terlatlh dan biaya
..yang lebih murah.

b. - Sumber Day sumber daya yang ada di ASEAN ini relatlf

masih ﬂdak terbatas. Yang apabila mampu melakukan konservasi

dengan baik/tercegah kerusakan (tidak mengulang apa yang terjadi

di Barat) maka sumber daya ini akan memberi kekuatan
perkembangan yang relatif lama.

C. Terbuka bagi pengembangan; keuntungan lain dari negara

ASEAN adalan bahwa fiegara-negara itu dalam proses rekonfigurasi

ekonomi mereka, yang cenderung pada kebijakan ekonomi liberal

{pasar bebas).

d. Geografi; posisi ASEAN sangat sentral dalam peta

4, Dr Bemardo Villegas, Private Thoughts on ASEAN, Asia Week, Okt 1992,




- '_'_._'__."_dmnjau dan sudut olobahsam AFTA akan dapat dxpererakan semakm_ ;_

3 __-;?_.-;:posmf dalam mendorong Ia_}u perkembangan ekonomx Asean dalam bentuk e

____'a. e Perusahaan dapat menghemat bxaya produksz kalau mampu -
e _' mengkonsohdamkan produksmya (bahan mentah dan tenaga kega :
yang murah). gy ' AN N\N |
b Kalau hambatan hambatzm yang ada dapat dxtembus semua
usaha akan memﬂdﬂ daya szung yang baﬂc dldalam maupun diluar
'negen : ! '
e N * Industri akan berkembang pesat dzsemua negara untuk
| _ .bersamcr meralh keunggulan komparatif. -
"d_. - Lapangan “kerja akan mf_:_n_mgkat, kesejahteraan akan
meningkat pula (daya beli meningkat).
e. Proses yang lancar akan melahirkan harga yang Dbersaing,
khususnya bila faktor-faktor yang menyebabkan ekonomi biaya
tinggi dapat dihapuskan.

ol A TILT h .
Ei PR Jusa A T lfiu im:nUUiUilg ycugguudﬂ.ﬂ Ud,lid.li

mentah ASEAN menjadi produk kelas dunia,

Jadi sangat nyata dan cukup gamblang, bahwa prospek AFTA dalam
globalisasi cukup baik, karena menawarkan keuntungan nyata bagi
perusahaan asing/investor maupun negara masing-masing Anggota ASEAN.
Masalahnya mungkin, terletak pada kemampuan negara tersebut untuk

menarik investor baru, yang juga harus semakin kompetitif pula.




et 5 Predlksx dan Pengaruh AFTA bavl indonesxa

_ Eksxstensy; AFTA bag1 Indonesxa menvundanw berbagal pendapat yang-:'_';.-
. 'ﬁ-*'}berpolansam pada 2 IBendapat _Pro_(POSmf) dan Contra (negat:ﬂ Hal 1m telj;ach Lo -

e '--Jp_éq__:_' sicrﬁ'KTr ASEAN dx Bali tahun 1977 sewaktu. 1ntegra51 ehonom;j_ L
= :--._d1cetuskan Indones;a secar tegas menentang, karena kondlsl mdustn Indonesxa

- '.:_maszh sangat lemah. Sebenamya ' kOl’idlSl ini _}uoa reiatif sama pada waktu_'

'_Indonesm menenma zdca PTA Bahkan waktu 1dea Integrasz Ekononu ASEAN
: .dﬂemparkan 1ag1 di pertemuan Mamla tahun 1987, Indonesia tetap menyambut
dingin. 6) Slkap mi tex:;adl sampax mendekau hari-hari terakhlr menjelang KTT
- ASEAN ke IV di Singapura. S_egenap_Ang_gD_ta ASEAN tercengang sewaktu
 Indonesia berubah kiblat menerima pemikiran Thailand tentang AFTA, bahkan
mengusulkan konsep Skema CEPT yang meiandasi APTA 1tu.

Sikap Indonesia itu sebenarnya didasari oleh pandangan yang penuh
kecemasan dan kekhawatiran serta kesangsién; "Apakah Indonesia mampu
membanjiri ASEAN dengan produk-produk yang unggul, ataukah kita akan
~ menjadi lahan yang subur buat industri mereka !" Ternyata sebenarnya sikap ini
| juga hidup di Thailand, Philipina dan Malaysia. 7) Mereka juga mencemaskan
pesatnya Industri Indonesia. Dilingkungan industri dan birokrasi kecemasan ini
sangat tajam. Dilingkup Pemerintahan yang dapat melihat secara menyeluruh,
seharusnya kecemasan itu lebih tajam lagi.

Namun berbagai keberhasilan Indonesia mengeksport komodity hasil

manufaktur, telah memberi rasa percaya diri untuk mampu bersaing dipasar dunia

dan ASEAN. Sangat mungkin hal inilah yang melatarbelakangi sikap Indonesia
yang berubah 180 derajat; mau menerima AFTA dan mengusulkan Skema
CEPT. 8)

5 Konsekwensi Statis AFTA, Untung atau Rugi, Kompas, Jakarta 27 April 1992,

6 Kerangka Acuan, Op Cit hal 2.

7. Pelaksanaan AFTA 15 th untuk menghindari proteksi terselubung, Pelita, Jakarta
1 Juli 1992.
8 Kerangka Acuan, Op Cit hal 3,




para ermmpm anw'proteksmmsns tu-pasu__akanmengam hamb __an utama

e 31&1“ bel'?liﬂf, . "APakéh Negara saya__." b

_i ._._:”'.;.dluntungkan ‘7" Padahal ka_lau mereka bena.r—benar mengmgmkan'
e :"terwmudnya AFTA pem1k1ran harus mengazah pada 31kap, "Bagaima.na
' :',:..Supaya ASEAN dapat maju 1". 9) Selama pandangan 1tu ndak bf:rubah
rasanya suht AFTA dapat maju bahkan perundmgan tentang aphka51
- Skema CEP’I‘—pun akan menjadl berbeht-beht
i FaktanyaDekla.rasz Smgapura 1992 telah dltandatanvam dan segenap : o
| ;potens1 ekonom1 Indonesm memanc teiah bergerak menyambumya - "
Pengaruh apa. yang blsa ter;adi » Samua pandangan berpendapat bahwa
'pengaruh posmflah yang akan ter_}adi apablla segenap potenm ekonomi
berpandancan satu; bekerja keras mencapal kemajuan Dalam arti kita dapat
_mencapal_keungguian komparanf dan mampu serta siap bersaing disemua
arena. Dan mempunyai dasar yang kokoh; TESOUTCES dan tenaga kerja yang
terbesar di ASEAN. 10). '
6. Persiapan Indonesia.
Setelah Deklarasi Singapura 1992 ditandatangani para Pemimpin
dibidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (EKUiN) memang bekerja keras
untuk mendorong dan mengugah potensi Indonesia menyambut AFTA,

Usaha ini telah mendorong pihak-pihak yang berpola pikir positif menjadi

merebak, berkembang, bergairah dan optimis. Namun Para Pemimpin itu
meyadari benar bahwa semangat saja tidak cukup. Banyak faktor yang
harus ditata, ditertibkan, didorong, dipacu bahkan bahkan harus dibangun
baru. Pokok-pokok usaha dan persiapan yang dilakukan Indonesia terdiri

9. DR. Djisman Simanjuntak, Pemberlakuan AFTA terlalu lama, Kompas Jakarta 26
Juli 1992,

10.  Konsekwensi dinamis AFTA, mengurai mata rantai ekonomi, Kompas, Jakarta 27
April 1992.




'-.':-'produkm namun Juga yang menyangkut perccpatan pengman L

S pc]ayanan kredzt pertanahan dan sebagamya Pres:den Juga

'mengarahkan agar blda.nv penelman dan nset mendapat
' rhanan khusus ' untuk menmgkatkan daya samg '

. -.Indonema 11)

: '.2) Menten menten bxdang Ekonomi Keuangan dan
.Indusm dan Jajarannya samua aktxf berkampanye dengan
: thcma Pemasya:ra}{atan hasd KTT ASEAN Iv.

_Dﬂaksanakan pen;elasan ini -dari mula; semua Pejabat

- _Pemenntah Pusat dan Daf:rah secara bertahap, bcxgenjang
' 'Juga terhadap semua pengusaha yang dilakukan oleh Pejabat

terkait _dgajarannya. Ly g

3) Mass media, khususnya media cetak, banyak juga
membahas masalah AFTA dan prospeknya. Bahkan harian
KOMPAS secara khusus melakukan Diskusi Panel Ahli

AADA L. I

T lemmenrra I000Y ey
FHESTOT S VIR Aty

Kawasan Pasar Bebas ASEAN 1993-2007. 13) Kegiatan-
kegiatan ini dilaksanakan justru lebih awal dari gegap

TS SN NN B S s A e o
B Y e S A CERE <N ATFRRILCS LA AVAIT el )

11. Perlu persiapan dini hadapi perdagangan bebas ASEAN, AR, Jakarta 6 Februar
1692.

12. Arifin Siregar, Pemasyarakatan Hasil KTT ASEAN 1V Tingkat Eselon I Pusat,
Jakarta 17 Juni 1992,

13.  Diskusi Panel Abli Ekonomi Kompas, Op Cit.




gempitanya Pemenntah meiakukan kampanye Kenyataan 1tu'_- i L

 "__'._3_:_satu_"'gambaran ahwa duma non pememntah Iebm;}_.:' .

i "_.'_':i':QPengertxan terhadap ciuma usaha maUPUfi P emenntah |

._Dengan sentuhan 1tu banyak pih&k segera mengantxmpa&
' :'_'_Namun banyak sektor Pemenntahan yang mungkm udak
.'_;merasa terkzut tetapl sebanarnya erat sekah dengan usaha

e ] .-mendorong la_] unya pencapaian AFTA. M1sainya kebijakan
dibidang perpajakan perijinan bahkan - pertanahan

- -'ﬁ-mcnampakkan dmanuka yang tidak terasa mendorong
'aphkam AFTA Hambatan hambatan birokrasi ini kalau

dapat tertembus pasti akan dapat memacu  kemampuan -

' 'kompemlf Indonesx_a, karena iklim usaha akan menjadi
semakin kondusif sifatnya,
b. Peta Posisi Industri Negara ASEAN/Penurunan Tarif.,

Indonesia memonitor industri ASEAN sejak lama. Utamanya
sejak Indonesia melakukan deregulasi. Secara khusus sejak 1991
Departemen Perindustrian memang  merancang  kebijaksanaan
deregulasi dalam arti memberi kesempatan yang lebih longgar bagi
swasta, khususnya menghadapi Pasca Uruguay Round, APEC, dan
lain-Jain. Kesiapan ini menjadi mantap setelah AFTA dicetuskan,

.terbuktidengan siapn yedndenesia-dengankonsep Skena CEPT:H .

Khusus untuk AFTA kegiatan dipusatkan terhadap Penurunan

Tanf dengan tetap mengamankan pengembangan indusiri yang ada.
Untuk mendukung ini peta posisi industri Negara ASEAN perlu
disimak. Karena dengan peta itu akan bisa terlihat ekspornya,

rencana-rencana pengembangan dan SWOT masing-masing. Peta




- :komputer": Do

o _.:.'4) Phﬂxgm masxh menekankan pada konsohda31 '

3 usaha sementara itu tekst:l dan elektromka muIaJ bersamg '

i _3_5)”'-" Brunel ralatlf ndak mengembangkan mdustn
.;6_)'; _. Indonesm tetap pada pola dasa:r mengembangkan
~ industri yang mempunyal daya samg kuat dalam rangka
'-'...pemanfaatan komodm pmmer sebagai bahan baku untuk
o pengembangan mdustn (manufaktur) |
. dentxﬁkam 1en15~}enls mdustn di Indones;
Agar posxsx Industn Indonesia Ieblh tegas perlu ditetapkan
kategori hasil mdustn yang ada sebagal berikut :
1) Industn yang sudah dimanfaatkan secara luas :
B _quo_dm hasil hutan berupa : kayu
gergajian, kayu lapis, pulp, kertas dan rotan
mentah/setengah jadi.
- Komoditi hasil pertanian seperti : mollase
2) Hasil industri yang dapat dikembangkan, karena

peluang pasarnya cukup luas :

Vnmndrh hmerl  amartomor, oo T VTR 053 b T 0 )

;;;;;;;;;;;;;;; f el it Lt LA s - ANy

Karet, Minyak Atsiri, Mete, Kelapa, Rumput laut,
Ubi kayu, Cassiavera, Panili, Jahe dan Mutiara.
- Komoditi hasil pertambangan berupa : Batu

aji, Emas, Aluminium ingot, Tembaga, Timah,

14y  Bachrum S Harahap , Op Cit hal 6,




Komodm hasﬂ pertaman berupa Paladan o

s Komodm hasﬁ pertambangan Nikel
_ CRmcnan lenvkap ada pada lamplra.n)
| d. Infra Struktur '_ | -
Dalam suatu penjeiasan didepan lepman ABRI di TAPOS o
. 15) Pres1den _ Soeharto merxandaskan bahwa . momentum |
_pembangunan menu_;u pamantapan kerangka landasan itu harus
--terja_ga Qengan bal}g_._. Setelah -Pﬁmban_gunan gegap gempita dan arus
- iﬁve_st_a_si luaf membanjiri Indonesia, .kita sadarkan bahwa prasarana
_ _iistﬁk, ”'I‘e_le.l;:omurll_ikasi dan pelabuhan _beiu_m memadai. Belum
menunjang dan masih harus dibengun, Kalau modal harus pinjam
ini akan rﬁenyulitkéh dan akan texjac.l.i _sepeﬁi Mexico dan Brazillia.
Untuk itu swasta diberi kesempatan luas untuk berpartisipasi
membangun infrastruktur tersebut. Keadaan ini memang lalu
menurunkan laju pembangunan. Namun cara ini adalah jalan terbaik
agar pembangunan tetap jalan, namun beban hutang tidak meningkat

dan memberatkan generas tang. Dalam kon

sulit dibidang usaha ini, Indonesia masih mampu tumbuh dengan
angka 6 %. Tentu ini satu prestasi tersendiri.
e. Penurunan Tarif.

Indonesia sebagai pencetus idea Skema CEPT jelas harus

15. Pembangunan Terus dipacu, Kompas, Jakarta 10 Agustus 1992,




| 1) ._._Industn yang punya:_':_ aya smng' kuat Produknya"r'

B '_.-diturunkan sanpnya dengan cepat untuk mencapaa 0-5 ...

e 2) Industn yang potenmal produknya akan dlturunkan _

:-tanpnya dalam waktu 8 tahun untuk mencapa_x 20 %
3) Untuk kemudlan produk tersebut akan d1turur1kan
:tanpnya dalam 7 tahun untuk mencapal 0- 5 %.
= -'Agar produk-produk yang d1turur;kan tanpnya benar- benar

'_'kompeutlp, maka tanp dan bahan baku ‘bahan penolong maupun
'spare parisnya, tidak boleh meiebml tarip produk akhirnya, Sedang

produk~produk yang sensmp sc:pertl sedan, industri gula dan

-keiompok industr kecil sepern produk pacul, linggis, sekop dan

lain-lain akan dimasukkan dalam exclusive list. Langkah ini yang
dimaksud dengan kata; mengamankan diatas.
Pos tarif yang telah didiskusikan semuanya ada 9.298. 16) dengan

rincian data sebagai berikut :

i6.

Tarip sejumlah Produk akan ditorunkan bertahap, Merdeksa, Jakarta 5 Februari

1992. Risalah serupa dimnat pada Pelita, The Jakarta Post, AB, Kompas. Bachrum $ Harahap,

Op Cit hal 8.
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13,54
0,47

60 3 _.8. = ™

100 \5p Y 0,56 > 0,80

200 13 0,15

WYY 0.298 100,00

f. . Kegiatan Indusit
Arah kegiatan industri adalah; meningkatkan  dan

mengembangkan apa yang telah kita capai dan membangun
industri-industri baru agar industri Indonesia lebih kompetitif. Bagi
Indonesia, dalam posisi industri seperti sekarang ini, sangat wajar
kalau pelaksanaan AFTA didudukkan sebagai suatu tantangan yang
pdsitif dan bukan ancaman yang menakutkan.

Arah peningkatan pada hakekatnya berupa : 17)
)] Mendidik agar semua industri makin kompetitip.
2) Mendorong meningkatkan daya saing.
3} Mendorong agar pen'gusaha memanfaatkan pasar

ASEAN sebagai pasar domistik,

17.

Harahap Bachrum S, Op Cit hal 9.




giatari 1tu, banyak..Asosmm Industn dan""“ 5

perusahaan manufaktur menyatakan teIah s;ap menyambut CEPT -

e -dan AF’I‘A Yang menyatakan a.ntara lam

: 'Tekstﬂ dan _'QI'OdlIk teksul Indonesna 51ap bersamg dlpasaran bebas

8 .-.ASEAN Surphls perdagangan tekstli dan produk tekstil intra

) IASEAN telah dmlkmati Indonesm seiarna 1m cukup membuktikan

. __‘bahwa tekstﬂ Indonesm mempunyal daya salng yang kuat. 1Ini

' _dmyatakan olah 11' Chamroel Djafri - Wakﬂ Ketua Umum Asosiasi
Perte.ksnlan Indonesxa (APD). 18)

Produksi B;}lh Plast;k Indonesia siap memaéuk_i AFTA, karena

'_ sejak 198,8 koih_oﬁiti itu telah memasuki pasaran dunia. Ini

diucapkan oleh Yanto Sudhiantoro - Direktur Pemasaran PT.
U_n_ipack_Plasindo Corp. Sekarang ini produksi mencapai 4.000 Ton

“dan siap dikembangkan menjadi 8.000 Ton/tahun. 19)

Komoditi Aneka Industri Siap memasuki AFTA, baik produksi
harga, maupun mutu, kita sudah siap; ini dikatakan oleh Ir.
Soesanto Sahardjo Direktur Jenderal Aneka Industri 20), yang
menyatakan pula bahwa Aneka Industri siap menurunkan 77 % tarip
2.300 jenis komoditi sampal 5-0 % dalam waktu singkat. Kesiapan

perusanaan-perusanaan dibawan Xoordinasi DirekKtur Jenderal

Industri Mesin Logam Dasar dan Elektronika, dinyatakan sudah

18.

1992

15,
20,

Tekstil RI siap bersaing di Pasar Bebas Asean, Kompas, Jakarta, 27 Feruari

Produk Bijih Plastik Siap Masuki AFTA, Pelita, Jakarta, 27 Pebruari 1992,
Komoditi Aneka Industri Siap Masuki AFTA, Suara Pembaharuan dan Bisnis

Indonesia, Jakarta, 29 Februari 1992




- }.:.maksxmal 21) Elektromka dan mesm mesm besar sudah map_::_-"_':_ .

' '.__bersama dan blsa dlandalkan

_Ramh dan bebf:rapa Cenchklawan 22) Pendapat ini menurunkan

' '_ __samangat bersamg, walaupun banyak plhak membenarkan dan_

- _'_mernperkuat pendapat tersebut Namun semua sependapat bahwa

___"Indonesxa akan benar-benar saap apabﬂa 23)

b Keiancaran penyedlaan bahan baku dapat ditingkatkan baik

; _dan dalam negen maupun 1mport _
2) Penguasaan teknologx rnampu dlkembangkan dengan cepat,
khususnya. _yang _meny_angkut_ rancang bangun, rekayasa sehingga
benar-benar Indonesia terhindar dari ketergantungan dari pihak luar.
3) Penguasaan pasar dapat ditingkatkan agar Indonesia mampu
menguasai pangsa yang luas dan kuat didunia Internasional -
khususnya ASEAN.
4) Daya saing dapat dztmgkatk_n secara optimal.

Hal-hal itu harus secara cepat diwujudkan, karena disamping
negara ASEAN, Indonesia juga harus menghadapi RRC, Taiwan,
Hongkong dan kekuatan yang sedang tumbuh; Vietnam.

g. Kesatuan Sikap ASEAN
Wapres SUDHARMONO, mengantisipasi dengan cepat

melakukan pengkajian. Porsi terbesar dari pembahasan pada
pertemuan yang dilakukan di Indonesia tanggal 18 Juli 1992 adalah

21. Banyak Pengusaha Nasional Inginkan AFTA Dipercepat, Suara Karva, Jakarta,
30 Maret 1992,

22. Hartarto : Kampungan jika kita belum Pelajari Peluang AFTA, Suara Karva,
Jakaria 26 Nopember 1992,

23, Sampai sa’at ini sudah 127 Komoditi Elektronika masuk AFTA, Business News,

Jakarta, 1 April 1992,

Lo Pemuka Thaﬂand'._ yang 1kut membmiam AFTA Norongchaz .' ' |
_-_Akrasance menyatakan ; ahwa Indonesxa beium meiakukan studl_._:';_- r
| E-'}'E;yang cermat dan seﬁus .-balk'terhad:ip. barang' yang akari_idltﬁrunkan??f-;:-.
.j':’.';gmaupun penguasaan Pasar Pemyataanim dldukung oieh Dr. Rlzal R




i yang .Ieblh' Substa.nhp agar kexja sama lebxh mantap )
i 4) Tu_]uan ker_]a sama ada]ah menmgkatnya Keta.hanan Nasmnal
masmg-—masmg negara yang msultantcnya adaiah Ketahanan ASEAN
: "':.5::"55) Nega:a-nega:a ASEAN mempunym kcpentmgan yang sama

Ny cenderung menempuh strategi yang sama. (onentam ekspor), dengan
. ' __komodm yang hamplr sama Hendaknya Lesamaam}cesamaan itu ﬁdak
i 3memparlemah satu derxgan yang lam tetapx dapat dxkonso]zdamkan

:ﬁmenjadz }cekuatan ASEAN ' '

== 6): '_ Untuk 1tu sangat pentmn d1bma komumkam dan tukar menukar

- __-:mformam dan pengalamzm untuk memupuk pengeman dalam membma
kelja sama yang menguntungkan semua pihak. |
Kerja sama ini rupanya disadari Juga oleh keluarga besar ASEAN.

Terbukti dengan terbinanya berbagai komisi kerja sama, misalnya Komisi

Bersama RI - Thailand yang ditindak lanjuti dengan investasi-investasi

patungan (Proyek pabrik Kain Ban).

" Dari data yang ada, memang Thajland harus merasa lebih khawatir

menghadapi AFTA,- karena banyak industrinya yang perlu dilindungi.

Karenanya Thailand walaupun bertindak sebagai pencetus AFTA namun

24, Wapres " AFTA barus dipersiapkan secara matang, Kompas 4 Juli 1992 diikuti
dengan; Wapres : Dunia Usaha ASEAN agar hindari. Menajamnya Persaingan, Kompas 17 Juli
1992. Risalah serupa disajikan Pelita, AB, Media, The Jakarta Post, tanggal 17 Juli 1992.




berusaha menghambat pelaksanaan AFI‘A 25) Indonema udak Sepals.at--z_.:'_ i
dengan hal 1tu Demﬂqan .puia Ma]ays;a 26) it

| _Dan_ ura.ian tentang:AFTA secara keseiuruhan }elaslah bahwa""

Ei ekonOxmnya teiah d:arahkan pada kesxapan meﬂghadﬁ?i AFTA

B, SEKTOR PBMERINTAHAN DAN SEKTOR SWASTA DI INDONESIA

: 1 | Lmtasan Selarah

- Masa pengagahan Belanda selama 350 tahun, Indonesia secara
ekonomls hanya merupakan sap1 perahan dari penjajah baﬂc terhadap
tanahnya maupun pada masyarakamya Walaupun pada masa merajelang

_ kerun_tuhannya Pemerintah .Be}anda berusaha "Membalas Budi” dengan
melakukan berbagai pembang'unan khususnya dibidang pendidikan,
namun secara faktual dapat dibuktikan bahwa fungsi sapi perah bagi
keuntungan penjajah tidak pernah berubah.

Sewaktu pemerintahan Belanda runtuh oleh serbuan Bala tentara
Jepang, Indonesia yang secara ekonomis sangat lemah tetap diexploitir olelh
penjajah baru secara lebih intensip. Sehingga pada waktu Jepang menyerah
pada sekutu dan Indonesia memproklamasikan dirinya sebagai Negara
Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, praktis tidak memiliki apa-apa
kecuali semangat dan tekad untuk merdeka,

Sejarah Indonesia kemudian selalu dihiasi dengan peguangan physik

untuk mempertahankan kemerdekaan Baru sejak 1950, Repubhk Indonesia

25, Thailand berusaha perlambat AFTA, Pelita, Jakarta 29 April 1992 Berita serupa
disajikan Bisnis Indonesia harl yang sama.
26. Malaysia Tolak Tawaran Thailand Perlambat AFTA, Pelita 30 April 1992,
Berita yang sama oleh The Jakarta Post, Bisnis Indonesia, hari yang sama.
27. AFTA buat Indonesia, Suatu Langkah Tanpa Jalan Mundur, Kompas, Jakarta
" 27 April 1992.




R : pohns ltulah',-'. Premden SOIZI‘LARNO_""'
- E'mencanangkan Deknt ___-Presden o Juh 1959 dimana RI kembali
'menggunakan UUD 1945 sebaom dasar newara Sejak 1tula}1 Pemenntahan', = -

= '_'._;'men_;ad1 relatxf stabﬂ dan secara berangsur—angsur masa}ah ekonoml'

- ﬁ'tertangam dan pada 1962 dxcananokan Poia Pembangunan Semesta Karena
ronvrongan Komumsme dengan PKInya., tmk berat pemenntahan tetap pada _
| "masaiah polms Pfoblema ini beﬂmlmmam pada pf:nlberomakan G308
- _ 'PKI pada tanggal 30 September 1965. Goncangan ini menandal Ialumya
Orde Baru Orde yang secaxa murm dan konsekwen mgm melaksanakan

| Pancasﬂa dan UUD ’45 dengan murm dan konsekwen

: Kond131 ekonoml pada awal pemenmahan orde baru sangat parah
ditanda.x dengan 1nﬂa31 yang sangat tinggi sebesar 650% dalam setahun. In

come percapita sangat rendah dengan data sebagai berikut : 28)

28. Orde Baru Dalam Angka, Hasil-hasil PIPT I, Sekretariat Jenderal DPP Golkar,
Jkarta Mei 1992, Inflasi : bal 12, Income Percapita : hal 11, Pengeluaran rata-raia Perkapita
sebulan : hal 14, Pertumbuhan Industri : hal 9, Pertumbuban Ekonomi, hal 7.




il INCOME
| PERCAPITA
| RIBUAN.Rp.).

':PEFNGELUARAN ! PER'IUMBUHAN

[om | 67 13 | s |68 | 7.8
L Fe o S Ryt
1991 | 95 1083 30271 | 1007 [ 68

_ Anoka-angka 1tu secara. gamblanv melulaskan sejarah perekonomian
Indonesm Income perkaplta misalnya menmgkat mencolok darl Rp.
20.000,0 (1969) menjadx Rp. 1.308.000,- (1991) yang berarti meningkat
51 kali lipat. Kemampuan déya beli rakyat juga tergambar dari pengeluaran

tiap bulan yang meningkat 22 kali lipat. Angka inflasi, pertumbuhan
_ mdusm dan pertumbuhan ekonomi sckahgus gambaran usaha orde baru
dalam mengangkat potensi ekonoml Indonesia.

Diawal pemerintahan Orde Baru, sewakiu pembangunan Nasional
digerakkan lebih dinamis, Pemerintah RI bertindak tidak sekedar
melaksanakan pemerintahan umum, tetapi juga bertindak sebagai pemimpin
dan melaksanakan tugas yang luas spektrumnya, termasuk tugas-tugas yang

dinegara maju disebut tugas "Non Public". Hal ini kiranya bisa dipahami

karena pada masa itu potensi bangsa sangat terbatas dan sumber daya baik
berupa asset nyata, modal maupun sumber daya manusia terpusat disektor
pemerintahan. 29).

Pada waktu itu sektor swasta didorong untuk tumbuh, yang

29, Ir Sarwono Kusumaatmaja, Public-Private participation, Sambutan pada Seminar
IMC, Jakarta 5 September 1992, hal 3,




G ;._':'__'_-mengembangkan mzs:anp. dan prakarsa masyarakat (baca

o _._:;_'_'pembangunan Naswnal:

'_:_'_..-:.-':_'pertumbuhannya uga" memcrlukah_' “duktmgan pemenntah_ Jauh dan '

| 2. Pertumbuhan Sektor Swasta

Tumbuhnya sektor swasta selama Orde Baru bercm gradual pada .

. awalnya Dxmulzu dengan hadimya perusahaan~perusahaan swasta yang
..'bergerak dlbxdang konstruk51 dan “contracmg" dnkutl dengan pemsahaan
patungan dengan swasta as:mg dan hachmya Bankvbank asmg di Jakarta
' 'semua 1tu merupakan embno yang melah:rkan manager dan pengusaha
'--I{ndonesza saat 1n1, dlsampmg memang pengusaha yang telah ada sejak
- dahulu yang Jumlahnya tidak banyak, yang kala itu maSIh marjinal ruang
hngkupnya Pengusaha Swasta pada saat itu ber51fat "hit and run"
| beberapa berkuahtas tokoh sektor non formal, tetapi juga orang-orang yang
- memulai b;snzsnya denvan 1139:151 Pemerintah. > 4
Munculnya sektor swasta dengan pesat adalah sejak dikeluarkannya
serentetan kebijaksanaan yang disebut deregulasi dan debirokratisasi
dibidang ekonomi sejak tahun 1983. Hal ini ditempuh karena tantangan
pembangunéh semakin meninggi, sedang sektor Pemerintah memperlihatkan

gejala jenuh tugas padahal dituntut untuk meningkatkan daya saing Bangsa.

T sy Iy orbye e s Yom wdakbe

swasta) dalam.'.__._-.: - o

Pt m.C’.ﬁya (ERSI U Le iRy HEETRBEENan dii‘:crﬂ(&ﬁ puda 3 wa..:»ta ikt dd})di
berkembang dan mendampingi sektor Pemerintah dalam mengangkat

potensi ekonomi bangsa.

Jadi tumbuh dan berkembangnya sektor swasta ini harus terjadi,

30. GBHN, Departemen Penerangan Rl, jakarta 1973, hal 20,




:'Hal 1tu d1tuntut--.-karena dawasa ni '_ktor swa:sta sudah harus

'-.i’d1kedepankan mengmgat pertumb han: ekonomx lebxh beronentas1 pada._" - |

R :..-'::PF..LSEI“ dlmana dlharapkan -_ ektor wasta leblh mampu berkembang tanpa AN

":.'_f-submdl dan protek51 Pemenniﬂh-__

e "'Pemenntah secara keseluruhan dapat dzdaya gunakan secam 0pt1mal

_ Sektor swasta yang telah dlben peran leblh luas 1tu perlu.
""':".mengant;szpasx sxiuasx pasar dengan lebzh cermat dan tanggap, untuk itu
- _perlu meiakukan pengkapan agar pnontas dalam mermhh mvestam dapat N |
i __dllakukan dengan cara yang tepat khususnya d1 saat Pemcnntah juga

pengeloiaan unhtas pubhk hanya dﬂaksanakan oleh Pemenntah Tetapi
‘sekarang swa_s__ta_ telah melihatnya sebagai investasi yang cukup layak
* dikelola oleh swasta. Urbanisasi dan kehidupan modern mendorong

berbaval bemuk pelayanan didaarai] perkotaan

_:___gan demlklan sektor swasta dan

Beberapa xonsep kxebyakan Pemenntah yang berorientas: uniuk
menarik swasta dalam mob1115a31 dan pendayagunaan assets negara berupa
 kiat-kiat : '

a. Kerjasama swasta  dengan lembaga Pemerintah, dalam
bentuk swasta dapat diberikan sebagian atau seluruh kewenangan

yang ada pada pemerintah untuk menjalankan fungsi pelayanannya.




i Con[()hn}’a

B Swasta - diberi pehmpaha.n penyedzaan Jalan';.f:.':

s .'hngkungan _]alan tei dan lam-lam _

4 Swasta d1ber1 kewenangan dalam penyelenggaraan )

= :.'angkutan umum (daratvlaut-udara) : o
5 Swasta diben kewenanvan konse& kehutanan,

..pertambangan }aut dan lmn~lam

S b; = -...Kega sama Swasta den?a.n BUMN/D sebagal pengeloia
sebag:an kekayaan negafa yang telah dipisahka.n BUMN/D dapat

melakukan kezgasama secara bersama»sama atau diberi kewenangan

-kontrak kerja. dalam gangka waktu tertentu Contohnya

HL Produksn energl listrik dapat dltempuh dengan BOI,
‘BOO atau BOL dengan PLN.,

2) .. Produksi air baku atau air bersib dapat dilakukan
secara kon._sesi atau kerja sama dengan PDAM.

3 Perkembangan dan peroperasian jalan tol dapat
dikerjakan bersama antara swasta dengan PT Jasa Marga.
4) Konsesi penambangan Batu Bara antara Swasta
dengan PT Bukit Asam.

Masih-sangatbanyak - contoh=contoh " yang dapat
diketengahkan namun contoh-contoh ini rasanya sudah cukup
mewakili.

ch Pemanfaatan Assets nepara densan cara tukar menukar

(ruilslag). Banyak assets negara yang. secara ekonomis tidak
didayagunakan secara optimal, padahal dilain pihak pemerintah

masih  membutuhkan assets yang memadai dalam rangka




."'."merug1 dan perlu subsxch, setelah dxpegang SWESta pelayanan_

_ ":--membalk dan mendatangkan keuntungan Hal 1n1 belum menyentuh_ .'
A f'_.para birokrat untuk melakuka_n pendalaman agar tanpa dikelola
. }}"'3-:_;:-'swasta usaha Pemenmah 1tu Juga proﬁtable NN
Ry :'3_{-'_' _.""Sektor Pemenntahan d1 Indone51a e
' _.a.:':'__ Umum oy T :
B b Pertumbuhan § _i)_é_.r_ekon_omian: Indonesia . memiliki 2
'karaktensnk 31) e : _.
A -'1) Membenkan hak kepada warga negara,nya untuk

'-memﬂlkl faktor produkm ‘dengan mengawasi dan

mengendahkan faktor produksi yang vital dan strategis.
2) Menerapkan perencanaan ekonomi nasional sebagai
panduan dan dorongan dalam pembangunan ekonomi.

Dalam lintasan segjarah sudah digambarkan betapa pada

awalnya sektor Pemerintah sengat dominan dan bergeser dengan
lebih menampilkan swasta sejak 1983 dengan deregulasi dan
debirokratisasi. Teﬁdapat pertanda bahwa sektor Pemerintah akan
menitik beratkan pada pengendalian dan pengaturan instrumen

ekonomi yang vital dan strategis. Antara lain dengan mengendalikan

31 Dr. JB. Kristiadi, Optimasi Sumber Daya Pembangunan melalui peningkatan
Peran Swasta dalam pengembangan Sektor Publik, makalah seminar, Jakarta 5 September 1992,
hal 5.




i i._:'.-':_::ﬁskai.:.._..moneter dengan hau—han.

L :“'-__'___;-kons1ster_1,' dan sebagamya Deﬁ an langkah_ 1tu d1harapkan akan : '

- '--dan sektor pubixk dalam ekonom1 cukup besar, hal 1tu tezjadl }\arena'-'_ o

- _pada masa yang mdak normal 1tu d;sampmg karena semua snmber KE
' _daya terpusat dlsektor Pemenntah Juga karena tugas tugas berat - ”
-:menghadang da.n xtu hanya dapat d1tangam/d1hadap1 oleh sektor
Pemenntah sepertl 32) ; ' |

N R Pnontas pemebangunan ‘masih dlutamakan pada

B pembar}gunar; sarana “dan prasarana dasar ya_ng dapat :

-dlandalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

2) Dlperlukan mobilisasi dana yang sangat diperlukan
untuk membangun, t_erutama dalam mencari bantuan luar
negeri. Pasti hal ini sulit kalau dilakukan pihak swasta dalam
kondisi ekonomi yang parah.

3)  Diperlukan tindakan-tindakan politis dan juga
keamanan untuk memwujudkan stabilitas namun juga
keseimbangan dan pertumbuhan antar daerah. Unsur ini
sangai penting karena tanpa kondisi diselurvh kawasan, sulit
pertumbuhan dapat dicapai dan ini hanya dapat dilakukan

oleh sekior Pemerintah,

anggaran berimbang yang-.-

32.

Ketiga masalah diatas dilaksanakan oleh Pe'menntah dalam
5 Pelita dengan sangat berhasil yang merupakan modal dasar dalam
peningkatan potensi masyarakat dibidang ekonomi. Sehingga
bidang-bidang yang dulu hanya bisa dilakukan oleh sektor

Pemerintah, dewasa ini beberapa diantaranya sudah bisa dilakukan

Ibid hal 6.




3 :Pemenn'tah_ Pelaksana"'Utamanya adalah BUMN dmngkat Pusat '

- dan BUMD di tingkat Dacrah. Dasar 1deanya - BUMN it.

_';merupakan dukungan Pemenntah pada "pubhc ut111ty" yang: mr]aba e

g .Sehmgga BUMN sabenamya dIdesam untuk udak kompetmp (proﬁt_ _

e ::makmg) dan cara keI]anya paralel dengan blrokra51 Pemermtahan

T '_..-fPermodaIannya sepenuhnya bersandar pada APBN yang dlkelola |

-.'oleh Departemen yano bersangkutan yang berdasarkan pada_

b ', ketentuan IBW/ICW Im terhhat nyata pada peraturan yang

= mendasannya antara lam Inpres No 17/1967 dan UndangnUndang
- No 9/ 1969 d1mana BUMN mempunyai Badan Hukum berbentuk

'."Perusahaan Umum (Pemm) Perusahaan Jawatan (Pexjan) dan_

o ':_Persero dlsampmo Pemsahaa,n negara (PN) dan Pt lama

Namun perkembangan perekonomaan yang d1geloral-.an oleh
Pemenntah berangsur-angsur mendorong BUMN untuk bergeser
orientasinya dan menggiring BUMN melaksanakan tugas memupuk
keuntungan. Pada posisi seperti ini BUMN sering disebut berperan

ganda; baik bertindak sebagai "public service" sekaligus "profit

malonoh Pomarn 1o RLIRADT

~malangse-Banyale- BUMMN-yang-derongan-kearah - profit~making
sangat keras, sehingga memupuk keuntungan menjadi tugas utama
dan public service sama sekali ditinggalkan. BUMN yang seperii
ini seperti diorbitkan/naik pangkat. Ketentuan yang mendasari juga
disiapkan berupa Peraturan Pemerintah (PP) No 3/1983 dan PP No
5/1988, PP No 55/90 yang melahirkan perubahan dengan data
perubahan :




yang dlkenal hanya Perum dan Persaro 2 Peljan yang '
dmbah adalah Pexjan Pegada:aan dan PJKA menjadi_ :
Pemmka |

Ketentuan ketentuan ltu yang mendorong Perum untuk
komerszal dan leblh mengutamakan profit makmg

Leblh Jelas }agl dengan PP No 5/1990 - dlmana ) | 'Z'i._':

| peraturan mx mendesman Persero blsa "g0 pubhc mengual .

sahamnya rne}alm pasar modal

Bagalmana prospek BUMN/D 1tu ‘? Mehhat kecenderungan yang
d1kembangkan_ memberikan mdzk_a.sz bahwa BUMN makin ditekan
untuk memburu keuntungan. Karenanya dia harus dapat bersaing
dengan perusahaan Swasta yang menyangkut produktivitas, efesiensi
dan efektifitas disegala bidang kegiatannya. B_ebgrapa BUMN telah

dikelola dengém béuk oleh Manajer Profesional dan mereka telah
mempunym tolok ukur keberhasilan disegala bidang seperti,
manejemen, pelayanan termasuk keuniungan yang diraihnya.

Senyatalah, BUMN adalah instansi yang beban tugasnya
sangat berat karena dia harus : 33)

o33, Soewidji Widoatmodjo, Peran BUMN dalam Tata Ekonomi Baru, Business
News, IJakarta, 23 Nopermber 1992, hal 3C.




'.""meruglkan asyarakat

N :::"f.:-_jKarena peraﬁ yang beguu, BUMN menurut Dckan Fakultas_

'-:;Ekonoml Umversnas Indonesxa - Prof Dr Wagmno Ismangﬂ

-_ _": "_.'.dlpaniau oleh selxahgus 11 1nstan51 DPR PEMDA Perbankan
'-_'D;rektorat Pesero ero Tata Usaha BUMN di Depa.rtemen Teknis,

-Depaﬁemen Keuangan, Badan - Pengawas Keuangan__ “dan
"--Pembangunan (BPKP), Bakorstanas, \ BPK Dewan
'Komxsans/Pengawas dan Dujen Departemen Tékms
| Pencrawasan memang dxperluhan namun pengawasan yang
terlalu ketat akan _mengura_ngl keluwesa_n_/ﬂexzblhtas usaha yang
| justru-s'ahgat' dipérlﬁkan dalam keglatannya. Sekali lagi Birokrasi
'yang sangat kental - tzdak akan melahirkan daya saing yang kuat.
c. ¥ Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi pada sektor Pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi yang dipacu melalui instrumen
deregulasi dan debirokratisasi dalam spektrum yang luas telah
mampu menajamkan alokasi sumber daya secara lebih efektif dan
efisien serta mampu mendorong swasta untuk berkembang,

Kebijakan penting yang diambil adalah meyangkut bldang

el o on e e o *‘r’s"‘tf ¥

Pereagangan; & Rty @XpOrt---prometion;
dibidang perbankan menyangkut masalah modal, perijinan dalam
penanaman modal dan kemudszhan penanaman modal asing.
Kebijakan juga diarahkan untuk memberi kemudahan sektor swasta
untuk turut menyediakan sarana, prasarana dan pelayanan umum.

Kebijaksanaan itu telah dapat dilaksanakan secara simultan

dan menjangkau berbagai bidang serta dapat mengangkat sektor non




“ ."".:.m1gas men}ad1 andalan ekonom1 nasxonal Kebljakan ity Juga.'

':-'_-berhasﬁ memperluas kesempatan Lexja memngkaikan mdustn :

‘ff’__?-manufactunng, pertaman 1ndsutr1 jasa yang dlbutuhkan sebagal

.'-_.cepat diantlszpam :.:-dengan ba;k karena blI’OkIB.Sl selalu lamban : 
_mengantxsxpasx dan karena 1tu dlpandang perlu dxpertegas dengan _
arahan—arahan yang mtmya adalah '
1) - Momentum ' "_'i_t_u | harus dlmanfaatkan untuk
merampmgkan blrokram dan mempertajam pnontas yang
| ma31h harus dltangam oleh Sektor Pemenntah
) Sektor Pemenntah harus lebih = berorientasi pada
pelayanan (supportmg) dan pada orientasi pada kewenangan
dan kekuasaan (loading).
3) Manajemen Selktor Pemerintah harus lebih efekiif dan
efisien guna mempermudah pelayanan serta memberikan
citra transportasi tidak berliku-liku dan berbelit-belit.
4) Perlu kejelasan dalam pendelegasian kewenangan
ditingkat Pemerintahan yang lebih mudah agar terwujud
penataan dan pengendalian sumber daya yang efekiif dan
efisien secara nasional.,
-~ 5) Dimasa datang masalah penting yang perlu perhatian
sektor Pemerintah adalah; melanjutkan deregulasi sampai

tingkat operasional disemua tingkat dan struktur aparatur, .

memperkuat dan menjamin kepastian dalam mekanisme
deregulasi guna menghapuskan biaya tinggi.
d. Reformasi Sektor Pemerintahan.
Reformasi disektor Pemerintah sebagai konsekuensi logis
dari hasil pembangunan memang harus dilakukan. Dalam

kenyataannya reformasi itu dilakukan dengan mencanangkan




i - karena merekaiah u;ung tombak keberhasﬂan kebgaksanaan 1£u o

: ""’-_:-.pelaksanaan seuap kebljakan Pemenntah yang telah dlganskan |

| -_--Keglatan mlnya adalah B 5, :
: ;1)__ Leb1h benmslat;p dalam menmgkatkan efeknﬁtas dan_
"'_eﬁsmnm segenap aparatur - '_ = 4 .'
_j. :':::_'2_)____;_;_ Menghﬂangkan/memperbalki peraturan -"_._y_ang
| _:dlrasakan berlebxhan/memberatkan masyarakat
- i - Mengurangl campur tangan birokrasi yang tidak
- diperlukan dalam pembangunan ekonomi.
4 chiatanfkegiatan lain  yang mengarah pada

kelancaran pelaksanaan deregulasi.

Deregulésx : Juga harus merambah sektor Badan Usaha Milik
Negara/Daerah. Peranan BUMN/D bisa saja menjadi berkurang,
karena masyarakat sendiri sudah dapat meiakukarmya Hal ini
membawa implikasi bahwa BUMN/D vyang bergerak dalam
pemenuhan public goods dan public services harus memperbaiki
kinerjanya, menjadi lebih berhitung secara bisnis, karena harus

menghadapi persaingan dengan swasta, dan tidak harus bergantung




pada anggaran Pe___enntah dalam mencukupi kebutuhan dmnya : :;:.

: Untuk dapat melakukan pembenahan agar_ mampu bersamg_.'f_.._- TR

e __-perusahaa.n dan bukan pegawzu negen

1 _3)_ Menerapkan struktur pEthaSﬂaﬂ yang komparatlp .
.";'_:dengan sektor swasta B Do _ _
:'-_4) ngkatkan kuahtas sumber daya manusia secara
profésxonal |

'Deblrolﬁ‘atzsam mengarah pada eﬁsxenm dan afeknﬂtas

N buolcra31 Yang sudah tampak nyata adalah pengendahan 3umlah

_-pegawal sudah lebxh ba;k sehm gga pertumbuhannya terkendali.

_l Di_sampmg ity d_apat dike_ndal;kan juga pemenuhan kekurangan
tenaga k.éxja secara silang, antar instansi secara Vertikal, Horizontal
maupun Diagonal.

Kegxatan penyederhanaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan
prosedure kerja jugg_ telah dilakukan. Disini telah dikenal istilah
perampingan birokrasi yang lebih diartikan untuk mempertajam
wewenang/tugas unit organisasi. Tantangan yang harus dihadapi
birokrasi adalah; semakin membaiknya sekior swasta. 35) Mereka
mampu memberikan kesejahteraan yang lebih baik. Sehingga untuk

mencegah menderasnya peralihan tenaga kerja, Sektor Pemerintah

I e, mboamleom  dosrn, o de armeoe Jolils, 1ol

ng’h"’JS EY u.auym ALAEAHUVAAJWA uuja pre v g vy jcul& DUETE Udll\.
Desentralisasi, dimaksudkan sebagai  pendelegasian
wewenang yang mengarah pada usaha untuk mempercepat jalur

pengambilan keputusan ditingkat Daerah.

Jika tak kompetitip jangan terapkan Produksi Hulu hilir, Suara Karya tanggal 27

Kristiadi JB.DR, Op Cit hal 8.; Deregulasi sektor Riil Perlu dilanjutkan, Media
Indonesia 30 Januari 1992.34)

Sarwono Kusumaatmaja , Op Cit hal 7, DR. JB Kristiadi, Ibid hal 7.




_'-"kepad’ ‘masyaralat.

_ i Dengan demlkian seharusnya desentrahsasx i_ harus
: :dipandang Ieblh bersxfat tehms ekonomls dan pada bersxfat pohns ek
_Karena _tolak ukur yang dlpakzu akzm Jauh Iebzh balk dan leblh mn

__penyempumaan' mekanmme da]am-pemeram'pembman peiayanan_": -

Kebljakan Desentrahsas; d1b1dang penmgkaian ekono;m ini

' sedanﬂ da.lam proses pemlklran kamna pola pﬂﬂmya masﬂl bersxfat _

POhUS : T - _
- Daﬂ uraian tentang pembenahan sektor Pemermtahan itu
dapat dlSlmpulkan adanya pergeseran-pergeseran dan penyusutan

peran.Pe_mf_:_nntah m_elalux deregulasi _dan debirokrasi. Pergeseran

: .-ir_ii_juga_.-méngﬁmskan dilakukannya kegiatan pembenahan dalam

spektrum yang luas dan rumit. -Pergeseran dan penyusutan peran

Pemerintah itu dapat dilakukan seluas apapun, asal Pemerintah
tetap dapat mengendalikan arah kebijakan agar tetap pada tujuan
utama Pembangunan 36), selalu berpedoman pada pertumbuhan,

pemerataan dan stabilitas sebagaimana tfertuang pada Trilogi

Pembangunan,

36.

GBHN, Op Cit hal 22.




: BAB I}I
I\rﬁETODE PENELITIAN

. 'membawa maJu dan mundumya dunla usaha ch Indones:a menghadap1 duma usaha

o sesama negara ASEAN Setelah memahaml duma usaha Indonesxa harus

_mcngmtung secara ccrmat "SWOT"-hya Dengan perhltungan itn dia akan sadar
-akan ekmstensx dn’mya untuk kemudzan secara pasu dapat menentukan arah yang

; "akan dltempuh dan sakahgus memlhk: bekal yang cukup untuk menentukan strategi
. ‘dan takuk pengembangan usahanya dalam memperkuat daya szung Indonesia. Pola
- ‘pikir dan poia bertmda.k serta bersﬂcap SEpBIt‘l ini harus dimiliki oleh segenap dunia
.usaha dan pelaku ekonomi Indonesia. Pola pikir dan bertindak seperti ini pada
awalnya memang harus dibentuk dan dipaca oleh para penentu/pengambil
kebijaksanaan. Karena pola pikir itu harus benar-benar terarah dan dilandasi idea-

idea positif yang mampu mewadahi segenap aspirasi yang hidup didunia usaha

- Indonesia. Lebih dari itu, semuanya nanti harus mampu memperkirakan jenis-jenis

ancaman yang akan dihadapi sekaligus berserta prinsip-prinsip pemecahannya.
Untuk menemukan idea-idea positif itu perlu dilakukan penelitian yang hasilnya
dapat melahirkan jawaban konkrit atas pertanyaan-pertanyaan sebagai
berikut :

1. Seberapa jauhkah dunia usaha memahami eksistensi AFTA dan

seberapa jauhnya juga mereka mempersiapkan diri 7.

'Pemahaman terhadap makna AFTA adalah kunm pokok yang akan

2. Apakah AFTA dapat mendoreng laju pertumbuban ekonomi
Indonesia, ataukah sebaliknya akan membawa kemunduran ?.

3. Bagaimana perkiraan pengaruh AFTA terhadap sekior produksi,
perdagangan, invesiasi dan penggunaan teknologi ?.-

4. Seberapa pemuka/pemimpin telah mencanangkan bahwa; kita harus
siap menghadapi AFTA. Kesiapan yang bagaimanakah yang seharusnya

diwujudkan  baik  dibidang  menajemen  perusahaan  ataupun




1nd1v1du para manajer ‘7

T 5 Menghadapl AFTA banyak dxkupas perlunya para pengusaha S

' ”_'_:_".pendapat m1 bag1 pengusaha Indonema yang terkalt dengan AFTA
' -_-7_. : AFTA yang bermakna globahsasz duma usaha ASEAN ma31h harus

'._._menghadap1 globahsa51 duma Apa perwa:uhnya bag1 duma usaha_

' di Indone31a'7 ' B _ _ _ e
| - 8.- Seberapa _;auhkah duma usaha d1 Indonesxa mengenal segala aspek

- dan prospek duma usaha ASEAN ? Mengenal duma usaha ASEAN harus

berarti dan dapat menetapkan jawaban atas peﬂanyaan-ptrianyaan
' a. Faktornfaktor kunci apakah yang diperkirakan potensial
untuk mengangkat dunia usaha Indonesia 7.

b. Faktor-faktor pendukung apakah yang berdaya saing
. tinggi 7.
c. = Bagaimanakah caranya untuk dapat menarik investasi
baru 7.
d. Sektor apakah yang cepat berkembang, yang harus
dikembangkan dan bagaimana perannya pada daya saing Indonesia
dt ASEAN 7.
€. Keunggulan usaha dibidang "Non Oil Manufacturing”
diharapkan sebagai sumber pertumbuhan. Hambatan dan peluang

apakah vang. ada, untuk . dapat diinnggu]angi dan. dimanfaastian

dengan baik 7.

B. EKSISTENSI SEKTOR PEMERINTAH DAN SEKTOR SWASTA DI
INDONESIA

Pelaku ekonomi di Indonesia yang diharapkan dapat mendukung daya saing

Indonesia dalam pelaksanaan AFTA pada dasarnya hanya terdiri dari sektor




| '_'.7__Sektor Swasta dewasa ni g

e 2 Apal\ah perbedaan»perbedaan mendasar dan kedua. sektor uu daiam
| :-.-:-_berbaom aspek sepern managenal produkuﬁtas poten31 berkembang dan :
""‘sebagamya‘? 5 A il | '. .
3 Apakah pengaruh perbedaan 1tu dalarn duma usaha Idxususnya
. "menghadapl pelaksanaan AFTA '? BN A
4, _ Kedua sektor 1tu secara pasn adalah pendukung daya samv Indonesxa
. dalam pelaksanaan AFTA Hai-—hal apaLah yang. harus dﬂakukan dalam
: kurun waktu %5\ tahun mendatang, agar kedua sel{tor itu dapat membenkan
B konmbusz posmf da}am pengembangan daya samg Indonesia 7.

;_:5. Banyak yang mcmperklrakan bahwa sektor Swasta akan berperan

lebih b_e_sa_r _Idea _Swas_tamsasz dalam memimpin proyek yang kompetitif
dimasa .datang. Apakah peiz'kiraan ini benar 7.

6. Beberapa BUMN dewasa ini berkembang kearah komersial penuh,
melahirkan produk-produk berteknologi tinggi dan dilola dengan
manajemen yang canggih. Pertanyaan yang timbul adalah :

: Bagalmanakah penmbangan kekuatan antara sektor Pemenntah dan e i

a (eiala.apakah.ini.?

b. Bagaimana prospeknya dimasa datang 7.

c. Apakah menambah atau zﬁengur&mgi daya saing diforum
AFTA 7.

7. Apakah makna dan pengertian debirokratisasi dan deregulasi
khususnya dalam menghadapi AFTA 7. Bagaimanakah prospeknya (akan

berkembang atau malahan menyusut) 7.




'j:Daerah L Baga;manakah pengaruhnya pada peiaksanaan AF’I‘A kalau

e -_'-':-_.'_dmngkat Dae.ra.h dak Iancar atau bahkan ndak Jalan sama se_kah_._ rag

gy a.  Faktor-fakior apakah yang dapat 'menghambat pertumbuhaﬁ B

-'kedua sektor 1tu 75 : = TEOR B e e N,
.' b Adakah faktor—faktor ya,ng menyebabkan kedua sektor itu
i -}"bertentangan satu- dengan yang lam sehmgga dapat memperiemah
: daya samw Indonesm 7. o '
'c_. Mungkmkah hal hai itu dapat dlhﬂangkan dmetral:sw 7.

o MENBENTUK SINERGI SEKTOR PEMLRH\ITAH DAN SEKTOR
i '“SWASTA DI INDONESIA
| Se_telah memahami pokok-pokok pikir eksistensi sektor pemerintah dan
sektor swasta dengan beberapa aspek dan prospeknya bahkan potensi
pertentangannya, kiranya perlu diteliti usaha-usaha apa yang dapat melahirkan
. Sinergi dari kedua sektor it‘u.

Mewhjudkan- sihergi antara sektor pemerintah dan sektor swasta di
Indonesia, agar dapat menghadapi persaingan antar sesama negara Asean
dalam rangka AFTA, bukanlah satu hal yang mudah. Sinergi itu sebenarnya akan
tumbuh dan berkembang seirama dengan kebutuhan yang berkembang dilapangan.
Karena para pengambil keputusan hendaknya mampu membentuk suatu situasi yang

kondusip atau membina satu lahan yang subur bagi-pertumbuhan "Sinergetic

:';Bagalmanakah aphka31 derevulam d:m deblrokratlsam dltmgkat__.'

. danmac inya pertumbuhan ey

Effect” antara sektor pemerintah dan sekior swasta.

Karena itu jelas, bahwa sinergi itu akan tumbuh melalui suatu proses yang
rumit, mungkin penuh pertentangan, penuh persaingan yang tajam dan bahkan
mungkin juga perlu pengorbanan yang besar, manakala tidak ada pola pikir
terarah, yang dikendalikan dengan baik agar dapat mencapai tujuan tepat seperti
yang diharapkan.




'.___'_'_'AFrA? o e e Bl e
- _.3 Konchm yang berkembang dxiapangan menggambaxkan bahwa sektor e
E "pemenntah b:f:rkezmban0 kearah swasta (Proﬁt Makmg) sedang sektor'
- _:'_swasta pada penanganan»penanganan fasﬁltas umum (Pubhc U‘uhnes)
' '-_-.-'Djpxhak lzun ada kebutuhan smerg; dalam bentuk "'Pubhc»pnvate
-  ' __Partlmpauon" (pekegaampekeqaan K’IT Non Block) Apa sajakah hentuk~ a
| .:_ 'bentuk smerg1 yang dapat dzkembangkan ‘? '
4, Kaiau smergl 1tu bentuknya adalah sﬂcap kemztraan sektor
pemermtah dan sektor swasta, maka kemnraan yang bagmmanakah yang
‘harus dlcapal untuk memperoleh daya samg yang optimal 17,

3 Usaha usaha yang bagazmanakah yang. .dapat- dﬂaku}can untuk
menumbuh kembangkan sinergi dan kemitraan antara sekior pemerintah dan
sektor swasta 7.

6. Sangat mungkin sinergi ini menembus batas kenegaraan.
Pertanyaannya adalah :

a. Kalau hal ini terjadi, bagaimanakah sikap kita 7.

b Fondoar . nimmee? 1, R [, T,

: - .'Bagalmanakah Pohcy atay. kebljakan pemenniah }”mg dlhai’apka“'-si |
agar smergi 1tu dapat melahzrkan daya samg ungg1 pada pelaksanaan: [k

Kalau-sinergi-begitu-berkembang; apakahprospek yang bisa
terjadi 7.
7. Apakah sinergi dapat melahirkan keunggulan managerial 7.
8. Apakah ada hubungan antara keunggulan managerial dengan
keunggulan produknya, kecanggihan teknologi, ketangguhan pemasaran dan

sebagainya ?.




__-._ilndone&a _

- Dari uraian jtu tersira bahwa, daya saing yang kuat dari produlvpmdukf_}jj_'_"-

imasa. daiﬁﬂg akan _rttimpu pada mdusm yang memanfaatkan dan".'-'- |

4 menghasﬂkan produk taknoiogx tmggl Terwmudnya kebarhasﬂan mdusm yang'_ _

: '.:'-:';'sedemﬂaan 1tu munvkm merupa}an puncak atau kulmma31 smerg1 antara sektor_

: pemenntah dan sektor swasta Indonesxa Pemiklran 1ty per}u dltehti dengaa
'.'__';'.i____mengemukakan pertanyaampertanyaan _ - '
L I Pemanfaatan tekn010g1 imggi pada Industn : :
. Bagalmanakah aspek dan prospek pemanfaatan teknoiocu _
g ;tmggx pada mdustn dl Indone31a'7 ' :
b Pengembangan yang bagazmanakah yang diharapkan serta
“hal- haI apakah yang harus dﬂakukan untuk mewu_;udkan harapan
_.'1tu R AN\ _ '
_ _' P __Industn yang menghasﬂkan produk berteknologi tinggi :
a. Bagaxman_akah asp_ek danprospe_kmdustn yang menghasilkan
produk berteknologi tinggi di Indonesia 7.
b. Apakah pengaruhnya pada pelaksanaan AFTA 7.
C. Bagaimanakah kondisi industri serupa di negara ASEAN
yang lain 7.

d. Apa-pengaruhnya-pada-industri-di-Indenesia- 7.

3. Bagaimana prospek dari Asean Industrial Joint Venture (AJIV) yang
memanfaatkan dan menghasilkan produk berteknologi tinggi 7. Apa
pengaruhmya dimasa datang 7.

4. Bagaimanakah sikap negara Non ASEAN, khususnya negara maju,
menghadapi sikap Indonesia/ASEAN dibidang pemanfaatan teknologi tinggi
ini 7. Apa pengaruhnya pada pelaksanaan AFTA dilihat dari segi




:kepennngan Indonesxa 1.

Kenyataan membuktlkan bahwa pemanfaatan telmologa unggl

. o .': - ékhususnya yang berlmgkui) stratcgl' "'memang nda}c mudah chra,zh bahkan:: N

i b Sudah smpkah ndonesza melaksanakann}’a O IR

G C Apakah negara ASEAN Iam juﬂa melakﬂ}\ﬂnﬂya =

6 Apakah benar bahwa untuk mengembangkan produk teknologi. '_

"_-tmg masyarakat Indones1a harus berkorban S _A__p_a_ bentuk

- Pengoxbanannya '7 Berapa lama harus berkorban g,

B ‘E. :"'PERAN MASYARAKAT

o Suksesnya pelaksanaan AFTA yang terkalt dengan sinergi sektor swasta dan

. _'sektor pemenntah sangat dltentukan Juga oleh dukungan masyarakat Masyarakat
._yang ‘mengerti dan memahaml maksud dan tujuan yang terkandung dalam
pelaksanazn AFTA akan dapat berperan baik, bahkan dapat memberikan

Sumbangan atau kontribusinya yang optimal. Peran ini juga akan membeniuk

~ daya saing kuat produksi Indonesia. Seberapa jauh partisipasi masyarakat ini
' berkembang dan dapat dikembangkan 7. Kiranya perlu pembahasan yang intinya

adalah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan :
i. Apakah masyarakat sudah memahami maksud dan tujuan
pelaksanaan AFTA 7.
2. Apakah peran dan sumbangan masyarakat yang diharapkan agar

dapat mendorong dan memacu keberhasilan Indonesia pada pelaksanaan

AFTA 7.

3. Timbal balik, atac keuntungan apa yang dapat dinikmati oleh
masyarakat 7.

4, Usaha-usaha apa yang perlu dilakukan, agar segenap potensi bangsa
dapat tercurah untuk mencapai keberhasilan optimal dari keikutsertaan

Indonesia pada AFTA 7.




'_ Untuk dapat mcncrgambarkan wu_;ud smergx antara sektor pemeﬂntah dan

i Karena masalah peran masyarakat 1n1 hanya mempakan usaha mcﬂ}pei’kuat" b

[ | smercn

- '-_'dltehn,

: _::pada produk—produk':;:'ar_ cgel 'walaupu_:: ':sesama”_ egara ASEAN maka."daya'_:f_:;:..:: ¢
__samv kuat yang k:lta harapkan tadak akan tercapm e e

maka udak d1iakukan penehnan khusus Sebenamya sangat menank untuk' E If :

DATA YAN G DIPERLUKAN

'- .:"; sektor swasta dengan baﬂc daperlukan beberapa data dan kedua sektor itu dan

k . aphkam keberhasﬂannya dlmasyarakat khususnya dxproyekmkan pada pe]aksanaan

' AFTA.

Pada dasamya data»data yang dxharapkan dlperoleh dari _}awaban~jawaban

dari semua pertanyaan yang telah dluta:akan dlatas Namun untuk mendapatkannya

telah dﬂakukan upaya-upaya :

1. Untuk mengetahui peranan masing-masing sektor dan hubungan tata
cara kerja serta keunggulan- keunggulan yang dimiliki oleh instansi

pemeriniah dan juga perusahaan swasta, diperlukan data-data, yang

'dlpe_role‘_n_ dengan wawancara dan stud1 ‘kasus  instansi terkait.

2. .Untuk mengetahui pengembangan dimasa datang kegiatan yang
sama dilakukan dengan mengumpulkan data-data tentang perencanaan,
koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan-pengawasan yang dilakukan.
3. Untuk dapat mengetahui bobot peran masing-masing
instansi/perusahaan dilakukan observasi ]apangan yang dititik beratkan pada

penglitian tentang -

a. Kegiatan/dinamika yang berlingkup managerial.
b. Tingkat pemanfaatan teknologi.

c. Sumber daya yang dimanfaatkan.

d. Tingkat teknologi dari produk yang dihasilkan.
e. Ketangguhan usaha pemasaran.

f. Daya saing yang dimiliki.

karena sebcnamyaiah peran' masyarakat sangat menentukan keberhasﬂan:{_ FRE




endapat beberapa warga masyarakat.

' CARA PENGUMPULAN DATA

N :':_;2 Agar argumenta51 mémpunj(ax keakuratan yang tmgga, dllakukan o

yang dlperoleh dan beberapa quasnoner

: 3_"f_1--dengan mencan referen51 dan data—-data secunder dlberbaga_l mstanm -

3 Beberapa kesxmpulan d;rumuskan berdasarkan }awaban-}awaban

)

= _4_. L Karena pembahasan keseluruhan tmk beratnya pada permasalahan _
I kwa.htatzp dan ber51fat predlksﬂperk:lraan maka penehtian leblh banyak pada -

' observasx lapangan stuch pustaka

 ANALISADATA - i .
: - Analisa data dilakukan dengan deskriptis analitis dengan memanfaatkan data

| ‘empiris (bersxfat time senes) ymtu dengan mempelajan data yang d:{peroleh untuk

| ""mendapatkan kecenderungan dan kemungkman—kemungkman yang dapat

memperkuat pembahasan antara lain :

1. Meneliti peranan masing-masing instansi/perusahaan dalam
kegiatannya - sehingga diperoleh titik-titik lemah yang dapat mengurangi
daya saing Indonesia dan sebaliknya juga mencari titik-titik kuat yang dapat

mewuiudkna sinerei,

2. Mengukur tingkat keberhasilan dari semua yang terkait, agar dapat
diperhitungkan andilnya dalam memperkuat daya saing dan diperhitungkan
keunggulannya dalam mewujudkan sinergi ditinjau dari segi managerial.

3. Mengukur tingkat pemanfaatan teknologi canggih dalam berproduksi
baik sektor pemerintah maupun sektor swasta dan prospek sinergetic

effectnya.




:-_--yan; dapat memperkua -dajra smng':lndonesm' _
2 .3'::-_.{__3pemasaran akan merupakan sumbangan besar bag1 keberhasﬂan Indonesm_f
"‘._I_.:"-'_dxpelaksanaan AFTA R LTS
g 7 Mengukur opmz publxk yang menyangkut pelaksanan AFTA

:Dzsadan bahwa dan segi. 11mlah akan terdapat banyak kelemahan Namun
telah dmpaya}(zm secara opumai untuk menutup kelcmahan 1tu dengan mencukupi N

persyaratan«persyaratan dasamya

unvgulan d3b1d3ng.'f:".




S : Smgapura pada tan gal 18 Januan 1992 melalul "Smgapore Declaration of A
. '_:‘1992" dan dznyatakan ber]a}cu seJak 1 Ianuan 1993 Bahkan pem1k1rannya '
- sudah dlkembangkan sejak K’I‘T ASEAN I di Bah pada Pcbruan 1976 |

L '_"Proses pengembaﬂwannyapun dnkutl dengan seksama dan RI berpammpasx e

- akuf da]am proses pengembangan ik

Sadar bahwa AFTA itu merupakan arena pargulatan ekononus_

| berhncrkup stratevls malx.a para lepman Negara tcrkmt sudah berusaha
e untuk mengkampanyekan AFTA dengan penuh semangat dan dedikasi 1).
| Kampanye dﬂakukan dengan pen}elasan dan penerangan pada semua pejabat
: eselon I ba;k d1pusat maupun dxdaerah termasuk P1mpman~p1mpman Pelaku

_ ekonorm yang potenmal
Media massa juga melakukan pemberltaan analisa, taJuL dan
- diskusi- _ch;kusz de_n_gan cukup intensip yang melahirkan berbagai pemikiran

dan alternatif yang cukup genca.r.

Yang perlu dipertanyakan adalah;  Apakah masyarakat sudah
memahami ? Apakah masy'arakat dapat memberikan peran, sumbangan dan
partisipasinya seperti yang diharapkan ?. Kalau seandainya belum
mengenai sasaran yang diharapkan; langkah-langkah apakah vang periu

dilakukan agar seluruh potenst Bangsa memberikan dukungan atas
pensuksesan pelaksanaan AFTA, dalam arii pelaksanaan AFTA
dapatmengangkat harkat dan martabat Bangsa khususnyzi dibidang ekonomi
dikawasan ASEAN ini 7.

1. Bahan Kuliah ASEAN FREE TRADE AREA (AFTA), IBMI, Program Studi
MBA-Eksekutip-Batch IV DJ/PTIK, Jakarta 1992, hal 11,




Pemahaman masyarakat

- : Setelah mengalami penyebar iuasan aiau kampanye hampn' seiama Cinin

% = 1 tahun dengan berbagal kegxatan sapertz pubixkasx semmar Ioka karya, .

Masya.rakat yang awam .ter a_ap ] AFT A, o |
b. - Masyarakat yang pemah mendengar tentang AFT A ﬂamUn |

| '..uda}( tahu apa am dan maknanya _ : :
'_ C. Masyaxakat yang, memaham AFTA namun hanya ber31fat |

kuht atau -pokok-pokok plklmya saja
d. -~ -Masyarakat yang berkepentmgan dengan AFTA tetapi

kurang mendalaminya.

e, Masyarakat yang berkepenmﬂan dan mendalami AFTA.

Data akurat tidak bisa disajikan karena tidak dimungkinkan untuk

melakukan penelitian secara seksama. Namun melalui diskusi dengan
berbagai pakar dapat digambarkan bahwa :

a. Sebagian terbesar masyarakat (lebih dari 90 %) tidak
memahami atau awam terhadap AFTA. Bahkan dilingkungan
orang-orang terpelajar {terlebih-lebih yang tidak terpelajar) tidak
memahami AFTA dengan baik. Sisanya, sekitar 10 % masuk
kategori 2 s/d 5.

b. Sebagian terbesar dari 10 % itu termasuk kategori 2, hanya
pernah mendengar tétapi tidak memahami apa arti dan makna
AFTA. Sekitar 80 % dari 10 % masyarakat Indonesia termasuk

kategori ini. Jumlah itu rata-rata dikalangan terpelajar, yang
bersikap malu kalau tidak pernah mendengar AFTA.

c. Kategori ke 3 diperkiakan 10 % dari 10 % masyarakat
Indonesia, yang terdiri kaum terpelajar dan memnandang perlu
memahami kulit dari pengertian AFTA dan mereka terhenti pada
sikap "nice to know" saja, agar predikat keterpelajarannya tidak




- _. kepenhngan tertentu harus sxap menghadap1 AF’I‘A

' :_.dwemakan sejak I tahun yang Ialu Jumlah belum terlalu banyak untuk
= .uupat memben daya dukung yanﬂ tangguh untuk menggelorakan dmamxka
_--_'AFTA Klranya hal 1n1 cukup wajar mengmgat bahwa perja}anan

| belum tersentuh dan merasals.an }angsung eksxstenm AF’I‘A
o 3 . ': deak lanjut

| Dari gambaran itu kiranya peﬂu dilakukan kegiatan yang lebih
intensip, melalui contoh-contoh faktual, sehingga masyarakat melihat atau
merasékan secara riil pelaksanaan AFTA. Dengan contoh aplikatif itu
disert'aj. penjelasan—pehjelasan yang sederhana tetapi efektif, akan menarik

:'.'_'.ﬁekonoml yang e

--.:berkepe__ ngan daﬂ :-'PeﬂgUSBh&pﬁngusaha' tertentu yang harena e

. S . 'j'-'Dan gambaran 1tu terasa bahwa masyarakat belum tergetar dengan BRI e
- -j-[dmamlka APTA yang sudah berlaku se_}ak 1 Januan 1993 ~dan’ sudah ‘

: '_1mpiementa51 AFTA masxh cukup panjang D;sampmg itu masyarakat

masyarakat untuk memahami dan berpartisipasi aktif terhadap implementasi
AFTA. Sebagai suatu contoh; suatu saat mungkin bunga dan buah-buahan
dari Thailand yang dikemas dengan manis akan masuk ke Indonesia dengan
harga yang cukup tinggi. Kita bisa kampanye bahwa materi yang sama
bisa kita hasilkan dan sekaligus mengemasnya dengan lebih menarik,

sehingga kitapun dapat mengekspor ke pasaran ASEAN dan negara lain,




Sedang bagz mereka yang benar—banar mendalaml perlu dxajak serta

e untuk melakukan penyebar luasan haszl pendalamannya 1tu kepada orang _

lam khususnya mereka yang berkepenhngan Ianosung
4 Peran dukungan masyarakat '
Bela_}ar dan sejarah keberhasﬂan menegakkan kemerdekaan yarzv
o kemudlan mela}urkan konscp sxstem Pertahanan dan Keamanan Rakyat
Semesta (SISHANKAMRATA), maka menghadzqn AFTA 1n1pun harus
' _mampu d:cxptakaﬁ s1kap kebersamaan yang kental dari seluruh Iapxsan

' masyarakat khususnya para pa}aku ekonoml > _
Dengan semangat kebersamaan xtu duma pelaku e:konoml Indonesza
(Pemenntah/BUMN/D Kopera31 dan Swasta) dan masyarakat harus
menjadi sebuah perusahaan/mcorporated yang seluruh unsurnya bersatu dan
siap menghadapi persaingan internasional. Secara sosiologis, cultural dan
politis sikap itu dapat disebut pola pikir integralistik, yang telah terbukti
mampu mendukung sistem  Nasional kita. 2) Karena itu perlu

dikembangkan. strategi kehersamaan. ity yang.anfara.lain.berupa.:

Pertama : Dunia usaha tidak harus selalu berorentasi

pada profit saja, tapi dengan penuh kesadaran harus berorientasi

2. Tandri Abeng, Kepemimpinan dan Tantangan pelaku Ekonomi dalam PJPT I,
Ceramsh di Program studi MMA Angkatan III IPR, Bogor 4 Januari 1993, hal 8.




o rnenunjang paﬁumbuhan ekonorm Dengan kata 13.11'1 mana}emen

| ",bxsms Janvan hanya untuk "Sharaholders" saja tetapl Juga untuk —

s “Stakeholders" R berupa keseluruhan 1nst1tu51 yang _terkzut

-'_’berkesmambungan Seharusnyalah yang terton301 bukan hanya
. perluasan wawasan blSﬁlS saja tetapx Juga emka blsms yakm
: penghayatan norma yang dapat dltenma oleh masyaxaluxt bisnis
E tentang apa yang benar dan wajar dan apa yang tidak bena: untuk
dijadikan dasar dalam menggalang }cebersamaan - Dengan cara itu
.euka bisnis 1tu harus pula dihayati dan dﬁa}(sanakan oleh
. masyarakat hngkun_gannya_ termasuk ._orgamsam profem seperti
akuntan, lawyer, notaris dan instansi resmi khususnya birokrasi

pemerintah.

Kedua : . Dukungan birokrasi pemerintahan yang efektif dan
efisien sebagai penentu kebijaksanaan perekonomian juga harus
mantap. Artinya semangat kebersamaan menghadapi AFTA itu juga
harus terwujud dalam efisiensi dan efektifitas pelayanannya.
Debirokratisasi yang selama ini dicanangkan akan memperlihatkan
makna yang nyata; berupa reﬂeksi‘ dari kebersamaan antara

Pemerintah dan kepentingan dunia usaha.

Ketiga : Perlu dibentuknya persepsi yang benar dari

masyarakat tentang bisnis dalam kebersamaan ini. Mereka harus

_ __Pendekatan_ :"Stakeholders“_ mengacu Pada .

memahami bahwa dunia usaha itu bukan kotor, hanya mencari
untung melulu; tetapi bisnis juga untuk meningkatkan kesejahteraan
umum. Persepsi yang keliru tidak akan dapat melahirkan

kebersamaan.

Keempat : Perlu dikembangkan pemahaman para pelaku

ekonomi tentang peran dan fungsinya sesuai dengan spesialisasinya,




- 'pad:_': safu pfirsepSl 78

i -.".:'-Kél'au hai 1tu dapat terwugud kﬂa cukup dasar untuk berbzcara |

o ':_ } tentancr "Indonesm Incorporated" yang eﬁsmns dan dlgeraldstan oleh _

So Pennmpm»pemlmpm Bxsms Profﬁsmnai Dan kond151 1tu akan me:ndm'on0

:"_Indonesxa s;ap menghadap1 AF‘I‘A serta persmngan dan kerjasama global
b yan lam Sebab d1 Indonesxa 1n1 semua mehmpah bzuk seumberdaya alam
o -.maupun seumber daya manusxa Yang beium melimpah adalah 31kap budaya
..kebersamaan yang dmamxs luwes serta orgamsa51 dan mzmajemen yang

= 'memungkmkan semuanya berfung51 secara produktlf efekuf dan efisien.
: '_.Kuanya Londlsi m1 harus d1 Jadlkan sasaran dan provram penmgkatan

) pemahaman masyarakat tentang FavRB PN (hmasa mendatang yang harus

dirurn_uskan secara sistematis, berencana, aphkanf dan konsepsional.

KESIAPAN DUNIA USAHA DI INDONESIA MENGHADAPI AFTA.
1. Desa Global (Global Village).

Kenichi. Ohmae r‘aiqr‘n huk‘uﬂ_:’ra Dupifz szpa Batps

mengisyaratkan bahwa, dewasa ini dan dimasa datang semua kekuatan

~ekonomi didunia ‘ini harus berfikir dengan landasan logika bary; pasar

global. Didalam kondisi perekonomian yang saling mengkait, kelkuatan
ekonomi dunia harus memperhitungkan kekuatan dan strategi yang bersifat
global. Ketidak mampuan sesuatu bangsa mengadopsi dan beradaptasi

pada peradaban ekonomi global akan menyeret ekonomi bangsa itu pada




| :_Kekuatan Pohtlk d1 Indonesaa yang mgm. tetap magu harus mampu meraih' B

: dukungan Ehte Strategls 1tu 4) Pemyataan ifu. sebenarnya pengembangan _
_dan banyak anahsa bahwa kita sedang mcnuju pada sebuah “global
' _vﬂlage dengan tatanan persamgan global yang melahxrkan area
i 'perdagangan bebas dlmana-mana dlpeiosok duma ini. .
Kecendemngan praktek perdagangan bebas itu tzdak mungkin lagi | -
; dlhmdan Karenanya tekanan tekanan terhadap persamgan reglonal dan
'-.1ntema31onal akan semakm ‘nyata, Dampak posmfnya antara lain
memnghat}cnya perdacrangan regmnal dan global. Yang mampu
memanfaatkan kenyataan itu berarti akan memperoleh keuntungan. Karena
itu berarti diperolehnya keunggulan kompetitif secara global, yang wujud
nyatanya adalah peningkatan efisiensi dan efektifitas secara global yang
harus dapat terus dikelola secara konsekuen dan konsisten, penuh kehati-
ha;ian dan kearifan.
Pada dekade terakhir ini ekonomi Indonesia
semakin merasakan betapa bisnis menjadi semakin rumit, semakin sulit dan

meresahkan. Begitu keras tekanan-tekanan dari negara lain penerima

komodity Indonesia, baik berupa tarif, quota dan sebagainya, 5) yang

merupakan identifilasi-baky-dari-tekanan it Tantangan BIsnig-YaRg e

mulanya sederhana dan mudah dipahami, sekarang menjadi suiit dan

3. Kenichi Ohmahe, Dunia Tanpa Batas, Binarupa Aksara, Jakarta 1991 hal.15.
4. Era Pembangunan Ekonomi, Media Indonesia, Jakarta 2 Juli 1992,
5 7 Peti kemas Ikan Tuna dan Udang membusuk dihancurkan (ditolak oleh negara

penerima AS), Kompas dan Pos Kota. 15 Januar 1993,




L Pas' _domesuk Eropa. mxsainya' sekarang sudah menjadi Pasar.
- Bersaina Eropa Negara-negara d}. Amenka Utara tergabung dzﬂam g
'-::_North Amenca .Free Trade Area (NAFTA) Dan d1 ASEAN te}ah |
) __fdlberzakukan AFTA sc}ak 1 Januan 1993, Smgkatnya perubahan duma
.'._l.:'bzsms kearah regxonahsam dan globahsaSI ndak mungkm dihindari, yang
L .semuanya mengukuhkan ketatnya persmngan pasar dmngkat global chsatu
| -:'-pmak da.n kuatnya tankan pembentukan kawasan perdagangan bebas
_dxmhak la.ln Kenyataan 1tu sekahgus juga menggambarkan bahwa "global
; '-vxllage teiah men_]ach kenyataan yang mau tldak mau harus dihadapi oleh
dunia usaha di Indonesia.
2. Kcnchsx unsur bisnis di Indonesia.
Membahas masalah ini penulis bertitik folak dari pendalaman
.:'dﬂapangan dan mancgunakan pisau analisa dari pokok-pokok pikir Kenichi
Ohmae baik yang dikembangkan dalam tulisannya"The Mind of the
Strategist”, terkenal dengan segitiga C yang terdiri dari Company,
Consumers dan Competitor 6) yang dikembangkan dalam Dunia Tanpa
Batas (The Borderless World) dengan tambahan 2 C lagi yakni Country dan
Currency 7). Pemikiran itu diambil karena dalam jangka panjang masih

masih terjadi,

0. Kenichi Ohmae, The Mind of the Strategist, Penguin Books, Mc Graw-Hill, Ine,
Virginia USA, 1982, hal 91,
7. Kenichi Ohmae, Dunia Tanpa Batas, Opcit hal 8,

akan-berlaku-sepanjeng-kondist-"turbolence™ yang mewarnat-durda gl e




pertanyaan ni akan merupakan. am.baran tentang __engaruh_-AFTA- pada--}:_:‘é’.’-'
= Ejl.:'._;'duma usaha ci1 indonesxa ménghadap; pelaksanaan .AFTA 1tu ' 0
e ._'_-'._1) Unsur Company (Perusahaan) :
.. Dalarn pemlklran makro perusahaan atau ccmpany dapat E
e -_lefﬁﬂh oleh pelaku ekonoml yang di . Indonesza terd1r1 dan _
R koperasx swasta dan BUMN Pada Bab 11 telah d131nggung bahwa
= beberapa perusahaan (mewaklh swasta) telah menyatalxan siap
j.-mennhadapi AFTA Namun pamyataan it perlu dlkajl dengan
o penda}aman yang lelh telm karena kenyataannya tidak ses;ap yang
dxgemakan o '
Koperasi ""._Bangu_n_ badan usaha ini memang sesuai
dengain jiwa dan seman.gat kehidupan Bangsa Indonesia seperti yang
dxamanatkan oleh pasal 378 UUD 1945 yang berazas gotong royong -
| kekeiuargaan dan solidaritas tm goi.
Namun dalam pertumbuhan ekonomi nasional, masih merupakan
pelaku ekonomi yang paling lemah. 8) Kelemahan itu ditandai
kenyataan bahwa kegiatan ekonominya belum berskala investasi,
hidupnya banyak mengandalkan uluran tangan dan sebenarnya
masyarakat tidak merasakan kemanfaatan, karena para pengelolanya

tidak-profesional—Karenanya-kemandiriany-efisiensi-dan—tkarakter——

"profit making "nya belum mewarnai dan menjiwai kegiatan sebagai

elaku ekonomi yang handal. Dalam kondisi seperti itu, apabila

8. Dr Suhadi Mangkusuwondo, Dimensi Internal dan Bksternal Kawasan
Perdagangan Bebas ASEAN, pokok-pokok bahasan untuk diskusi, Jakarta 28 Nopember 1991 hat.3,




'_"'jblsms maka .-kcpéras1 akan selalu berada pada posm pelakn'

.:_ekonomz lemah

S ""Dalaxﬁ:f menganahsa peran swasta' perlu tha . =
: '_ '_"_bagi dalam penggolongan“Swas.ta Asmg dan Swasta Nasmnal _ -
| ".Swasta Asmg meraka memang sanwat eﬁsuen mengelola bzsms
e '_.;karena menguasal teknolog1 menerapkan s1stern manajemen dan. |
'.sxstem pemasaran yang canggm Smgkatnya mereka sangat eﬁmen
| untuk pasar dunana umt produksmya berada (domesak) ‘Kecuali

sektor pertambangan mereka suht untak ekspor karena dlberbaczu

.'_nega:a mereka _}uga membangun umt produksmya ‘serupa
j (domesuk) Ada beberapa yang d1p051sxkan untuk ekspor dan
| _ Indonesia dl_]adlkan sebagal pusat produksi. Dalam keadaan seperti
itu mereka hanya memanfaatkan nilai tenaga kerja murah. Sehingga
Indonesia berfungsi sebagai "tukang jahit", sedang bahan baku,
pasar tujuan ekspor dan lain-lain dikendalikan dari pusatnya.
Betépap_uh keadaannya, swasta asing telah mendulung pertumbuhan
ekonomi Indonesia dan merupakan sumber kepemimpinan bisnis
yang patut diperhitungkan di Indonesia dan mereka telah
membertkan pengalaman berorganisasi bisnis secara modern. Dan
merekalah yang paling siap menerjﬁni arena AFTA 9). Swasta

Nasional. Posisinya tidak cukup kuat. Pada masa "sconomic

perputaran usaha yang cukup besar yang menimbulkan "economic

overheated" di tahun 1990-an ini. Begitu diterapkan kebijaksanaan

S Anwar Nasution, Aspek-aspek Internal dan Eksternal Kawasan Perdagangan
ASEAN, Institut Mapajemen Prasetya Mulya, Jakarta 15 Nopember 1991, hal 7.




:_-__":'manajemen keluarga 10) | Da]am'_kenyataan_dﬂa.:::angan' swasta.

o ':‘Nasmnal sebaglan besar tumbuh dan berkembang .atas dorongan_' |

':"'faktor proteksx dan kemudahan-kemudahan dan Pemenntahan

."_Sehmgga sirategx dasarnya memanfaatkan Jasa kekuasaan untuk.. S
'_-.:memperoleh proteksx dan pasa.r melalm lobby dan kedekaian _
__._:pnbadl dengan Pejabat Dalam ekonoxm yang semakm terbuka
' 'maka kemampuan bersamg dan eﬁs1en51 menjadz kunci sukses
o dlmana Iobby dalam am neganf merayu fasﬂuas pada key demsmn
o -makers dan protekm jelas tldak akan menun_}ang Karenanya; tanpa
' _p_erubah_an_ yang _bers__lfat_ mendasar disegala bidang (cara berpikir,
struktur .p_EIIff.l_O_Fi;'c.ﬂaﬂ, ke_giat_an -rnanajerial dll). Swasta nasional

' 'masih sulit untuk sukses menéxjuh_i arena AFTA. . _' :

Dangambaran diatas dapét disimpulkan bahwa swasta
sebagai pelaku .ekdho'mi di Indonesia masih perlu pembenahan yang
mendasar untuk mencapai posisi siap menghadapi AFTA.
BUMN. Kenyataan dilapangan menggambarkan bahwa BUMN
adalah badan. usaha yang paling siap menghadapai AFTA, karena

diamenguasal - kue bisnis™ yang paiing besar dan cukup tang il
dari segi resources seperti tenaga kerja, dana, peluang berbisnis

dalam bentuk penguasaan pasar. Tetapi BUMN mengidap penyakit

10.

Mari E. Pangestu, Bisnis Keluarga Hancur pada Generasi Ketiga, Media Indonesis,

Jakarta 4 Januari 1993,




'BUMN 'memang tidak blsa lepas dan safat blrokrans
-Larena mempakan bagxan dan blrokram '_ Pememntahan

.?Keadaan 1tu mengakxbatkan proses bismsnya mamakan wal{tu ysz»‘r

']ama dan_ berbeht-beht 13)_. Kendala strutural Cind

o menga}abatkan BUMN lamban dalam menghadapl persamgan
."'yang memerlukan dmamlka yano : -tmggl. ~“BUMN yancr ?
dxpommkan monopohstls bila di}epas dzpersamgan bebas
menjadl sarxgat suht canggung dan serba salah, karena sifat
monopohs_hs -sei_al_u t_1da}\. mendukung efisiensi pengelolaan
'us;iha._ BUMN _p:ad.a mulanya mempunyal misi mendinamisasi
pasar dan _éc_ka_]igﬁs ‘berfungsi _-s_i_z_ib_il_i_sator_. ~Dia harus
. merintis :cian m.er'n'uiai - bisnis disektor 'rpﬁblic utilities atauv
sekt_or»sektdr ya.ng tidak tersentuh pelaku ekonomi lain.
Namun dalam perkembangannya misi kepeloporan itu berubah
menjadi “profit making” bahkan tidak jarang berperan sebagai

"generator cash flow". Dengan begitu kerancuan lalu tumbuh dan

11 Tandri Abeng, Op cit, hal 7.

i2. J. Panglaykim, Beberapa Pandangan mengenaiSwastanisasi BUMN, Suara Karya,
Jakarta 24 Fepruari 1986.

13. a. Kristianto Wibisono, Efisiensi BUMN dan swasta, Kompas, Jakarta, 24 Maret

1986; Garuda tetap tidak bisa terlepas dari Birokrasi, Kompas, Jakarta 9 Januari 1993; Sulit naikkan
Gaji Karyawan PT. Pelni karena birokrasi, Kompas, Jakarta 9 Januari 1993,




::_._. dengan kebutuhan duma basms ya.ng dmam:s

B Dalam kaxtan kesmpan BUMN menghadapl A.F'II‘A. -
B "__:;kelemahan dan kendala tersebut periu dllakukan pembcnahan~_ N )

g S '."'_}'pembenahan yanol mendasar sn°atnya Beberapa BUMN
e o 4 .'dﬂmckungan Badan Pengelola Indusm Strategls (BPIS) telah.
-' mennhsnya Juga BUMN sepem Peﬁamma Telkom dan PLN
 Kalau kor}d151 pembenahan dapat merata pada semua BUMN maka
'.:sebagm pelaku ekonomi BUMN akan mcmpunyal kesmp'm yang
;tangguh dalam menghadap1 AFTA [ o y
- . _ Dan pembahasan dxatas maka unsur Company di Indonesia
dalam kesxapannya menghadapal AFTA dapat disimpulkan bahwa
masih banyak kegiatan yang perln dilakukan untuk mendorong para
- pelaku ekonomi pada posist stap menghadapi AFTA. Namun bukan
hal yang pesimistis sifatnya kerena dasar-dasarnya telah tertanam

dengan baik.  Dengan sangat optimistik Menteri Perindustrian

mengatakan, diperkirakan sebagian besar Industri nasional mampu

tinggal landas pada Pelita VI menuju kemandirian Bangsa dan siap

14, Sawiji Widoadmojo, Peran BUMN Dalam Tata Ekonomi Baru Bagian II, Business News
5341, Jakarta 30 Nopember 1992,




_jmenghadap; AFTA 15) Semoga demlklan adanya

b Unsur Cﬁnsumers (pelangﬁan)

Kuant;tas }umiah penduduk Indonesxa dewasa ini, 182 |

. Juta dengan proyek31 pertambahan 21 % senap tahun maka_ |
pada 15 tahun mendatang akan bexjumla.h kurang leblh 240

- juta, 16) dxsertm daya beh yang semahn memngk,at adalah
mempakan pa]anggan yang sangat ung«n daya serapnya
terhadap setxap produk perdagangan Mereka yang mampu
'mcncruasai pasar sebesar 1tu melalui sxstem distribusi yang
.handal akan dapat menguasa; perekonom;an Indonesia, Lahan
.subur itu sampai dewasa 1'n1 belum tergarap dengan baik oleh
pengusaha Indonesia dan sudah menjadi incaran/target dari
pengusaha  ASEAN.  Melihat kenyataan itu  maka
memenangkan persaingan penguasaan pelanggan di ledoneéia
akan  merupakan ' pergu}-atan yang cukup seru dimana
keunggulan kompetitif menentukan kemenangannya.  Seperti
telah dibahas,  keunggulan kompetitip inl kata kuncinya
adalah efisiensi, tehnologi, manajemen dan pemasaran,
Berbicara kuantitas maka masyarakat Indoneéia diposisikan

sebagai obyek, yang singkainya kondisi masyarakat Indonesia

Membahas unsur pelangga.n ds Indonesxa eranya sudah

sebagai pelanggan adalah sangal potensial uniuk digarap
dengan baik.

15. Hartarto, Sambutan Meanteri Perindustrian pada Seminar Akhir Tahun, Institug

Manajemen Prasetya Mulya, Jakarta 28 Nopember 1991.

i6. Emil Salim, Perkembangan Kependudukan Selama PIPT I, Laporan Menteri
Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, pada Sidang Kabinet Terbatas EKUIN, Jakarta 4

Oktober 1892,
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e

Kuahtas Sejak pemeqntahan Orde Baru kuahta‘s Bangsa

"Indonesm memnvkat dengan ta_;am Data __"lengkap tentang:"

) -.: Sekretans Jenderal Dewan P1mpman Pusat "_..Golongan Karya e
| 'Fakta yang iergelar dldalam kehldupan menun;ukkan ha} yanp '

.paralei yang dapat dltampﬂkan denga.n fakta Iegendans

| pembangunan RI sepern semula Indoncsm pengmpsrt beras

: _ierbesa: menjadl mampu berswasembada Inﬂa51 dan 650 % per

tahun menjadx rata«rata dibawzah 10 % dsb Kuahtas ini walaupun

| dxhntrkungan ASEAN masih yang terendah (dmnjau dari income

percapxta) 17y namun klra,nya cukup alasan untuk bersikap optimis
menghadapi perkembangan dan kemajuan ASEAN dengan AFTA.
Optimisme ini tentu harus diikuti dengan kerja keras, kesadaran
penuh dari segenap pemuka masyarakat. Singkatnya dari segi
kualitas Bangsa Indonesia menjanjikan harapan untuk siap
menghadapi AFTA.

Tuntutan. Meningkatnya kualitas selalu diikuti dengan
meningkatnya  tuntutan yang bersifat kualitatip maupun
kuantitatip. Kuantitatip dalam bentuk pemenuhan kebutuhan
yang cukup dan kualitatip da}am bentuk pemenuhan kualitas
komoditi. Dengan selalu meningkatnya daya beli Bangsa

Indonesia, terdapat kecenderungan tuntutan peningkatan

-—-lualitas...ini--mendoerong —sikap--lebil-pereaya-pada-produk-duar -

negeri dan  melecehkan produk dalam negeri. Dan
kecenderungan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah
peningkatan  tuntutan kualitas yang selalu tidak seimbang

dengan kemampuan yang ada. Keadaan sedemikian jelas tidak

17.

Asia Week, Singapore 13 Januari 1993 (diagram 1)




- m ny an.'p rlunya ..memperkok kemandman Bngsa agar .txdak' ;'-:_ L

= : .':rapuh dalam menghadam persamgan

i C Unsur C{}mpetntor (pesamg)

Membahas unsur pesamg k1ranya pf:riu d1bahas kOndlSl .

N - '_secara umum daﬂ masmg masmg Neva.ra ASEAN balk dari segi

" produka rnaupun pasar Kecuah Smgapura dan Brunel Darussalam
_ ’keempat negera ASEAN yang lain memxlﬂq konchsx yang reiaup
_".sempa Smgapura dlkecuahkan karena negara ini. sudah dapat
- dikategonkan negara maju dengan sebutan naga atau macan ASIA
dan disebut pula telah menjadz Negara Industri Baru (New Industnal
Country/NIC). Sedang Brunei dikecualikan karena negara itu
industninya tidak ada walaupun terhitung negara kaya dengan
income perkapita yang cukup tinggi yang diperoleh dari minyak dan

gas bumi.

Keempat negera ASEAN, Indonesia, Malaysia, Thailand dan
Philipina selalu bergulat pada permasalahan yang serupa dibidang
produksi maupun pasar. Namun Indonesia mempunyai titik lemah
yang terbesar karena faktor penduduk yang terbanya}': dengan

kondisi "unskilled labour” dan negara yang sangat luas dan belum

dikelola dengan baik.

Bergulat pada permasalahan yang sama itu terbukti dengan
adanya strategi, sikap dan langkah-langkah dibidang pengelolaan
ekonomi yang selalu mirip. Satu contol; dibidang strategi, keempat

negara itu berusaha meningkatkan efisiensi ekonomi nasional




=y -ma_}u) . m I eka berusaha

| dalam pengaturan perekonomxém dan mengundang partzs1pas1 ya.nw' |

}I_'lebxh besar da.n sektor swasta Kedua. - Berusaha mernbuka pmtu :

'_j.pasar yang lablh besar yang memungkmkan munculnya pendaranw

: -baru da}am sektor-sektor yang semuia tertutup Ketiga Terdapat '

oo _'-kecenderungan swastamsa31 BUMN dan/atau meraswna.hsamkan"'

. _penﬂelolaan BUMN agar mampu memperbaﬂu dm menghadapx

Memam terdapat kebl_]akan-kebuakan ianjutan yang cukup

- pentmg mengahr darx kenga aspek itu. -Namun kebgakan—kebgakan

L "1tu pada hakekatnya merupakan unsur pendukung dari deregulasi

"’yang d1lakukan Sepem mcnurunnya tmgkat protek31 komoditi
import yang selalu dirasionalisasikan agar produsen dalam negeri
dapat memperoleh barang modal, bahan baku dan penolong dengan
harga termurah, dengan kualitas terbaik dan sebagainya.

 Dengan deregulasi itu terbukti diseluruh negara ASEAN

perekonomiannya menjadi meningkat dan meningkatkan pula

keterkaitan ekonomi nasional mereka dengan pasar dunia. Hal-hal
inilah yang membuka peluang terwujudnya cita-cita kezjé sama
ekonomi regioanl atau AFTA itu.

Dari gambaran itu dapat disimpulkan; ditinjau dari segi

pesaing, Indonesia mempunyai peluang yang sama untuk ekspansi

ngurangx campu___ -taﬂgan Pemeﬂntah_’f}




= Unsur Country tldak da _relevan31 langsung untu __-dibahas karena U

e hanya mengkmt - pada i_'_ekszstensx Company-”_._' yang berska]a |

multmasm 1 yan '_ arus"_'memperhaukan faktor—faktor setempat"-

| dalam proyeks1 "lokahsasx global" . operasmnalnya

IR Sedang masajah Currency (mata uang) ll’il ada re}.evansmya
- -_'._'_..e:_dlbahas karena dmyatakan bahwa kestabﬂan mata ‘uang. suatu.
8 __3"§negara perlu dxperhxtungkan dalam menentukan strategl 18) Dalam

' kaltan APTA klranya masa]ah ini periu dxperhxtungkan mcngmgat
: bahwa msiabihtas mata uang sesuatu negara akan berpengaruh pada.
-pela}(sanaan AFI‘A sec:ara keseluruhan Dari pengamatan selama
5 tahun terakhir menggambarkan bahwa mata uang Rupiah jusiru
yang paling tidak s_tabi_l ditandai dengan terjadinya beberapa kali

devaluasi. Sedang mata uang lain di ASEAN raiétip stabil. Mata
ang rupiah pada tahun-tahun terakhir ini setelah diambangkan nilai
tukarnya terhadap Dollar Amerika Serikat (US $) menjadi cukup

stabil walaupun selalu mengalami depresiasi dari. waktu kewaktu.

Dari kenyataan itu, untuk memperteguh keikutsertaan

18. Kenichi Ohmae, Dunia Tanpa Batas, Op Cit. Hal, 9.




Harus memaham kecenderungan duma usaha yang mengarah : '_

-'__dan karenanya AFTA harus dlhhat sebagal _ :

- ."..:_'.:.pada global vﬂlage
_ pomt of no retum baox penvembangan ekonorm nasmnal Segenap'_ o
o potensx Bangsa hams dxarahkan pada usaha mensukseskan AF’I‘A _
b b Khususnya segenap peia.ku ekonoxm Indonesm harus me}akukan”
: f-_':pembenahan menuju revnajisasz guna meraih keungguian kompetmp
o 1) Koperasx, harus ' mampu mewu_;udkan sifat
'kemandman eﬁszen31 dan karakter proﬁt making agar dapat
. 'menjelma menjach pelaku ekonorms yang handal.
:2) - ‘Swasta asing; harus didorong untuk mendukung

S -_periumbuhan ekonomi na.sxonal secara OPU.ITIB.I

-'j)- Swasia nasnonai hams dxarahkan untuk  lebih

| - berperan nyata meningkatkan kemampuan managerial,
| 'ménjfahaikan stmktur permdda}aﬂ, melepaskan diri dari
unsur proteksi Pemerintah dan meningkatkan kemampuan

bersaing.




e d). ZBUMN, harus diarahkan agar dapat memperbalkx dm Ay

- 'dcngan menmgkatkan kemampuan managenai txdak terlalu '
T '_._-b1rokrans pencntuan rmsl yang tegas dan penempatan =

' 1'_"':'_l_iorang-orang yang_ profesmnal untuk mengendahkannya

o c .i.-3::.3'-"'.-_'Ind0nema yang berpenduduk besar adalah pasar yang Sy

-..';.5_[_:potensxai Dengan kua.htas Bangsa yang semakm memngka{.'

| Z_mengzﬁqbaﬂ{an mntutan menmggl pula Tanpa pengarahan yang' 3

B ..mtenﬁp tidak mustahﬂ _}USU’U akan menguntugkan pesa,ing pengusaha

.:Indonesm

'_c_i. ' Mengantxsxpam kekua,tan pesamg dalam AFTA, vyang

' mermhkl permasajahan serupa dengan Indonesxa maka diperlukan

~ kegiatan yang intensip untuk memperkuat ketahanan nasional di
bidang ekopomi. - ' &,

E. ‘Usaha memperkuat dan menjaga stabilitas rupiah dengan

meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, harus dilakukan

secara simultan.

POSISI DAN KONDISI BUMN DI INDONESIA
1. Posisi BUMN

) Pasal 33 UUD 1945 ayat (1) dan (2) mengamanatkan bahwa,
perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas
kekeluargaan dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan
yang menguasal hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, 19)
mengalir dari amanat ini lahirlah BUMN yang pengaturan pelaksanaannya

berproses  dari  peraturan demi  peraturan. yang. . singkatnya. dapai

digambarkan pada diagram sebagai berikut :

19, UuD’45, CV Simplex, Jakartia 1991, hal.17.




oo | 3 ae0- 1069

e 19090 | P i | s
© menadiPN | (PN) dan Badan

Inpres No. 19/1967.
& UU No. 19/1969

Perjan & Persero

coaeEliees oo Pimpinan Umum
 Penetapan BUMN . '
‘megjadi Perum,

S(BRUY,
Perusahaan
‘Ummum (Perum),
Perusabazn -
Jawatan -~ 1
_(Perjan) dan PT -

4.1969-1990

UU No. 8/1978 %)

' UU_t_tg Pertamma i

sebagai peleburan
dari 3 perusahaan
minyak.

Persero

PT. Pertamina

5. 1990 - sekarang

PP No. 10/1990

PP No. 57/1990

PP No. 55/19%0

Perubahan badan
Hukum Perjan
Pegadaian menjadi
Peru_m.__

Perubahan badan
Hukum,

PJKA menjadi
Perumka
Pengaturan
mengenal BUMN
yang go public

Perjan, Perum,
Persero, PT.

. Lama

Perum dan
Persero

) Salah satu contoh UU yang digunakan untuk landasan hukem bagi pendirian BUMN
tertentu  seperti Pertamina. Masih banyak UU sejenis lainnya. Ketika itu ada 8 BUMN yang

diafur depgan UU tersendini.

Misi pokok yang diemban BUMN sesuai dengan Peraturan
Pemerintah No. 3 tahun 1983 pasal 2 ayat (2) dirumuskan sebagai




E -siibanyak_

Snos -f'_c_i. i Menjad1 penntxs keglatan usaha yang belum dapat e
i) gt 3_dﬂaksanakan oleh sektor swasta dan kopera51 PR

SN :'é'_.'__ - Menyelenggarakan kcglatan usaha yang bersifat melencrka;n
_- '__keglatan swasta dan koparam dengan antara lain menyedm}\an_ -

o kebutuhan masyarakat bﬁlk daiam bantuk bau‘antJ maupun da]am '
ﬂ_'_bentuk Jasa dengan membenkan pe}ayanan yang bermutu dan :

:memadax

.f.__ Turut aktif membenkan bimbingan kegiatan kepada sektor
Swasta khususnya_pengusaha golongan ekonomi lemah dan sektor

' 'koperam '

g.  Turut a}cuf melaksanakan dan menunjang pelaksanaan
kebijaksanaan/program Pemerintah  dibidang ekonomi dan

pembangunan pada umumnya.

Menyimak posist dan misi BUMN seperii yang tergambar diatas
dapat dibayangkan bahwa tugas yang diemban BUMN adalah tidak ringan,

20. a. Selretariat Megara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Ne.3
Tahun 1923, Jakarta 25 Januari 1983, hal. 27.
b. Usaha Penswastaan BUMMN harus matang dan jangan terbawa Emosi,
Haran Pelita, Jakarta 6 Februan 1986.
cH Suhartono Ventus, Swastanisasi BUMN : Masalah dan Urgensinya (2),
Suara Karya, Jakarta 13 Juni 1986.
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= :.s-_Pen}ualan '_ : S T
~l-:(Rp.: THIYUB) '21"13 : :"_3.3;'4-8'-""--1'35..;'4_92- 39,9949 1Tl
'.;'Pergua:ian/GDP (%) 26 005-'. 2900 27,70 24,00 2329

| pes & mIp | ol e

| ®p.Milyard) 583,70 932,90 636,40 085,00 1096,00
) PPh®p. Mziyard) 665 40_ 678,60 858,60 109270 1438,30
|l -Penyerapan . . i R
||| Tenaga Kerja 7R NN

3(R_Jbu ora_nn). 106819 1_(_)_6_3,38__-1{_)?9,55 1179,84 1278,30

Sumber 1 Nota Keuangan .
.- 2. Dirjen Anggaran, 1992
N Pldato Kenegarazm Preszden RI 1992

Catatan DPS = Dana Pembangunan Semesta
- BPL Baglan Laba Pemenmah

- Menyimak_ angka~angka itu dapat diniiaj bahwa keberhasilan BUMN
selama ini memang sar'aga't besar. Pada th 1990 total penjualan mencapai
‘Rp. 49,17 trilyun dengan laba Rp. 3,5 trilyun. BUMN yang sampai tahun
1990 berjurnlah 179 perusahaan mampu menghimpun asets sebesar Rp. 165
trilyun dan menampung tenaga kerja 1,3 juta orang. Data terakhir tahun

1891 .mencatat ppnwghsmn cpjnmiqh T&éwdaﬁmeagu&s&;a&s&ts@besx RP

201 trilyun dengan laba Rp. 6,8 trilyun dari penjualan sebesar Rp. 6,2

trilyun.

21. Pergeseran Peran BUMN dipentas bisnis Indonesia, Hartan Bisnis Indonesia,
Jakarta, 13 Januan 1993.




N ) QUas1 BUMN Dan }umlah 1tu ada 14 bank terdm da.n 8 baru dan 6 dlbeh .' e
da.n swasta Penyertaan modal BUMN mJ tﬁi:]adl dalam mgkﬂ usaha

| "._'Z'-_:'Pemenmah untuk menye}amatkan pemsahaan—perusahaan tersebut dari

| '_ _:kesuhtan hkmduasnya Yang terakhlr 1m BUMN }uga 1kut menyelamatkan
PT ASTRA sebagal akxbai bangkmtnya Bank Summa D131n1 terlihat
:_bahwa dzsampmv mm yang tertuhs tadi, BUMN _]uga bcrﬁndak sebagm

Juru selamat dan God Father bag1 swasta yang menvaiamx }s:esuhian 22)

_ leahk seaala kebesaran BUMN yang dmraakan diatas, dapat
'dlpeﬁanyakan apakah keuntungan itu mencermmkan keberhasﬂan optimal,
antara lain d1band1ng dengan pengikut sertaan modal Pemenntah 7. Sulit
untuk dijawab karena disamping memang tidak ada studi khusus untuk itu,
Juga selama ini tidak pemah ada tolok ukur untuk mengukur keberhasilan
opnmal itu. Bisa dzme_.nge_:m karena BUMN sesual penggarisan misinya
sebagai perintis dan pelayanan masyarakat, maka penilaian keberhasilan itu
harus diukur dengan tolok ukur yang sangat kompleks dan tidak bisa
disamakan dengan pengukuran keberhasilan perusahaan yang lazim

digunakan oleh pihak swasta. Pemberian kredit pada para petani yang

kermudian terkend hama wereng aiau Toso misalnya, diukur dari tniung rugi
memang memberi nilai kurang (minus) tetapi ditinjau dari segi usaha

mengangkat harkat dan martabat petani, tidak ternilai besarnya.

22. Pergeseran peran BUMN dipentas bisnis Indonesia, Harian Bisnis Indonesia,

Jakarta, 13 Januari 1993.




b 2 Ken:dm BUMN : i S _ |
Te}ah banyak dlelaboraﬁkan terdahulu bahwa BUMN adalah

-_'_f'ﬁ_;_Raksasa yang gemuk dan Iamban Penyebab utamanya adaiah manajemen |

:yang b1rokratls sxfatnya erokrasx dalam pengeman dasarnya scbendmya '
- txdaklah Jelek Karena Bn‘okrasx sesungguhnya beram Admmstram Negara
R yang sejak adanya Negara selalu dmsahakan untuk selalu ieblh efekup dan

| '-"_eﬁsxen dalam melola Negara Namun karena luasnya rentang pengawasan

: maka kelemahan demi keiemahan nmbul karena baak buruknya Negara itu

- ..man_].a.dx. Séngat dltentukan oleh sang Pemlmpln Pemlmpm yang bmk akan
: "menghasxlkan Negara yang maju dan Pemmpm yang buruk akan
membawa kehancuran ‘Karena jen_}ang kenegaraanf?emermtahan cukup

- banyak maka baik buruknya pemimpin-pemimpin kecil ini juga menentukan

baik buruknya Administrasi Negara. Sayangnya yang banyak terjadi adalah

- hadirnya Pemimpin-pemimpin yang kurang baik. Sehingga Administrasi

}!@g&ak@@lu;&h%ggrﬁpg dikatakan. boml, Vﬂrﬁna:}}m Birokrasi

diidentikkan dengan  inefisiensi organisasi, organisasi yang tidak

demokratis, pemerintahan ‘para Pejabat,  sesuai dengan kasus  vyang

23. Kejaksaan Agung menyelamatkan 52 Milyard vang Negara di tahun 1992,
Kompas, Jakarta, 12 Januari 1993,




= ..:"f"'didunza usaha khususnya sebagaa bisms basar da}am menghadapi AFTA

_ Karena toiok ukur keberhasxlan bxrokrasx yang suht dxhadlrkzm dan”. |
L ..rentang pengawasan yang terlalu luas Juga menyebabkan mental koruptzp_ .
:'- pada manusxa yang mengawakl Keadaan ini bukan saja menyebabkan. SO
meﬁsmnSi, tetap1 lebih dan 1tu alcan merupakan penyaklt kroms bahkan _
-. :kanker yang menggerogon ek313ten31 Admm1stra31 Negara termasuk =

e BUMN

Dengaﬁ gambaran keberhasﬂan BUMN di Indonesia, kita harus

- bersyukur. bahwa .kelemahan-—ke}emaha_.n.yang _ad_a masih dapat dibatasi.
D1harapkandengan 'ﬁehgendaiian para j?éf_rﬁfrfxﬁim BUMN yang semakin
profesional dan berdedikasi tinggi kondisi BUMN di Indonesia akan
semakin sehat. Berbagai ulasan dimedia massa melukiskan bahwa
optimisme itu tidak utopis, tetapi sesuatu yang nyata. Bahkan para analis
- itu banyak mempertanyakan; mengapa BUMN tidak diberi kesempatan yang

bebas untuk bersaing dan berorientasi profit making secara penuh. 25)

Dengan BUMN vyang cenderung pada tugas profit making/memupuk
pendapatan akan berarti pememntah melepaskan kontrol birokrasinya.

Peran Pemerintah yang mengecil itu akan memberikan kebebasan,

24, David Beetham, Birokrasi {diterjemahkan oleh Drs, Sabat Simamora) Bumi
Aksara, Jakarta, Juli 1990, hal vi.

25, Drs. Bob Widyahartono, Tanggapan atas wasiat Panglay Kim - Menanti langkah
kopkrit atas privatisasi BUMN, Sinar Harapan, Jakarta 9 Agustus 1986.




- ""--'_menentukan Jawabénnya

“ini '."':dalam Jangka panjang mungkm'akan tetap ada Se_]arah yang akan. L

| :E:'f3 idea Swastamsas; BUIVIN
_ 8 Pada awal tahun 1986 sewaktu pemenntah mengalaml penurunan
b pendapatan dan sektor mmyak dan gas buml melancarkan deregulam yang

pada dasamya membenkan peran pada swasta yan0 leblh besar untuk

?mendorong 13.][1 pertumbuhan ekonoxm Pada saat 1tu ’oergema 1dea

B _'swastamsasx 26)

Sepa.n_;ang tahun itu, mass media banyak membahas idea itu dan
mengu_r_xd_ang komentar dari berbagai Pejabat dan analis ekonomi. Gayung
_ Selalu_ bersambut dan bergema semakin -keraé bahwa BUMN yang tidak
efisien atau merugi sebaiknya di swastakan, lalu Pemerintah membentuk
.‘eam penehtx BUMN mana yang merugi. * Disambut pendapat; swasta
mana yang mau menangani BUMN yang mg1 D1sku51 itu kemudian hilang
dan berganti dengan analisa-analisa tentang keberhasilan BUMN.
Sebenarnya pertanda atau gejala apakah diskusi itu ? Secara umum dapat
disimpulkan bahwa pihak swasta ingin turut serta menikmati kegemukan
BUMN, karena peluangnya di buka dengan deregulasi itu.

Namun kalau disimak secara lebih dalam, tersirat hasrat masyarakat

pengusaha untuk mendinamisir BUMN. Karena melihat bahwa hanya

26. a. Pendapat Probosutedjo : BUMN yang merugi terus sebaiknya
diswastakan, Antara, Jakarta 30 Januar 1986.
b, Tidak berlebiban, Permintaan agar BUMN/BUMD lebih Terbuka (versi
lain dari berita butir a, lebih menonjolkan pendapat Dr. Sumantoro - Ketua
Tim Pengkajian Hukum Ekonomi BPHN), Kompas, Jakarta, 30 januari 1986.




imedla BUMN Iah yang sa at ini mamPu berk&mbaﬂg dengaﬂ S‘abﬂ T;dak;_.:_f |

'__"rnudah goyah dengan adanya berbageu goncangan ekono:ms sepertl-:{ %

i .:-:'__.':.'fdevaluasx_:__proteks' negara Iain, tlgh. 'money,pohcy dsb Mereka mehhat_u: &

= "bahwa_ sWasta nasxonal'f-yang betapapun ku.é.‘mya
_ runtuh'dalam seke_]ab'sepem kasus PT ASTRA

: stampmo 1tu

'berbaga_t negara yang melakukan swastamsam dan dlsana swastamsam i

' :";_berhasﬁ mengangkat dmam1ka usaha untuk mendoron g penyehatan ekonoml
'.-nasmnalnya D1 Inggns pada masa pemenntahan Perdana Manten

' '-Maxgaret Thatcher dllakukan swastamsasx yang cukup besar Dalam
“kaitan swastamsag 1tu majalah Far Eastem Economic Review '

" (FEER) terbltan tangga] 25 Iuh 1985 membenkan data swastamsasx sebagzu

' [bcnkut 27) A _
5o _ Telekomumkasx, 361331_1.8 (karena 'tekanan "Amen'k'a S'en’kat)
: Bangi_ade_sh, Thal_la_l}(‘i., Korea Selatan, Malaysia dan Srilanka.
'}_’e__x_'uszihaan Penerbangan; Thai Internasional, Singapore Airlines,
Bangladesh Bimana .Malaysian Airlines, Korea Air.
Perhapalan/Galangan Kapal; Smgapura Bangladesh, Srilangka.
- Contamer Termmal Maiaysxa
Kereta Api dan Bus; Japan National Railways, Bangkok Bus Co,
Srilanka Ceylon Transport Board.
Bank; Korea Selatan, Bangladesh, Philipina, Singapura, Taiwan.
Minyak dan Petro Kimia; India, Korea Selatan, Philipina.
Manufaktur, (tekstil, kimia) Srilanka, Singapura, Philipina, India,

X sewaktu«waktu dapat;__ i

1dca.___-swastan1sam Juga datang karena Peﬂgamh:;_f_ S

Bangladesh.
Hotel; Singapura dan Philipina.

Data FEER juga menyebutkan bahwa sebagian terbesar dari swastanisasi

27. Panglaykim, Op Cit, mengutip tulisan pada Far Eastern Economic Riview, Hong Kong,
25 Juli 1985,




SN sebagmn sahamnya

proﬁt maicmg ewajamy dlkeloi secara profesmnal oleh Swasta_: tanpa-:'_'_-'-'-‘_? '

iy :.':3-""“’313?35 Sﬁma Sekﬂh tﬁnggungjawab 'Pemcnntah déngan tetap'menguasal S

_.:"54 {Jsaha mendmamsw BUMN

Dan pembahasan diatas dapat dltank kemmpuian bahwa dan s1tu351 >

_'”_dan 1\.011(1181 BUMN di Indones:ta masxh perlu dﬂakukan berbagal
mtensxﬁkasx dan ekstentxﬁkam mem.gu keberhasﬁan yang leblh optlmal

_dengan melaku}can perbaakan atas berbageu kelemahan yang ada Idea

o swastamsasx yang temyata cukup menguntungkan d1berbag31 Negara lain,

.mungkm dapat dijadxkan altematip untuk pengembangan BUMN di

' Indonesxa

KON})ISI SWASTA INDONESIA
I_ .}., Beberapa ke!emahan
Dalam sub bab terdahulu telah selintas disinggung beberapa
kelemahan swasta :
Indonesia yang pada pembahasan ini akan dielaborasikan secara lebih rinci

sebagai berikut :

a. Proses pembangunan ekonomi Indonesia selama ini memberi

kesempatan pelaku ekonomi yang terkonsentrasikan bergerak
kedalam (domestik) dan baru meningkatkan peran internasional
sei:eiah menyurutnyé peranan minyak dan gas bumi. Sehingga
ibarat jago kandang, dia akan merasa canggung untuk diadu

bersaing diarena Internasional.




| b Selama 1tu pu]a berbaga; protekSI telah dxbenkan oieh_ _
= Pemenntah terhadap persamgan denga.n Iua.r negen Kebljakan 1n1

e 'f_memang dlperlukan untuk pertumbuhan mereka Namun protekm .

e ":.;uu yang Ju_' tru" harus dzadﬁ d1pasa.r bebas dalam rangka AFTA
_ Dengan penduduk yang terbesar d1 ASEAN da.n daya beh..'- y

| ”yanfr semakm membalk Indones1a merupakan mcaran pengusaha'

ASEAN ka:ena merupakan pasar yang menggzurkan Lemahnya
_ -daya samg Indonesxa akan mengaklbatkan derasnya arus barang
B _mereka ke Indonesm dengan adanya AF’I‘A mereka tidak perlu
mendirikan usaha d1 Indonesxa - Terlebih- lebxh apabila Indonesia
‘tidak membenkan kemudahan dengan membenkan 1nsent1p yarig
. .1ebih bzuk untuk penanaman modal |
- d. Selama ini p_e_nanaman. modal tertarik pada Indonesia karena
tenaga kerja yang:'reiatip murah dan bahaﬁ baku jang tersedia
secara alami. Kalaﬁiindonesia tidak mampu memanfaatkan potensi
ini, Indonesia akan sulit untuk bersaing,
(5 Secara umu}n kemampuan Indonesia dalam Promosi dan
Pemasaran cukup iémah, dibanding dengan nagara ASEAN yang
lain, apalagi dibanding dengan negara maju. Budaya Indonesia
yang mengajarkan sikap rendah hati dan low profile mengakibatkan
rendahnya agresifitas perusahaan Indonesia untuk merebut pasaran.
f. Kebanyakan perusahaan Indonesia masih awam terhadap

seluk beluk ekspor karena kurangnya pengalaman dan pengetahuan.

sangat merugikan,

z. Tenaga kerja yang melimpah sebagian terbesar adalah tenaga
yang belum siap pakai, berketrampilan rendah (low skill level) dan
kurang berpendidikan. Apalagi tenaga profesional sangat langka,

h. Masih sangat sedikit perusahaan Indonesia yang memiliki

I :'1k1an mengakxbatkan lemahnya daya samg mereka pdda sa at o s

Kesulitan-pemahaman-bahasa-dan - tata--cara- transalsi-tidak-jarang -~




. ."'Sebenarnya butmbutlr kelemahan 1tu dapat lebzh dmnm secara leblh B

. _:';detaﬂ 1ag1 sehmgga merupakan deretan kelemahan yang cukup pan_;ang _

i .'.:__f.Gamba_ran 1m meng:syaratkan perlunya Indonesxa beker_}a secara Ieblh

g : _:3'keras, untuk mencapal keunggulan kompenup yang dlharapkan khususnya:
e ':_'_'_":_dxarena AF’I‘A : ' 6 ;

Daya samg swasta dx Indanesm.

Produk manufaktur sebagal komodm eksport Indonema relaUp masih

o rendah wa.laupun pada tahun 1981 hanya 3 % dan menmgkat mcnjach 32

- % pada tahun 1989 dan terus memngkat pada masa selan;utnya Sebaglan

o .besar dan cksport itu karena pengahhan industri-industri yang sudah maju.

Produk _Indonesm yang unggul daya saingnya antara lain adalah; kayu

lapis, produk-produk bahan baku kayu/rotan, pupuk, semen, tekstil, pakain
- jadi, sepatu dan i'nduStri kerajinan. 28) Dalam menganalisa daya saing

_perusahaan/swasta Indonesia perusahaan perlu dikelompokkan dalam

28.

kategon sebagm berlkut o

2.~ Perusahaan Multi Nasional Asing.

Ir. J. Rudy Pesik. I.Ir, Daya Saing Perusahaan Indonesia Dalam Perdagangar Bebas Asean,

Institut Manajemen Prasetya Mulya, Jakarta, Nopember 1991, hal 11.




 Perusahaan Konglomerat Indonesia.
Perusanaan Menengah

-;Pemsahaan Kecﬂ

tu mempunyai ciri tersendiri-dan. kemampuan daya' e

Pe*usahaan :.Multi Nasmsa}_._Asmg,_Pemsahaan kelompok mi_"f’_":i' £

.' :._::_.: perusahaa.n yang palmg profesxonal me:nguasal tehnolog1 cian pemasarannya :

:'-3"cangg1h Beroperasmnalnya mereka dlb_erbavaz negara membukﬁkan'_.. .

:._'.'-."kemampuan daya samg mereka scrta permoda]an yang kuat Mereka_ -

"-_pahnﬁ sedxk;t mendapat perhndungan Pemenntah Kalau memperoleh_
| _ _'.'perhnciungan 3uga karena hasﬂ lobby dengan Pemenntah karena blasanya
hal yang serupa chperoleh _;uga di negara yang 1am Kelompok ni paixng -

3 -_':_31ap menghadapx AFI‘A bahkan berpeiuang untuk lsbzh maju karena - -

”'-_':dxmungkmkannya mcreka memproduksx komponen mereka disebar

' _: dibeberapa Negara ASEAN dan dlrakxt dl Negara yang berbeda tanpa

; kehﬂangan pasar ASEAN Sayangnya mereka sulit untuk mengenjot ekpor

karena mereka rata-rata berprodukm barang yang sama diberbagai negara, -

| kacuah Indonesxa d1p03151kan sebagai p;o:dt_x__c_t_l_on ERiTe 4

| Perus_ahaan P_atungan PMA. Perusahaan kelompok ini pada
mulanya diberi kesempatan untuk menggantikan barang- barang yang biasa
diimport Indonesia. Mereka mendapat proteksi yang cukup baik,
karenanya mereka sering lengah berupa manajemen profesional vang tidak

dilaksanakan dengan baik, efisiensi tidak optimal, biaya produksi ditekan

serendah mungkin dengan mengorvankan mutu. Dengan demikian apabila
proteksi dicabut, sangat mungkin mereka akan kalah bersaing. Dengan
térbukanya pasar ASEAN, secara alamiah mereka akan terseleksi.
Perusahaan yang mampu menyesuaikan diri dengan meningkatkan daya

saing akan dapat berkembang, sedang yang tidak mampu akan mati dengan




katka .' eﬁ31en31 produknﬁtas_ i -
Hal ml te]ah banyak

i :_If'?'jdzbukukan dﬂapangan._- Ke_ erhasxlan mereka_mendapdtkan pmjaman modal' o

i ':-i_--_dan meluaskan pasar '*banyak dlsebabkan

B __f:.:budaya dengan Negara tertentu khususnya d1 ASEAN kaxena konulomerat

na hubungan darah dan (TR,

-.»-'mas;h didommaSi ras mongoht atau keturunan Cma 30) Kelompol«. ini

_'fberpeluang ber_;asa untuk memngkat daya sajngnya dan sangat Poiensml

- _'untuk menhadapau AFTA dengan ba1k

Perusahaan Menengah Dalam skala regmnal kelompok 1n1__ R .

”-_'-'_-'_sebenamya re]anp kecﬂ Namun poten31al untuk berkembang ka:ena
rata- rata perusahaan ini tumbuh dan perusahaan keczl yang dikelola dengan
--_.'bauk d‘an membesar dengan sukses. - Karenanya, kemandirian dan
| 'rasapercaya dm cukup baik. Pada umumnya mereka memanfaatkan

__deregulam dengan baik, karena mepman perusahaan terdiri dari

dan/atau ketrampilannya diperoleh dari Perguruan Tinggi didalam maupun

29. Ibid, hal 8.
30. Mohamad Sadli, Inifiatives for Closer Economic Cooperation within ASEAN,
Institute for Economic Studies, Research & Development, Jakarta, 25 Okotober 1991, hal 4
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| mereka-_akan smp dan mampu bersamg dxarena AFTA : e A ERN

. Perusahaan kecxi Toiok ukur keiompok perusahaara in adalah :
- penghasﬂan (Om zet) dzbawah Rp 1 mﬂyard pertahun Mercka tumbuh_.
ﬁ-._.'abarat menjamur daiarn 1khm dereguiasx dan ka.rena bantuan Pemermtah
"__-sehmgga mereka mampu melakukan eksport secara terbatas Cm khas
.__mereka modai keczl profes:onahsme kurang, kehldupan udak terjamm
'_'untuk 1anggeng Keunggulan komparatlp mereka dalam bentuk tenaga kerja
--':dan bahan baku yang ‘murah sehmg a produknya relatip. murah dengan
- muty menengah kebawah 32) Mereka mempunyaz pangsa pasar terbatas
' dan’ daya saing rendah
‘Untuk membina kelompok ini diperlukan kredit murah, bimbingan
ketrampilan, forum bela_;ar manajemen yang baik, advis/petunjuk para
.'_pal-.a.r bantuan sepem pameran-pameran, misi dagang dan lain-lain yang
sudah dlprakarsaz oleh Pemerintah.. Mereka ini perlu memperoleh skala
ekonomi yang lebih besar melalui merging dari perusahaan sejenis,
pembentukan asosiasi yang kuat, bergabung dalam koperasi, sistem bapak
angkat dan sebagainya. Sistem bapak angkat hendaknya tidak terbatas

dengan bantuan permodalan saja, tetapi juga dalam bentuk panutan

manajemen, dm:mn,fl@g&gmum”gw%ahaﬁagmpr@dﬂk Tadet kg i

supply bahan baku bermutu, teknologi yang memadai, quality control dan

pemasaran yang makin luas. Kalau hal itu dapat diwujudkan, kelompok

31 Ibid, hat 3
32 Ir. Rudy J. Pesik, Op Cit, hal 12.




.'pﬂarnya secara gans besar adalah

Kebi,;akan Pemerstah Hendaknya dapat membenkan
; . :: _ bimbmgan dorongan darz bantuan pada swasta Indonesxa khususnya -
B --da}am bentuk menggxatkan deregu1a51 dan secara beranvsur-angsur_. -
N mengurang1 segala bentuk proiekm monopoh dan berbagau bentuk_
:kemudahan agm mereka dapat maju, mampu mandm, mampu
' '."_memngkat eﬁsen31 serta daya samg untuk secepatnya secara
g keselumhan mencapm keunggu}an kompetmf dan sxap menghaclap1
" _ 'AFTA Disampmg Itu. pemenntah Juga perlu aktlf berkampanye

' -tentang daya samg Indoz;esza dalam menank Investor

b. | Penmgkatan efisiensi dan produ%{txfitas Jajaran Swasta
Indonesia perlu segera memahami peran dan fungsinya serta dapat
intmsyeksi dan menemukan setiap kelemahan pada dirinya untuk
melakukan pembenahan, khususnya dalam bentuk peningkatan
efisiensi dan produktifitas, dengan memanfaatkan teknologi

modern, pemakaian tenaga profesional, kemampuan pemasaran yang

agresif,

c. Sumber Daya Manusia. Perlu segera digalakkan
kegiatan  pendidikan  siap pakai, latihan  keterampilan
pencetakan tenaga  profesional dan ahli  manajemen,

pertukaran tenaga terampil / profesional antar perusahaan perlu




. 'mten51p se

' .'proc:essmg, spread sheet bahkan games saJa Dewasa ml komputer_ - B

telah mampu mendorong duma blSﬂlS dengan bursa mforma51 |

L (masyara.kat mformanon)

| e:'._' Pengembangan kreatxfitas Dalam pemngkatan daya samg
| '_ dan pencapa.xan keunggulan komparamf maupun kompetmf muttak
x _diperlukan tldak sa}a krea31 namun }uga 1n0va51—1n0va31 pengusaha
Untuk itu pemanfaatan konsultan-konsultan ahh yang tepat sa.ngat
) dxa.n;urkan _ |
f -Agresxf_itas. : Pada segi perebutan pasar pengusaha
Indonesia hams dapat ‘menghilangkan ‘budaya .rendah hati/ low
profile, tetapi harus agresif, khususnya dalam merebut pasar diluar
 nmegeri. Hal ini dapat dilakukan dengan pembinaan Trading House
.Indonésia, yang aktlf n.}.e.masarkaﬁ produk Indonesia, membangun

jaringan distribusi, kalau perlu dengan investasi.

g. Kemampuan dan pelaksana lobby. Untuk menembus
berbagai kesulitan usaha, perusahaan dan Asosiasi KADIN perlu

mengembangkan kemampuan dan pelaksanaan lobby kepada

pemerinian  Indonesia matplin pemernintah asing seperti Congres
USA, Masyarakat Ekonomi Eropa, Cina, Jepang dan lain-lain,
khususnya negara-negara ASEAN sebagal pesaing utama dalam
AFTA. Kemampuan lobby ini juga harus disertal kemampuan
tentang taktik dan teknik melakukan kontrak dan transaksi, jangan




maLsud maksud mampulaup Penﬂusaha yang maju dan serius

ey -i'memang harus dxba.ntu bukan saja dalam bentuk modal tetapi Juga.f

__suku bunga yang d1bedakan (Iebih kecﬂ) dan pmjaman'

'_: _':konsumensme Bantuan yang tepat akan sangat membantu_

o 'pengembangan swasta Indonesxa '

__":i Transpertasx Angkutaﬁ damt iaut maupun udara parlu

L ._1Cb1h dxperbc—:sar dan dlatur dengan baxk mtensnasnya baxk dalam

__.neven maupun keluar negen serta biaya angkut ‘yang. kompetmf
.' Karena ketepatan wakiu keselamatan barang dan rendahnya biaya
: sangat__bc:p_ang_amh_ pac_i_a daya saing produk pengusaha Indonesia.
i X .Sa.rana dan prasarana lain.  Pemenuhan kebutuhan
f’_berbagal sarana dan pra sarana produk31 dan dlstnbum perlu dl_]amm
dengan balk separ’u hsmk komumkasz pelabuhan lengkap dengan

segala sarananya dan sebagainya. -

MENGEJAR KEUNGGULAN TEEKNQOLOGI
1. Modernisast dunia usaha.

Telah banyak disinggung terdahulu bahwa untuk mencapai

keunggulan kompetitif faktor kecanggihan teknologi baik dalam
sarana produksi maupun produk usaha itu sendiri harus dapat
dihadirkan. Kehadiran teknologi tinggi itulah yang sering disebut

modernisasi sebagai lawan kata dari tradisional.




@ % : - Tf:fkeunggulan kompetmf duma usaha di Indonesxa Dengan dorongan'
| oy _. -.._:1tu pengusaha yang berskala kongiomerat mcngzkutmya dengan
e R .'.-:.___'imembanoun pabnk semen pabnk pupuk mdustn otomatlf dan
o '_ sebagamya Dengan kata lam Indonesxa dewasa ini - muien
:' mela}cukan modemlsam pada pada duma usahanya  ' oA
Sangat 1deal kalau BPIS dengan BUMN nya. dan BUMN
pada umumnya serta para konglornerat berkedudukan schingga
_ _'_Industn Hulu, . sedang berbagal kebutuhan barang/produksx
penunjang dlserahkan kepada swasta yang berkedudukan sebagai
:'Industn Hihmya dengan tlf.lk berat onentasx pada meraih nilai

_t’dmbah (added value} yang, sebesar beqamv;a Kalau ini.mampu

dapat dlwu_}udkan akan merupakan sinergi Pemermtah - swasia
~dalam bentuk yang factual/ril.
2, Perjuangan merebut teknologi.
Telah disinggung pada bab-bab terdahulu bahwa negara maju tidak
pernah dengan sukarela mau memberikan teknologi. Teknologi harus




| '_'ibangunnya 100 % dl.z.iwah o}eh orang Indonesza sendln pabnk yang sama
o hanya memeriukan US $ 175 Juta saja Berpengalaman dari kenyatazm ini -

.-';"pemenntah bemsaha untuk sebesa: mungkm menggunahan putrauputra

o bangsa yang berkemampuan untuk membangun mdustm berteknologl tmggz

: Sewaktu pemenntah bertekad menghadlrkan teknologi tmgg1 yang_
> -maju lahlrlah BPIS yang dxtugasx untuk menntls hadu'nya mdustn strategn;
_ '_':yang saat ini terchn dan 10 BUMN Terbuktaiah bahwa makin tinggi
_-teknolom yang k;ta mgmkan makm besar pequangan dan pengorbanannya.
" Tumbuh dan berkembangnya IPTN sampai -pada kondisi sekarang ini
| diperlukan pequangan yang Juar. blasa Sebuah hehkopter dengan ribuan
..-'3':komponen yang berpremm szmgat tinggi memerlukan kecermatan yang
sangat tinggi dan menyedot modal yang sangat besar dan manajerial yang
rumit. Namun pada awalnya pemasarannya tidak cukup lancar. Ini jelas

pengorbanan besar dalam bentuk lain.

Setiap hasil produk apapun bentuknya selalu kurang sempurna pada

tingkat awal, Mutu produk juga berevolusi dari "trial and error’ menjadi

semakin “perfect”. Itu harus terjadi, karena tidak ada pergeseran struktur
industri tanpa evolusi -teknologi.  Kenyataan ini menuntut banyak
pengorbanan dari produsen maupun konsumen. Sehingga merupakan
sesuatu yang wajar kalau kita harus berani berkorban berupa rasa kurang

puas dalam menerima produk Hi- Tech itu pada tingkat awal. Tingkat




i _.-'_cepat hta 'meralh_'kesempumaan b

- .'_.:":pengorbanan yang merupakan harga yang harus dxbayar untuk merazh_'_:-} R

o _kesempumaan 1tu, a}«:an menentukan cepat atau 1ambamya kema;uan uE—

| __'_mdusm ya.ng bersangkutan_ Malqn tmggi yzmg mampu kxta bayar makm e

m_.'.'sangat mendesak kalau mgm sukses dalam pequangan d:arena AFTA |
= :'SmgI\amya keungguian kompeutif iu akan dapat c:epat du'alh ka}au Bangsa :

-Indonesm - mampu menghargaz dan bangga akan kaJya putranya sendln

. Kaxana mustahll Bangsa lazn akan dapat menghargal (menenma keunggulan

Indonesxa), kalau kita sendm tidak mampu . menghargainya. = Dengan
_.'demﬂﬂan sﬂcap terlalu mengagungkan ~produksi luar negeri ndak
- :mengumunvkan pengembangan industri Hz-Tech Indonesia. Disamping itu
sﬂ:_ap menghargai .pr_odu_k_sx sen_c_i_m akan _dapat membentengi dunia usaha

Indonesia dari serbuan Bangsa lain.

Sikap untuk memutuskan hadirnya BPIS dengan semua BUMN nya
adalah sikap yang berpikir jauh kedepan walaupun harus dibayar dengan
pengorbanan -yang cukup mahal; berupa kenyataan bahwa modal yang
tersedot kesana adalah séﬁgat besar dan méngurangi laju pertumbuhan
karena APBN yang banyak tersedot kesana. Dengan kata lain kemajuan
sedikit terhambat. Namun nilai tambah baik dari rasa percaya diri mampu
berkarya strategis, mampu bersaing dengan Bangsa lain, mengenal dan
terlatih ketramptlannya menangani produk Hi- Tech, Bangsa Indonesia

dengan demikian punya kebanggaan karena memperoleh pengakuan dari

negara manapun bahwa Indonesia adalah bukan negara terbelakang. "Ini
adalah sesuatu yang sulit diperoleh kalau Indonesia tidak memutuskan

kehadiran Industri Strategis tersebut.

Pernah terjadi isu pertentangan antara menteri-menteri bidang

EKUIN disatu pihak dengan MENRISTEK ketua BPIS dilain pihak bahwa




; .' _.':f-:::_:dlbaYaI ? Pada dasamya bentuk pengorbanannya bagl masyarakat sebagal_'. .

:'_.::3';'__-:konsumen adalah rasa kecewa karena hams membayar 1eb1h mahal dan'
= menerima mutu yang kurang sempuma Sedang bag1 produsen berupa
-"_:_'ﬁ._cemoohan dan kemunglunan harus memgz Namun ka}au konsumen_

'*_-maupun produsen mau’ membenkan pcngorbanannya dengan berpiklr_'

. '-3'-._p051tzf maka mkap 1tu akan merupakan pupuk penyubur tumbuh dan -
berkembangnya mdustn Hi~Tech di Indonesxa Dewasa ini kond151
:sedemxklan itu. sudah tercapm “Tidak lancamya pemasaran bukan karena
'I_'masyarakat menolak hasﬂ produksx tetap1 karena daya beli yang memang
tidak ada Dlmasa datang dengan kondisi daya beli yang membmk

' f'_'_.dlyakzm bahwa masa depan menjanjikan kondlsu yang optimis.

A SINERG_I PELAKU EKONOMI INDONESIA
1... . Pengantar
Uraian pada sub-bab terdahulu merupakan lidi-lidi terpisah yang
berusaha menggambarkan kelebihan dan kelemahan masing-masing lidi

sebagai komponen pendukung dunia usaha Indonesia, Pada sub-bab ini

lidi-lidi itu akan dipersatukan hingga merupakan sapu yang efektif dan siap
dimanfaatkan uniuk menghadapi setiap pesaing dalam AFTA. Dengan

33. BJ. Habibie, "Saya tidak sebodoh yang dikira orang" op cit.
34. Prof. T. Jacob : Diperlukan 7 syarat untuk wujudkan Manusia yang berkualitas,
Suara Pembaharuan, Jakarta, 15 Januari 1993,




i Dalam membahaskepemlmpman__ unia- usaha yang-akan_ men,]adi::".".

komponen smergl dapat dirmca scbagal benkut

e -.'_kepemlmplnan duma usaha perlu ada penyesualan persepm

Masalah 1n1 sernakm reievan untuk diangkat ketataran Strategl'

rnengmgat perubahan perubahan mendasar menyzmgkut xkhm bisnis

. yang teljadx dengan cepat Mobmtas dan kehandajannya kml o
: ] _'.'tertantang dz arena mtemasxonal/reglonal, sehln ga mereka hams N |

' '-'mengadaptasx atura.n, _ standar da.n ca.ra-ca:ra bermam seca,ra

__l-.profeszonal dxtmgka.t duma chma.na modci pendekatan politis

- (Lobby) atau protek51 prakt:s txdak efektlf lagi. . Untuk tingkat

_ mtemasmnal ini yang diperlukan adalah daya saing yang efektif.

--Lobby yang dﬂakukan adalah "Profesmnai Iobby" dalam bentuk

"b_argaimn_g atas keung uian yang dlmﬂlki dan bukan sekedar
mengharap fasilitas. Intinya persepsi sebagai jago kandang harus
ditinggalkan dengan memperluas cakrawala/wawasan dan dapat
mené.mukan serﬁa menerapkan strategi yang tepat agar meraih
sukses.

b. Pemimpin berkemampuan bandal. Apakah kita cukup

. ;}} Restmktunsaa persepsx Strateg1 Pengﬂmbangan'_' Bt

memiliki pemimpin yang hadal 7 Secara pasti dapat dijawab bahwa
baik dilingkungan swasta maupun BUMN lebih-lebih kopersi,
belum memiliki cukup pemimpin yang berkemampuan standard dan
handal sedemtkian. Karenanya perlu dilahirkan

Pemimpin-pemimpin yang berkemampuan standard dan handal ity




o me}alm berbagm pendzd1kan dan lauhan serta dlSkUSI bertukar "

3 pengalaman da.n pengetahuan yang efeknf Membentuk pemimpm

' I_---bcrkemampuan handal adalah kebutuhan mendesak karena'.j 8

. '_;auh dlbldang penyzapan:busmess leadcr xm dlbandmg negara lam s

s Manajer—manajer berkebangsaan Malay31a Phihpma dan Smoapura_ e

' "lebih mudah dlperoieh dibandmg lndonesm
.-c. : Medan berlahh Membentuk ”busmess leader” tidak
| cukup dengan pendldxkan formal saja. tapi hams terlauh dimedan
yang ml menwhadapl da.n memecahkan problema—problema faktual.
: Karenanya perlu 1ns£1_tu51 bisnis dengan kriteria sebagai infra
strukti)r yang memehuhi standard kelayakan baik segl manajemen,
sistem maupun "b_u_sirie'ss_ policy"nya untuk melatih dan mendidik
business leader yang tangguh. Institusi sedemilkian sulit diperoleh

‘dewasa ini, karena pada umumnya institusi yang ada belum mampu

mengemban peran tersebut, karena banyaknya kelemahan pada 3

pelaku ekonomi Indonesia. Namun kelemahan ini bukan cacat

permanen (istilah Bapak Presiden). Karenanya kalau ada "political
will" hal itu bisa saja diwujudkan.
3. Kemitraan.

Kemitraan merupakan unsur sinergi yang paling riil. Contoh utama
adalah terwujudnya BUMN dan konglomerat yang menangani Industri Hulu
dan Swasta madya/kecil menangani Industri Hilir dimana masyarakat
menerima produk paduan mereka itu dengan penuh kebanggaan dan merasa

tidak perlu mengkonsumsi produk luar negeri yang sejenis.  Bogasari

mereka}ah ya.ng menggerakkan pmses blSRlS Indonesm ternnggal

misalnya sebagai Industri hulu yang memproduk tepung terigu, tidak perlu
memiliki pabrik Mie dan Roti sendiri. Dorong agar Swasta madya/kecil
memproduk Mie dan Roti, dimana masyarakai bangga, menikmati
kualitasnya tanpa berkeinginan mengkonsumsi barang-barang sejenis yang

datang dari negara ASEAN lain.




Kenyataan sedemlkzan ztu kalau blsa dlwujudkan untuk banyak }\asus f o

L 4 Restmkturlsasx:'ﬁﬁﬁm

Sebagzu kekuatan terbesar pe}aku ekonoml dl indones,la

'sebenamya BUMN dapat berbuai ban_yak untuk mendorong terwupdnya

"Qsmergl sehmgga segenap kekuatan dapat terarah pada pencapa;an satu_

1 tu_}uan, khususnya suksesnya duma usaha menghadapl AFTA Berbagai
| _altemanf yang dapai berpengamh pada bentuk~bentuk restrukturisasi
ﬁBUMNadalah .
‘ - | _a._ BUMN sebaoal pesamg Ters1rat adanya hasrat kuat
mem.gu penegasan BUMN yang melayam masya.rakat dan perintisan
(yang tepat adalah yang berbentuk PERUM_dan_ PERJAN yang
kedixanya dalam proses penghapusan. Bentuk apa yang
menggantikan 7 yang semakin surut serta BUMN yang profit
making yang semakm kuat Kecenderungan BUMN berahh ke
profit making memposxsikan BUMN sebagai pesaing dan bukan
sebagai penyeimbang (Counterpart). Posisi ini akan berdampak
besar bagi perekonomian secara nasional. Karena sebagai pesaing
BUMN akan dapat masuk kebidang apa saja, dan pasti

memenangkan persaingan karena fasilitas (antara lain monopoli)

vang melekat padﬂn}m Dian knrhann}m {‘ld(u? jp]uc swasta,

SRR

koperasi bahkan juga konsumen.

b. BUMN berfungsi sebagai penyeimbang, tidak ikut dalam
persaingan, tetapi tampil sebagai pengontrol, kondisi ini lebih baik,
karena BUMN masih dapat menjalankan fungsi pelayanan

disamping "profit making". Satu misal dalam persaingan harga




- maka BUMN akan bemndak sebagal Penentu “ﬂoor Pncc ataU_-"." E 't |
ing pr Dalam p05131 1n1 BUMN harus tangguh dan el :

Smm g1 kekuatan e

8 '3_-_":'_"PBIaxcu e;{onorm merek.a.- Bagmmaﬂa dengan I'ldonesm O Beluwl R

.'___terdapat petunjuk keafah ztu Ba.hkan akhu—akhlr terdapat

| ”kecenderungan rnasuknya BUMN keberbagau perusahaan swasta
'__.Terlepas dan kecendemngan tersebut scbagaj 1dea altematzf s1nerg1
klranya masalah ini pe:rlu dlbahas }eblh Jauh Bentu_k~bentuk-
_:swastamsam amara lam berupa P ) .' '
'_1) _ Duualnya BUMN yanu membebam APBN.
_-Bentuk 1ini suht terlaksana karena seandamya dilaksanakan
"suht mendapatkan pasaran Tidak ada plhak swasta yang
mau menanamkan modalnya dalam skala besar pada usaha

yang merugi.

% 4| 1 BUMN di-go public-kan. Bentuk ini bentuk yang

" ’pélig_:g_ ideal dan didambakan pihak swasta. Yang terjadi -
diluar negeri pada umumnya juga bentuk ini. Ada 3
manfaat yang dapat dirasakan banyak pihak. Pertama.
Akan membantu Pemerintah dalam masalah keuangan, baik
untuk BUMN itu sendiri maupun APBN. Kedna, Akan

mendinamisir pasar modal yang menderita kelesuan sejak

fama.” Dengan keyakinan BUMN dkan berlaba finggi akan
dapat memberikan deviden yang memadai bagi investor.
Ketiga.  Efisiensi BUMN akan dapat terwujud karena
kontrol para pemegang saham akan mendorong BUMN

bertindak lebih profesional pada manajemennya.




: '_;Memen Keuangan Saat ini sedang d1sxapkan RUU yang__

i akan mendasan penceloiaan BUMN -nya BPIS ind, dlmana
: '_'_ketentuan pokoknya adalah bahwa pemegang sahamnya
_buka.n Menten Keuangan iagz tetap1 Iangsung BPIS selaku
.: "Hoidmg Company" Jadi dxmasa datang Pe,menmah akan
'__memihki "Holdmﬁ Company" ' Sebenarny't masih banyak
'__-BUMN yang dapat dgadxkan "Holdmg Company ‘seperti

' 'kelompok PTP kelompok Perdagangan dan sebagainya.

4) : ' Gabungan Konglomerasx dan "go public".
: Bentuknya adalah BUMN yang tergabung dalam
"Hoidmg Company" sebagian ‘atau keseluruhan di-go
'pubhc-kan Hal ini bisa teI]adI kalan situasi dan kondisi
menguntung_k_an untuk dilakukan.

Sebenarnya model ini sangat ideal untuk diwujudkan.
Karena model ini akan membuka peluang terjadinya akuisisi
domestik maupun Internasional yang dapat mendinamisir dunia

usaha di Indonesia. Disini akan dapat terwujud adanya kegiatan

‘bhisnis yang fidak eelredar hpﬁmmud Yehare. holders™ tetani-ala

__kuasa pemegang' Saham dan

LA HaEBR

terwujud nyata bentuk "stake holders” yang dapat menguntungkan
semua pihak. Bahkan masyarakatpun akan merasakan manfaat yang
besar. Dalam bentuk itulah sinergi semua kekuatan bisnis dan
masyarakat beresistensi secara nyata. Mengapa demikian ?

Karena disini akan terpadu sekaligus; dorongan Pemerintah secara







éiélui?kétiéj;k,é.i-éié_&aﬁfg terarahdanterpadu opumzsme )

NS "':1tu d1harapkan dapat melahlrkan berbagm_ keunggulan Sejak Indonesxa.

_ S _'1992 Pemenntah Indonesxa telah mengkampanyekan pengeruan dan makna_
S "'::.'-';:APTA dengan maksud agar segenap peiaku ekonom1 dl Indonesxa dapat

= ;_:-bcrperan akup daiam mensukseskan peiaksanaan AFTA
2 Summya penenmaan Nevara dan sektor Mzgas mendorong

: Pemenntah melakukan deregulasz dengan maksud untuk memacu peran

- -swasta da}am memngkatkan pertumbuhan ekonorm keblja.ksanaan ini cukup _

':berhasﬂ dltandal denga,n menmg}\amya hasﬁ eksport non rmgas dengan
tajam Namun keglatan yancr memmbulkan "ekonomic boom" itu disisi
- lain membuat ekonoml JIndonesia menjadl "overheated”, yang terpaksa
ha.rus dibikin "coolmg down melalm ‘kebijaksanaan "tight money policy"
yang mengalqbatkan sektor swasta menjadi lesu darah. Dalam kondisi

seperti. ity Indonesia mener_}um pasar.bebas. ASEAN dalam-bentul AFTA

itu. Wajarlah kalau dunia usaha tidak cukup siap.

3. Pelalu ekonomi Ind_bnesia yang terdirt dari BUMN, swasta dan
koperasi yang kurang Siap ity hafus dipacu untuk siap menghadapi AFTA.
‘Hasil penelitian menggambarkan bahwa usaha memacu kesiapan itu cukup
berat, karenanya problema yang ada dalam tubuh ketiga pelaku ekonomi itu

sangat kompleks, yang secara garis besar sebagai berikut :




:'Z'.'_:;.-._f_menguasau tehnolog1 “dan smtem pemasafanﬂya._(;ukup ..
g canggih, merupakan peiaku e,konom1 Yang Slap mﬁng.hadapi : : :
L AFTA. : |
D sw
: ;--_:':_-struktur permodalaﬂnya mengandalkan krecht bank -

:."managemennya kuranc profesmnal (dlwarnzu manajemen |

: :‘_--_keluarga), / selama lIll bertumpu pada berbagai protek31_

i .pemenntah pemasaran cukup ba1k untuk pasar dalam negen

: _:-3namun tldak 51ap menerobos pasar Iuar negen sehmgga daya

B N samgnya sangat }emah Dengan kond151 sepem mz tanpa
dorongan kuat suht sektor ini untuk sukses menez;;um arena

~ AFTA.

.C. BUMN, adalah pelaku ekonomi yang paling siap menghadapi
AFTA, karena. BUMN menguasai. kue bisnis yang terbesar dan
| tangguh pada faktof permodalan, resources dan penguasaan pasar.

Tetapi BUMDMN sulit untuk bersaing ibarat Raksasa yang gemmnk.dan

lamban, karena ada 3 kelemahan pokok yang sulit diatasi.
--Pertama, -karena manajemennya birokratis, kedua misi bisnisnya
rancu dan ketiga kepemimpinannya kurang profesional.
4. Belajar dari SISHANKAMRATA maka menghadapi AFTA ini kalau
Indonesia ingin sukses, maka Indonesia harus mampu memadukan segenap

potensi yang ada, hingga Bangsa Indonesia secara keseluruhan dijeimakan




: 3'_';menje1ma menjadl gioba}. vﬂlage duni:___:tanpa batas Gelombang_

| .; f:'globahsam itu juva melanda Indones;a berupa praktek perdagangan bebas
-_”'Persamgan yang tajam dxhnﬂkup Intemasxonal maupun re°10n31 semakm
| :_-nyata Tanpa Indones1a mampu membaca partanda Jaman dan kemud1an

| '.mampu menanL keuntungan dalam era globahsasx itu, Indonesza ndak akan

" _'*dapat mengembangkan potenm ekonommya Regmnahsme menjadl tumbuh

'-ﬂ'dimana -mana sebagai sarana mempertahankan diri.- Lahlrlah MEB

: -._NAFTA dan AFTA. Lahimya AFTA dan ikut sertanya Indonesia pada
AFTA . merupakan' tuntutan. Jaman dan -merupakan hal yang tak dapat
.dlhmdan. Pasar domestik telah digusur dengan pasar global. Ini telah
bexjajan Iama namun aldnr»a}{hzr menjadi sangat dinamis dan akseleratip
' karena d}dorong oleh 1r10va51 tehnologi komumkas1 transportasi dan
| 1nf0rma51 Agar Indones1a tidak teriindas globahsa51 maka Indonesia harus
mampu meningkatkan efisiensi dan daya saing produk dan komoditinya.
Ini merupakan problema yang tidak kecil,

6. Berdasarkan problema-problema faktual itu maka
pembenahan-pembenahan yang bersifat mendasar disemua sektor pelaku

ekonomi bahkan penggalangan masyarakat harus dilakukan depgan intensip

Pokok-pokok pikir pembenahannya adalah berupa :
| a. Sekior Pemerintah, harus mampu membimbing, mendorong
dan membantu pelaku ekonomi untuk mampu menciptakan
keunggulan kompetitip. Disamping itu Pemerintah juga harus
menghilangkan berbagai faktor penghambat terwujudnya efisiensi

dan kemandirian semua pelaku ekonomi (seperti proteksi, monopoli




| ':dll) aoar mereka .mempunya,i daya samg yang'. "_ngg1 -

_ -:'-suksesn ja:_ ndonesla dalam menexjum arena AF’I‘A. o
. '_"fditentukan oieh terpadunya gerak Iangkah ketlga pelaku ekonorm Untuk

'smeroa dari ketzga pelaku ekonoml yang secara gans besar terdm dan :
) a._ Menghadzr}\an kepemlmpman duma usaha yanﬂ
- berkemampuan handal meialm kegxatan .
| ) Restruktunsasx ' pex_‘sgpsx Pemlmpm dari jago

--kandang : menjam jago' berskala ‘dan  berwawasan
Intemasmnal |
2)  Mendidik dan melatih ketrampilan mepman dunia
usaha yang berkemampuan handal sesuai dengan standart
Intexjnasion_al:', mampu melakukan “profesional lobby" dan
AR BTt e e R teisgfirak  dan
transaksi Internasional.
3) Menyiapkan institusi bisnis yang dapat dipakai
sebagal arena berlatih dengan kriteria sebagai infrastruktur
yang memenuhi standart kelayakan untuk melatih dan

mendidik "business leader” vang tangguh

7 Kunm suksesnya Indonema da}am menex]um a:ena AFTA sangat -

'_:_1tu penelman 1angkah~1angka.h ya.ng perlu dztempuh untuk melahlrkan -

b. Menciptakan kemitraan yang kental antara Pemerintah,
pelaku ekonomi dan masyarakat hingga Indonesia menjadi
incorporated besar yang memiliki keunggulan kompetitip.
c. Restrukturisasi BUMN bisa dilakukan dalam bentuk :

D BUMN bertindak sebagai pesaing dari pelaku

ekonomi yang lain. Model ini tidak menguntungkan semua




G - : _' lakukan rnetoda gabunwan konglomera31

dan go pubhc

~ B. ’-;.SARAN SARAN fh g
' 1_. Lahlmya AFTA dan 1kut sertanya Indonesm dalam AFTA
:merupakan tuntutan Jaman dan merupakan ha] yang tidak bisa d1hmdar1

- "'._AFTA buat Indonesxa dengan demlklan mempakan pomt of no return.
..Ka_renanya d;sa.rankan agar: denvan kemampuan penuh Indonesia harus
:_sukses pada kehadzra.nnya dalam AFTA :

N Sangat disadari bahwa dajam kondlsl yang penuh kekurangan dan
kedudukan {erbawah darx semua peserta AFTA menoharuskan Indonesxa
k '.:untuk me}akukan pembenahan-pembenahan yano ' sangat mendasar.
Betapapun suhhya Indonesia harus diusahakan untuk mampu kompetitip.
Untuk itu disarankan agar segala kelemahan dapat dideteksi dan ditemukan
- pemecahan/penyelesaiannya yang sebaik-baiknya.
3. Inti pembenahan terletak pada pembenahan afas 3 pelaku ekonomi

yang disamping memiliki hal-hal yang positip juga menvandang kelemahan

masing-masing. Disarankan agar nilai positip yang ada dapat selalu
ditingkatkan dan terhadap kelemahan sudah -diketemukan pemecahannya
dapat segera dilakukan perbaikan-perbaikan secara konsekwen dan
konsisten agar secepatnya kesiapan mereka menghadapi AFTA dapat
diwujudkan dengan cepat.

4. Keterpaduan segenap potensi Bangsa perlu diwujudkan mengarah




' -:_:-"pada usaha mensukseskan AFTA Dzsarankan agar khusus menumbuhkan_

:_:'.__:dukungan masyarakat dapat dlrumuskan secara smtemaﬂs bertahap:'j.

SN '_'berlanjut dan konsepsmnal dan selanjutnya dapat dﬂaksanakan dengan'_ Y ;:

sukses dxarena AFI‘A

}dn dalam menex}um

:fare,na .AFTA Jelas t1da}c akan efeknp dalam mPncapm tLguan yang satu
'_fsuksesnya keikut sertaan Indonesza dalam AFTA Karenanya smerg1 dan._
| '.kekuatan ke 3 peiaku ekanomi mutlak perlu d1wu_}udkan Untuk itu
) _dasarankan avar semua langkah mewujudkan smergl dapat dilaksanakan
| "dzsesualkan dengan kond131 suuasz dan tuntutan ml yang berkembang
d;lapanga.n dengan Prinsip pnontas dan seiektiﬁtas yang tajam. Artinya

yang tuntutannya cukup mendesak harus segera d1wu1udkan realisasinya.

C.  URAIAN PENUTUP
Demikianlah hasil penelitian tentang "SINERGI SEKTOR PEMERINTAH
DAN SEKTOR SWASTA di INDONESIA, MENGHADAPI PELAKSANAAN
AFTA" ini disajikan berbentuk thesis untuk memenuhi persyaratan akhir studi
MBA di IBMJ. ' |
| Disadari bahwa thesis ini jauh dari sempurna karena berbagai keterbatasan.
Dengan tidak mengurangi kesadaran atas kekurangan itu, penulis berpengharapan;

semoga tulisan ini ada manfaat dan kegunaannya walau betapapun kecilnya.

Jakarta, Medio Januari 1993
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7 ASEAN HEADS OF GOVERNMENT MEETING. SINGAFORE, 27,228 JANUARY 19927

. hours on 28 Jaruary 1882) oo

1 Ve, the Heads of _State and Goverrment of -ASERN, are

 encoursged. by the achisvements of ASEAN in the last twenty-

five vyears, arl “are convinced ‘that :'_Asm.'mperation ‘remains.

‘vital to the well-being of ‘our pacples. -

i Havj.hg reviewed the profwx:l international pc.j'litica'l."énd
econcmic changes that have cocurred since the erd -of -the Cold
‘vlar argl considered thelr ‘brplications for ASEAN, wer declare
e ASEM! shall move towsards a higher plane of political ard
econanic cocperation Lo secure regiopal peace and
prosperity; , [ - - :

- ASEAN shall constantly seek to sa_fequard its coliective -

interests in response to the formation of large ard
powerful economic groupings amory the developed
countrias, in particular throogh the promotion of an
cpen international economic regime ard by stinulating
. ecopamic ocooperation in the region;

= ASEAN shall seek avenues to engage mamber states In new
areas of cooperntion in security matters; ard

- ASFAN shall forge a closer relationsﬁip "based on

friendship and ococperation with the Irdcchinese
countries, following the settlement on Cambodia.

Political ard Seanr ity coeseration

“UFDIUR ru £
SN SEA N
SSU MM

. SINGAPORE

] tn the fleld of political ard securibty memtién, we
have agresd thabt: '

- ASEAN welocres accession by. all .countxrles in Southeast
Asia to the Treaty of Amity armd Cooperation in Scutheast
Asia, which will provide a common framework for wider
regional cocperation embracing the whole of Southeast
hsia; ‘

o reieAT s T FER e A R M e




.= nsERM will also “seek the ‘cognizance ot tne Unitea: N EEA T
(73 - yations iifor. the. Treaby.. throug rough - such means:oas an o SAHLEEIT |
e ate Rosolution: . nis will isignify ASEMLS Ll
Uohmmitment to the  centrallty. of £he ‘Ul role -in :the. . S s SR
R eeting .ona co and securiby 2s We.

- ﬁﬁTﬂ$fthETr?élﬁhalﬁS?CﬁritYfSémiharsﬁﬁéldJin:}mhilal;'f &
" ‘and Bargkok - in 1991, “and’ the. workshops . on: the Sauth . NN/
_(nira Sea held in Bali -in 1930 and ‘Bandung in. 1991), %
| takiﬂéfoUll'7Cﬁgﬁi?ﬁﬁc¢.-¢f1??h¢_ﬁDéclaration;fO£:.ASE%N::~“
" Comcord. - To enhance this effort, NSEM should intensify =
its. externnl .dialogues. . in ‘political '‘and’ security-

patters by using the ASEMI Pest-ifinisterial ‘Conferences |
(Fecy; g T e S

"= ASEAN Taos mde majc:u:‘ strides in bus.lch.rq ooopai:ative

‘ties. with states of the Msia-pacific region and shall

contime -to acf:ordtl'xma high priocity; . -

— .. ASEAN will seek to realise the Zone of Peace, Freedom

" apmd Meutrality (2OPFAN} and a Sexitheast  Asinn . Nuclear

_ Weapon Free Zone (SEANWFZ) in consultation with frienmdly
countries, taking into accounit changing clroumstances;

N ASEAN will closely cocperdte with the United Mations and -
the irntermational cammunity in ensuring the full
implementation of the FPeace Agresments signed in Paris.
in October 1891. ASEAM supports the Campbodian Supreme

_Jatiomal Council in calling on the UH - Secretary-Gereral
to despatch WIIAC as early as possible in order to
preserve the morerfaun ©f the peace process and to.

! Peace Mgrecrents. ASERN calls on all parties in
corbodia to implement sericusly the process of natienal
reconciliation which is essential to a germuine and
lastirg peace in cambadia; and

- ASEAN will play an active part in international
programees  Lor e reeenstruction—of-Mieknam, 1205 ard
Cambaxlia.

4 conscicas of the centTal role of the United tlations in
the post—Cold war world, we agree that:

- The prupesed Surmit of members of the United Nations
Security Oouncil showld help shape the United Hations'
role for the pramotion of a more equitable international




Uhite:l Iiatlons C]’}BILL.L‘

5
'that:_

: DLrect:lons mg\sm; Econcmuc Cocnperatlon .

“In the fleld of econc:mc ccme::a._lon, _ we ‘have agreed -

“To fur'Lhe.r: acx;elerate 3umt effor't,s in enhanc:ng mtra~ R
S OASEAM economlc ¥ cooperatlon,. AS:.AN ‘shall . adopt -
'-apprcprlabe ‘T2 econcmic ‘measures as . oontalned ;Ln ‘the

Framework - Agreement - on Ehhan’cing ASEAN - “Econanic

b -Cooperation directed towards  sustaining ASEAN econamic

gro4th -and development “which ‘are esse_ntlal to tha

_stabllg.ty ard prosperlty of the reglon, e

___ASE'J\.N shal}_ establlsh the ASEAN Eree 'I‘:cade Area usirgg

the  Common Effective ‘Preferential Tariff . (CEPT) Scheme

Clas _the main me;:hamsm ‘w’lt]l}_ﬂ a.ctime: frame ‘of 15 years
, begl_nn_m_j 1 Jarmary - 1993 “with ‘the ultimate effective

tariffs rarging from 0% To 5%. ASEAN member states have
identified the following fifteen groups of products to
be included in the CEPI‘ Scheme for acoelemtad tariff
rechuctions:

. vejetable oils
= cemant
chemicals

sINGAPONRE -

|
{
N

) prarmscenticals
fertiliser
. plastics
. rubker products
. leather products
oulp
towtiles
. ceramic and glass products
. gems arnd jewellery
copper cathodes
electronics
wooden ard rathan furniture




}\SEM sha_ll : furth enhm regmnal cocperatlon to R
- ':_-'__':'prov1de sa.fe, e_fflc:lent: a.nci dinnovative transg:mrtation
-Z-::arx:l omnwucatlons mf::astmc%mre networ}c' ae :

o }\SEJ\N _.s}mll al:s;ca conta_rme to 'unprcve 'and develop the':'

7 intrasomuntry. postal and : telecommuinications ' system to

"..provide - oc:st—e_ffa::tlve . h.l.gh quallty and customer- '
orlentcxl SCI‘VLC‘:&S, - s .

-;]\SE“J\N shall adopt joint efforts to strengthe.n trade
: pm:mot:lon ' and negotiatlons .on ASEMN - agricaltural :
. products dn. ‘order  to .enhance " ASEAN'S campetitive
Coposture; and o sustam the -_'e_xpansz.on "of W DASEAN .
e agr;cmltural export:a in the intarnat:ional markets; - o

}’\SE‘\N admledq% that sub-—regj.onal arra.rxgmts mnonq

_themselw5 .or between ASEAN member states and non-ASEAN

econcmies could 'ocnpls:mant cvarall  ASEAN econamic
cooperatxon, R

ASEAN recognises the urq:ort:ance of strerx_:rthenlng and/or

 establishing  cooperation ~with other countries,
'-_rezgmnal/m.r.lt:llat,eral ecarxmic organisations, as well. as -

Asia~Pacific Econcmic Cooperation (APEC) and an East
Asia Econcmic Caucus (EAEC). With regard to APEC, ASEAN
attaches importance to APEC's furdamental objective of

" sustaining the grovth and dynamism of the Asia-Pacific

regicn. With respect to an FAEC, ASEAN reccgnises that
consultations on issues of camon concerm among East
Asian econcmies, as ard when the need arises, could
contrilute to expandirg cocperation among the region's
econcmies, and the promstion of an open and free global
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Further, recocgnising the importance of non-tariff ard
ron-bardey areas of cooperation to complement tariff
liberalisation in increasing reglonal trade and
irvestment, ASEAM shall further explore oooperation in
these areas with a view to making reconmendations to the
Fifth ASEAN Summit;:

ASEAN shall continue with its concerted efforts in the
promotion of tourism, particalarly in making the Visit
ASEAN Year 1992 a succeas;

- e g 1 e = e e




| -:transfar arx:’l human esourr:e d Velcp*rent

”'-;ASEAH'shahll also conL

.‘dialogue. partners  and- 'produc_mg/c:onmnmg

.o::zmodlty .15$u£-?$, [T

e }\SE'AN recognises that sustained c—s:::rm;.c: grcwt:h re:qu_i_re
conmdemble inpats . of e:nergy Asyember - states
“continue to ,Lndustrlallse a.nd strenqthan their
Jindustrial  base, - ASERN  'shall  focus - and  strergthen
cocperation in energy oecura.t:y, c:onse_rvaLlon ard- the
search for alte_rrnt:ive fuels; - B

'g e = .mve_st:ne,nt opportunities  and | therefore encourages,

i A among obkhers, increased cooperat:lon ard exchanges among
i : the ASEAN prlvate sectors, anf:l the consideration of

" appropriate policies  for - greater intra-ASEAN
, : irvestmonts; :

- ASEAN shall contime to uphold the principles of free
ard cpen trade embodied~ in the General Agreement on
Tariffs ard Trade (GATT), and .work towards maintaining
ard. .;trcngtherd_ng an cpen miltilateral tradlng system;

: o ASEAN shall work collectively to ensure that the

: Unr,ruaymﬂ-dadch:masttheymrmmsmﬁmterests
of the ASEAN ecoramies, and adopt a pragmatic ard
realistlc approach, in vsing the Draft Flnal Text as at
20 December 1991 as a reasonable basis for conpleting
negotliations; ard

= ASEAN strongly urges mjor %:md.i.rg mmi% to settle

bl e '!lFFn--

_ AsL\N shall c:ontmua to '-tep up' oocperation in other
s -'-_econcrmc—relat,ed areas, _suc:h'_i'_as ‘science: arx:l t&c}mc:logy'-_

Joauntries " toxards - the - adv_mmreﬁt of ‘the comedity \
‘sector in' the raglon an:i :m adﬁressmg :Lntenmatlonal BN

- .ASEMI rec:ogm_ses the cxmapleme.ntarlty of trade- and-

_'__"fouaru
_ _I\SEAN
PR UL R T L1

smcm our i

to_ e_lmance relatlons with lts“-" ;

I B = S [ S T T T qu..J..LLLLLJ_lLt: c.‘UU ULJlE_L- araa.s AP
likewisa use the Draft Fimal Text to work towards an
early ard successful conclusion of the Uruguay Rourd.

Review of ASEAMI's Ixternal Relations

6 In reviewing ASENI's external relations, we have agreed
that: : S

Eravan t oot hriten e .




. ASEM*' s major econamic Fms

IR B, 1 the field of flmtlcna_"l _.coq:e.fati}:;n_, we have hgreed |

Al e A_..LAN zrmn.ber cmnﬁtrles shall oont:mue to enhzmoe :
- awareness .of 'ASEAN. among the people in. the  region

T " through . the - expansmn of ASE‘J\N Studies as part -of

B . _southeast Asian Studies . in the school and university

. curricula ard the ‘dntroduction of ASEAN:student exchange
programmes  at tha_;,ec:orr:lary ard tertiary levels of
Aa::iuc:at.xm, 3 [

SR ASEJ\N falrmld help hastcn JA develqment of a reglonal
identity and solidm:ity, ard -~ promote “human ‘resource
develorme_rrt by considerirg ways to further strengthen
the “existing network of the 1ead3_rxg universities and
i © institutions of higher learning in the ASENN region with
a view to ultimately establishing  an ASEAN University
based on this exparded netwark;

= ASEAN functional cocperation shall be designed for a
i wider lrmvolvement and increased participation by women
- in the develoorent of the ASEAN countries in_order. to

meet  thelr nesds and aspirations. . This cocperation

shall also extend to the developmant of children- to
? realise thelr full potential;
i - The A.‘;D‘\N mamber cc«mt,rm_: _J"..dli contirme to play an
5 active part in protectiny the envirenment by continuing
to cooperate in pramoting the principle of sustainable
develegmant  and  inteqrating it into all aspects of
develcymeant;
- ASEAN memker countries should contime to  enhance
envirormental cooperation, particadarly in  issues of




s .:'_-'.The developcxi: countrlas should also .help to mamtam an'

a_ml:.'acx:.ess to errvlrormentally sound .;-téchnoloqy on
'_ .mnoass10nal ard mre_fere.ntlal te_rms

AN .'-J_ntarnatlonal envz_rorment suppor'tlve of eoonamc: growth
: aﬂd dewlchent: : - : :

- ASEAN look.p forwarr."i to = seaj_mg ‘these ocmrdtrm_nts N Ty

e .'re_flectm in - the cx.ltc:cxre iof the United ‘Nations iy
"__Conferenoe on. EiTVlrormant and Devrelogrem. in 1992 at RJ,o E
adeJamLm,_- T

: - As Hon—-gcrvemm.ntal Orgamzatlons (MGOS) . play_ am .
;a_rrport:.ant yolediin sociall ‘development, ASEAN shall
encourage the exdaarga 0f info}:mat:lon among HGOs in the

region and help. expand - thelr participation in intra-
ASI-:AN functj.ona}_ oooperc\tlon,

S ASEAN slmll s.ntans;l.fy its oocpe::atlon in evercamirg the
‘sericus problem of  drug -abuse and illicit drug
traffic}cirij at. the mtional regmna}_ and Lntarmtional-
'1evel_; an:l

- ASEAN shall make a coordinated effort in curbing the

spread of AIDS by exchanging -information on AIDS,
partiadarly in the formmulation and inplementation of
policies ard programmes against the deadly disease.

Restructuring of ASFAN Institutions

8 To strerxythen ASEAN, we have agreed that: - B

= ASEAH  lleads of OGoverrment shall meet formally avery
three years with J_mfom”\l mcet;.njs in bebtwean;

. The ASEAN organizational st*:uc:t:ure, copecially  the
ASEAN Secretariat, shall e streamlined and
strengthened with more rescurces;

- The Secretary-General of the ASEAN Secretariat shall be
redesignated as the Secretary-General of ASERN with an
enlarged mandate to initiate, adm_se coordinate ard
implemant ASEAN activities;




. 'coopemtiom an:i

¢ supervisa,

‘ - )}ll«

ASE A N 5
5 U 1‘1 M t T

“tasked “to  hardle  all aspects Of  DSEAN

_-}_\ mianterial level Council be
ooordgﬁate and revn.ew R implerrentat:.on ‘of
the Pzgreem.nt en ‘the - Common “Effective Praferenti‘al
-"I“arlff - {CEI'T)
(AF]J’\) ' '

es tablished to -

Sdamrs for the }\SE?\N Free. 'I‘rade Area
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o ’Iha flVE‘. p].esent A.JE:AN Ebormdc Canrmtte:es be dissolvui :: A
“and tha ! Senior: Mncm:c Officials’. Meeting (Sm«l) be Y




Fptsifiont 4

“For ;Malaysia H

- DR MAHATHIR BIN MOHAMAD
- Prime Minister

For the Republic of the Philippines:

CCORAZON C AOUINO
Eresident

For- the Republic of Singapore:

GCH CHOK TXQXIG
Prime Minister

For the Xingdom of Thailand:

AAND PAHYARACHUN
Prime Minister
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ON ENHANCING ASEAN
ECONOMICS COOPERATION




Pl R E SIS T TRV BRI

T ASEAN HEADS OF GOVERNMENT MEETING, SINGAPORE, 27 - 28 JANUARY 1391

I T LT RS il e LR Wl T et ]

. (Embargoed for Release i1l 1630 -

hours on 28 Jarmuary 1992)

TRMABNCREK MEREFENT (Y ENIARCIHNG ASERN
PO s 1C COCHPTIATION

he Sultan of Dnunel Darussalion, the President of e
Tepxablic of -Indonesia,* the Prime HMinister of Malaysia, the
President of the Republic of the Fhilippines, the Prime
Hinister of the Republic of Singapare and the Prime Minister of
the Kingdom of Thailard:

REAFFIRAING their commitnment to the ASEAN Declaration of
8 rugust 1967, the Declaration of ASEAN Concord of 24 Felmuary
1976, the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia of

24 I-‘e.bruaz:y 1976, the 1977 hccord of Kuala Imupur and the Manl_la

Declaration-of 15 December 1987;

DESIRING to enhance intra-ASEAN economic cooperatiion to
sustain the- economic growth and development of all Member States

which are essential to the stability and, prosperlty of the -

region;

REITERATING their coomitment to the principles of the

Ge.neral Mgreement on Tarifis and Trade (hereuxafter referred to

HGMTH) ;

il

IO U R T
ASEARN
SUMHMIT

SINGAPORE

TS TG ERET A T aRd RO~ tarif Bl ess are

mpad_unents to intra-ASEAN trade ard. investment flows, and that

existing "coamitments to remove these trade barz:lers omiid” ke

extensively ilmproved upon;

DOTING  the significant unilateral’ efforts made by
Membar States in recent years to likeralise twrade ard prurcte
investmants, anl the lmportance of extending such policies to
further open up their ecorncmies, given the comparative
advantages ard complementarity of their econcomies;




TN EE =

E S E L g

mmmn{; tl_lat Mexsﬁ:x.r St:at:&s haw.ng dJ_fferent'_'
'}:_economc .Lnt:ere.sts could baneflt'-_.

cohes;we arx:i erct::wn perfarmarm' ' .of. Lntra—hsm """ economl c--'.':

; . HI}II}L"GE of the nee:l to exterd tha Sp).l‘lt c:f frlerx:'ishlp;

: .and moparatlon among; Mambe.r States to other regional econcmies,

- ast wellias. those cutside the region® Twhich oon‘cr.l_bate o the
"c:rverall a:oncm;l.c defvelq:mant of Iinzmber States B

I{mmx; further thca ixparta:m oE e.nhzmc:ng other

""fi‘élds ‘of " eccncnic ooopemtlon ‘such “as in o science and
_tec:lmlogy, agm.a.xlture f}:xamhll se::vioes and talr.lsn,

HAVE AGREED AS PC_)LE.OE‘?S 5

Article 1: Principles

B Member - States shall ‘endeavour to strengthen their

econcmic cooperntion through an cutwani-locking attitade so that
their ccoperation contributes o the promotion of global twade
likeralisation.

2 Member States shall abide by the principle of murtual
benefit in the irplementation of measures or initiatives aimed
at enhancing ASEAN econamic cooperatian.

from sub—regional

G Q'I'.I.- u: u
A CSUES A N 3
""__'SUHHH'-:-

S!N(..A!"O

U T TOL. S R MU A,

3~ 'All Member States shall participate in intra-ASEAN
econcmic arrangements. However, In the implementation of these

econcaic arrargements, two or more Member States may procesd

first 1f other Member States are not ready to ilmplement these
arrangements.




a1l Member tates agree to e_srtabll,shl ar:d part.xc;pate :m

] I_the.'. "ASEAN - Free ‘Trade - Area (AETA) within 15 years. ..
- " ministerial-level = Oouncil : will ~be set up to superv:t.se
= 3coorda_nate an:i rceview the’ inplementation of the AI‘IJ\

B, e - Cemmen -Effective . Preferential Tarlff (CEPT)  Scheme
- shall be the main ‘mechanism for the AFTA. =~ For products not

covered by the CEPT  Scheme, the ASEAN Préferential Trading

.Armrzgmnts (PIp) or a_ny other machanlsm to be. agreai vpon, may
be used :

3. Member St:at:es shall raduce or - el.mLmate non-tariff

: ba::rlers ‘between ‘and among each other on the import and export

products as specifically .agreed upon - under existing
aJ:rangemants or any other arrangements arising oukb of this
Aoresmentl.

4 Member States shall ekplore further measures on border
and non-border areas of coooperation to  supplement  and
carplement the liberalisation of trade. . .

1 Member States agree to increase invesbments, irdustrial
linkages -and complementarity by adopting new and innovative

measures, -as w\nll as strengthening existing arrangements in
ASERN.

--__;s:racn?on o o

=

SR

. production ard supply of energy resources.

2 Member States shall p::;ov‘ide flé}dbility for new forms of

irdustorial. cooperation. . ASEAN shall strengthen oooperatlon in
the devequm?_nt oL the minerals »@Cbo:. g

3 Member States shall enhance oooperation in the field of
energy, including energy plamning, exchange of information,
Transfer of technolegy, research and development, manpower
trainirg, conservation amd efficiency, and the e.xplor:*ation

[




R

g MembeL -.States 5hall_=. encoIrage -_and facxlltate free e
-mnent of capital’ and ‘other financial" resources, mlud_mg o

. Ffurther liberalisation of the use of ASEAN currencies in twade © =

" and dnvestments,  taking: into account their respective natlonal
£l laws monetary oontrols and develq:tmt objectives '

Tl . Meﬂnbe:: St.ates agree to strengthen reglonal cooperation -
in the ‘areas ‘of development, production and pronotion of
- agr.xc:ultural products for ensurirg f.ood securlty and upgrading
:m.fonnat.}.on exdxanges in ASEAN. - :

.2 - Member States agree to enhance technical Joint

cooperation to beti_er I = develop and market
forest Lesources., - Yo | '

.7 and Commmications 3 .
1 Member States agree to further enhance regional
cooperation forr providing safe,” efficient ard innovative

transportation and coomunications infrasttucture network.

2 Member States'. shall also contime to improve and

d@w_ﬂm the. intra~countony Dastm and. felecommnications. system

To proxade cost—effmveg hlgh quality ard customer-oriented
services.

Article 3 : Other Areas of Cooperation

1 . lMember States agree. to increase cooperation in research
ard development, technology transfer, tourism promotion, human
resource development and other economic-related areas. Full

account shall also be taken of existing ASEAN az:rangem_nts in
these areas.




a.r*d eacc:hange vJ.ews r_:f: reglona_l zm:i

I-iember States achnowledge that sub—reglonal

arfarxgemsmts among Lhemselves S uiag betwaan ASE‘AN ‘Member. States_ -
S and Non-ASEAM: ecomeﬁ, _cu:m_ld cxmplemant c:verall AS}::AN econcmlc_ a
"-'.oooge.rat..mn L i e g e . o

T ._m_;-'t_icle 5 mm«?ﬂsm E:x}rmuc: Cbope_rat_lon

; T‘o ocxnpienmnt and enha.r‘;oe “econamic oo@eratlon Hve)ga
. .ziarnber States, arnd to. resporﬁ to .the rap.xdly changing external
.cor*d.;t.l.cns a.r‘d t.y.an:i:“ in bot‘n the econcmlc and political flelci:

w.xth orther sz.uat:rles, as well as re:gmn.al and international
-orqarusatlons ard arrangerrent.: |

: Iu:*t:_icle G : Private Se:c:{:qr Particimation

| Membér States recognise the complementarity of trade ard

investment opportunities, ard therefore encourage, among others,
ccoperation ard exchanges among. the ASEAN private sectors and
between ASEAN and non-ASEAN private sectors, ard the
consideration of appropriate policies aimed at promoting greater

intoa-ASEAN ard extra-ASEAN  investments and other. econamic
activities.

Article 7 @ Menitoring Dedy

3I$embe.r atates ::-.through-: the approprlate ASEY\N bod_les _
: : .-.:.amn'

5 _-_.aurAl_O_

The ASFM Secretariat shall function as. the body
reﬁpsnsﬁ:ﬁe for mwonitorirng the progress of any arrangemants
arising from this I\,greem_nt. lMember States shall cooperate with
the ASEAN Secretariabt in the perTormance of its duties.




Settlerent of Disputes . .

fierbretation or application of this Jgresent ot any

e e irining therefrom sball, as far as possible, be
.settled amicably ‘belween ‘the parties. {inenever necessary, an

"';_.amti_at;a body shall be designated, for the S&t-tlE?ITﬁnt of

 jeticle 10 : Supplosentry Tafesnnts or Mramrments

. pppropriate ASEAN ec:;afmxic agreements or airangements,
- arising . from this Agreament, shall form an integral part of this
Agreement. 1 7 oY

L]

Article 11 = Other Ioreeents .

1 mis Agreement -or any action taken under it shall not
affect the rights and obligations of the Member States under any
existing agreemcnts to which they are parties. '

"o Nothing in this hgreement shall affect the power of
Mamber States to enter into other agreements not contrary to the
terms ard objectives of this Mgreement.

- Itny dlfierem:es betweenthe Member ‘States: c:cnoernu‘g the

Mriicle 12 F Gerernl Booeptions

Nothing in this Agreement shall prevent amy Hember
State from taking action ard adopting measures which it
considers pecessary for the protsction of its national security,
the protection of public morals, the protection of human, animal
or plant life and health, and the protection of articles of
artistic, historic ard archaeoloyical value.




R 'I}u_s I\greevwnt; sh&ll be depoa;s.teﬂ wﬁ:.h the. Secretary
S _Germl of - the ASEAN: Sac:retarlat who shall prcmptly furm.sh a
1 _;.:c:art.z.flad cc:py the.reof to each Me:mber gtate. o L

L IN WITWESS WHEREDE, the unjers:.gned have 51gnec3 this ¥\
e -Eramework Agreezwznt: on Elrlhancmg ASEIM»I Eooncxmc Cooperat:.on. d.




DON‘E at Sa.ngapore
e saﬁgle oopy J.n:the Ehgll.sh Language

JQ‘JI TDKSSM\IAL BOU{I}'\.:‘I
S‘u.lt:an of amnm Damssalam o

"1 For the .ggp_ublir:_ of Indonesia .z .- .

T ”” ‘.‘:.l..::l.l

t.h_ls 281:}'1 day of January 1992 J_n al

For the Kingdom of Thailand:

AATD PANYARMNI U
Prime Minister

; SOEMARTO i
- For Malaysia :
DR MAHATHIR BIN MOHAMAD
/ Prime Minister
¥ For the Republic of the Philippines™:
3 y
Al
21
X -
| CORMZCT C MQUINO
President
For the Republic of Singapore :
GO CIOK TOHG
f Primez Minister
}
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' Irx}crw_—sm, I'!alaySht,. ‘Lbe. Ibcp.)bllc c.C Lbe .Pm_hgpuaes U:«e i

“Tepuhlic of, Singopare and:the Kingdom of 1bailand; Member. SLaLzs
cfi tbe mum of SOLIU.}. I?zst Asian’ IlaL:u:ns (hSEnN) :

= H_UIIJHJL of - the. Declnra‘clon of J\SEAN Conoom signa] in
'._.BalJ., Indonesm on. 24, I‘el:n:ua):y 1976 vwhich provides that:Member

States ‘shall. DOOPGI‘atE An - the fleld: of  ‘trade in order to

._'.prcmote developrent and grch1 of new proc}uctlon and trade, -

IUI:?\LLTHG tha!: thca ASEAH lieacls of Govarrmnnt at thelr
-iilird Summit HraeLLng held in Manila on 13 - 15 December 1987,

declared that . Member = States shall - strengmen intraﬁxsmql

. econcmic oooperauon to maximise the realmatlon of the region's
- poLenLial in trade ard devequmnt

TN

IU}LLNG that the. I\greemnt on J\.‘:EJ\N Prefe_rentlal ‘I‘r‘ach:rg
Armrxgaments {ETRh) « 1gncd in Manila on 24 February 1977 provides

for the =adoption .of varicus instruments . on trade liberalisation
on a preferential basis;

MAERING to the principles, concepts and ideals of the
FrameworX Agreement on  Enhancing ASEAN EFconanic Cooperation
signed in Sirgopare on 28 Jarmary 1992;

COUVINCED that prﬁemntml i:r_—ad_uvg a):rangenents amorg
ASEAN Member States will act as a stimius to the strengthening
of national and ASEAN econcmic resilience, and the develorment
of the naticoal economies "of Meombor States by exparding

Investwment  arxd pnxluci.ion opportunities, trade, and forelgn
exchaiyye earmnirvgs;




& (CEPT) dee:n‘e,

S Um:m-imED to. furthe:: c::ooporata in Lhe eooncmc gmwt:h

.of Uue I:\eglon by acoeie.rating the: li_berali.sa!.ion of. intra—ILSEAN
trade and’ investment  with the” objective ‘of cmating the NSEM -
- Free Trade I\rea using the. Ccmncm Eﬁfactiva P:aferential Tariff

oonscnance wJ.i:h _J\SEJ\N'S inbernational ccxmumnts e b

) Fgf tha -pur;xnsc. . o5 of Lhis hgrecme nt i

1 NCEPTY means the Common Effective Preferentlal “lariff,
and it is an agreed effective tariff, preferential to ASEAN, to
~ be applied to goods originating from ASEAN Member States, -and
~which have been identified for inclusion in the CEPT Scheme in
s accordance wlith Artdeles 2(5) and 3.0 ¢

2 "Non-Tarlff Barriers" mean measures other than tarlffs
which effectively prohiblt or resbrict import or export of
products within Member States.

3 fguantitative - restricticns® -mean ® prchibitions or
restrictions on trade with other Mamber States, whether made
offective through gquotna, llcences “or & other ' messures with
equivalent effect, ifcluding a\dmmist_ratlve measures  and
requiirements whilch restrict trade.

4 " YForelgn excharge restrictions" mean measures taken by
Member States in the form of restrictions and other
administrative procedures In foreign excharnge which have the
effect of réstricting tuxade. '

e sm_c A p_.o_ n:s

DESIIG}K‘ ; to effex:t inprcvemants; on'. the J\SEJ\N Pm in:'. y '.

.'..I O ‘U n ! u

ASEAN
SU!HHI

]

5 UPPAY means  ASERT Preforentlal Trading  Mrangerents
sbipalated in  the Agreement on ASEAN Preferential Trading
hrramgeoments, slgnad In Hanlla on 24 Felwuary 1977, and in the
Protoool on Inprovemznts on Extension of ‘tarifif Preferences
urder the ASEM! Preferentlal Trading Jorargements (PLAY,  signed
In Manlla on 1% Decombor 1907.




S wdth minimal - c:hange in fom Irc:m the oz:igs.nal.j -
products. Y _ : :

A ﬁm.i -w_r St;atesf}éhé@l ba:ticip%te in -'ﬁié. CEPT S&m

oy Ident:i.fic:at.lon of produc'ts ¥ mluded Nhe CEET
"St:heme shall be on a sectoral ba»is i e.; at 1S G—chgit level.

TR ..Ebcclusions' ‘at the U8 8/9 cllglt ievél ek speciﬁic

e . products  are ;x,rmitted ‘for those Member -States, which are

‘temporarily not- ready to include such products In the  CEPT
Scheme, For speclfic products, which are sensitive to a Menber
State, ‘pursuant to Article 1 (3) of' the Framework Agreement on
_Enham:lng NSERH - I:ooncm.c Cooperation, a- Mczmbe.r State may exclude
' _.products from. the 'CEFL Scheme, -subject Lo a waiver. of amy

concession herein provided for such products. A review of this
Mreement chall be carried out in tho ‘eighth year to decide on
the final Ixclusjon List or any amendiment to ithis Myreenent.

4 A product shall be deemed to be originating from. ASEAN
Member States, Lf at least 40%t of its content orlginates fram
any Member Sbat.z .

& ALY mamifactured  products, Including capltal geoods,
processed  agricultural products nn:i those products falling
outside the definition of agricuitural products, as set ocut in
this Agreement, shall be In the CFPT Scheme. These products
shall antomatically be subject to the schedule of tarlff.
reduction, as cet oub in Article 4 of this Agreement. In
respect of PIA items, the schedule of tariff reduction provided

m':products which: have: urﬁergon» snnple pz:ocnssing BN %




maxgin of prefe.r.ﬁnce (I-DP) as at 3L Deoembe_r 1992.

:-.".the C}E:Pi‘ Sduzmn shall contjfmc-: m enjoy
'-5':':-31. _Dec@xber 1992.: e :

: for in' }\.rtJ.cla 4 of this J\grwnent shall be applied, ta}dng into i
. account the tariff rote after the spplication of the. e:d.su.ng__:-'n S:E; A N 2

._._1  5 UM H 1T

All products' urxie_z:‘ the I’TA wl‘aich are'mt__transfe_rred ‘oo SR

-!UUH!H

' smc_:\_a- ou_

Member States with B i,

' tariff rates ot MFN mi,es of 03-5% shall be decmed to have |} %

. ':_satisfiecl the cabligat.iorr unj.er thiﬁ Agx.‘e:emant. and shall also.

' j-’.en;;c;y the oonceﬁslorb..__.._ e

EREEE Th.LS ngrwr\ent 5h311 apply to ~all ma:mfactured
products, - dncludirgg _capital goods, prooessed agricultural
- producks, a:*d those products fallifg cutside the. definition of
. agricultural - “products as © pet oul odn ‘this - I\greexmnt
G Agric:ulmml products shall be em:]uded frcm the CEPT Schama

Article 4 : Scwdule %Farii‘_{_' Rrad_uctior_)_

1 " " Member  States agree’ to tﬁe.'-."folld»:j.ng schedwle of
effectiva preﬁ_q:rmtial tarife :geduc:t_ions_ :

shall be done within a time frame of 5 years to 8
yoars, from 1 Jamuary 1993, subject to-a programne
of reduction to be decided by each Member Stale,
which shall be anncunced at  the start of the
progranme.  Member States are encouraged to adopt
an anmial rate of reduction, which shall be (X~
20)%/5 or 8, where X equals the existing tariff
rates of nxi_wldual I&ember States

(2) The reduction from existing tariff rates to 20%

() ’l‘ne subs:aquant reduction of tariff rates from 20%
ar below shall ke done.within a time frame of 7
years. ‘The rate of reduction shall ke at a minimm
of 5% guanbun per reduction. A programme  of

raduction to be decided by each Member States shall
e anrcanced ot the start of the programmea.




]5"'1" L 'lhe respect_ive Gcwermn:en&.s ' of Member Stat.es shall e R
e urrjcrtake ‘the appropriatr: measures tm fulfil Lhe agreed SR el L WY
obllgal.ions ari Lng I.‘rtru Lh.ls h.gre:mmnt: o S ERRRTE P TRUR PR

oA ;my:ummt % Hnis !\greem_gnt enald TReNimde by
i | c:on,sersus and shali bmcme efiective fien - acoepta.:m by all.

e 3 . nis Agmem:,nt £J\.all bo e.ifa:tive “upon sigrdng

it "111,5_5 mg}:'e@.m,nt shall be (iepocsltad Mith the Secretary -
‘Genexral of ‘the ASEAN Sec:ntar.i.at vho shall. Iikewlse pn:xnptly
-'fmmish a certtiled copy thereot 0 each Member St:ate : ; - '

5 tlo reservation shall be made. wlth respect to any of the
pmuisions of Uu.s Mgreement.

In Witness Whereof, the undersigned, keing duly
autharised thereto l:ry their mpe:ctlve Goverrments, have signed
this Igreerent o Cammon - BEfectve  Prefarential 'I‘arlff (CEP’I‘)
S¢hame for the ASEAN Free Trade Area (M"D\)
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For the Government of . - - - _ N / X
the Rapublic of the Ph;_lippj_nes . A
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E Secreta:y of Irade and Industry )
For the. Govemmt of o '.
"~ the Republic of Simgmpore:
e S o LR HSTEN-LOONG S 9 )
'.'~ - ‘Deputy Prime Iﬂrd.ster a:’s:i H _ .
- T bLmisLo_v: for Trade and In.lusi.ry N
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